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UNDANG-UNDANG HAKQPTA NO. 19 TAHUN 2002

Pasal 2

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Gpta untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaanrnya, yang timbu secara ctomatis
stelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurargi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Barangsapa dengan sergaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedkit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,- {ima miliarrupah)

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). /
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PENGANTAR PENULIS

SEGALA puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah
swt., yang telah melimpahkan segala kenikmatan, taufig, hidayah
dan inayah-Nya kepada kita Shalawat dan salam semoga
dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta
keluarga, para sahabat dan para pengilkutnya, schingga penulisan
buku ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan penulisan buku ini, diantaranya
untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mempelajari
hukum pidana Islam (Figh Jinayah) secara lebih mudah dan kom-
prehensif.

Hal ini disebabkan, kebanyakan buku referensi figh Jinayah
masih banyak yang berbahasa Arab, sedangkan buku Figh Jinayah
yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia juga kebanyakan masih
berkiblat kepada ulama’ salaf yang masih dipengaruhi oleh penaf-
siran dan pemahaman hukum yang berkembang pada abad VII M di
terutama Jazirah Arab. Dan buku-buku tersebut banyak menawarkan
ketentuan hukum pidana Islam yang sesuai dengan tuntutan konsti-
tusional, HAM dan perkembangan hukum pada zaman modem.
Karena isinya banyak yang bersifat penerjemahan dari kitab aslinya
yang masih terdapat diskriminasi gender, status sosial dan agama



tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum, penafsiran dan
pemahaman ulama’khalat

Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang
mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat yang ingin me-
ngetahui serta memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum
pidana Islam, sekaligus dapat memberikan kontribusi pemikiran baru
tentang hukumpidana Islam yang lebih aplikatif dengan menyelaras-
kan beberapapendapat w/ama’ salafdan khalafdan memberikan be-
berapa solusi yang tepat dalam penerapan bentuk-bentuk hukuman-
nya yang sesuai dengan tuntutan konstitusional, HAM dan perkem-
bangan hukum pada zaman modem. Harapannya pada ketentuan
hukum pidana Islam dapat memberikan kesan yang bersifat dinamis,
elastis, dan fleksibel, tidak sebagaimana tuduhan dari kalangan
bangsa Barat yang mengkritik sangat keras bahwa ketentuan hukum-
an dalam hukum pidana Islam itu sangat kejam dan tidak manusiawi
yang masih merupakan warisan dari bangsa yang belum ber-

peradaban maju.

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa
buku ini masih belum sempuma. Oleh karena itu, penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua
pembaca dan pemerhati hukum pidana Islam.

Akhimya, kepada semua pihak yang telah turut sertamembantu
dalam penyelesaian buku ini, terutama atas bantuan penerbitan oleh
pihak IsDB UIN Walisongo Semarang, penulis menyampaikan
terima kasih banyak, semoga bantuannya dapat bermanfaat bagi para
mahasiswa dan pembacanya pada umumnya. Amiin.

Semarang, 21 Agustus 2015
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KATA PENGANTAR

SEMANGAT dan upaya untuk melakukan transformasi semua
aspek hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak pemah
padam. Bagaimanapun, upaya transformasi hukum Islam ke dalam
sistem hukum nasional tersebut telah membuahkan hasil. Hal ini bisa
dilihat pada pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-
winan yang secara keseluruhan berisi materi figh munakahat, In-
struksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam yang tidak lain merupakan positivisasi figh munakahat, ma-
warits, wakaf, hibah dan wasiat, serta diberlakukannya UU Nomor
41 tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

Masuknya sengketa ekonomi syari’ah dalam kewenangan
lembaga Peradilan Agama pun harus dibaca sebagai awal
transformasi figh muamalah dalam sistem hukum nasional. Dengan
demikian, hampir semua aspek hukum Islam telah diundangkan
dalam bentuk hukum positif yang berlakudi Indonesia.

Meski proyek transformasi hukum Islam ke dalam sistem hu-
kum nasional telah banyak memberikan hasil yang gemilang, namun

masih banyak ‘pekerjaan rumah” yang belum tersclesaikan. Di



antara “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan adalah belum
masuknya hukum pidana Islam (al/-figh al-jina’iy) dalam sistem
hukum pidana nasional (KUHP). Mengintegrasikan aspek hukum
pidana Islam yang satu ini memang relatif berat, karena kesan
“sangar” dan “sadis’ yang dilekatkan padanya. Materi hukum pidana
Islam dianggap “sangar” dan “sadis” karena berisi sanksi-sanksi yang
berat bagi pelaku tindak pidana tertentu, misalnya hukuman potong
tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, hukuman ragjam (di-
tanam dan dilempari batu sampai meninggal) bagi pelaku tindak
pidana zina yang telah menikah (mufsan), hukuman balas kematian
(qisas) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Ketidak-
pahaman secara utuh terhadap sistem hukum pidana Islam beserta
landasan filosofis yang mendasarinya membuat kesan kejam/sadis

tersebut mengemuka.

Buku ini membantu pembacanya untuk memahami sistem
hukum pidana Islam secara proporsional. Pengalaman Dr. Rokhmadi,
M.Ag, penulis buku ini sebagai pengampu Matakuliah Hukum
Pidana Islam membuat pembaca lebih mudah memahami landasan
filosofis disyari’ atkannya hukum pidana Islam. Buku ini merupakan
hasil studi dan diskusi penulis selama belasan tahun mengampu
matakuliah tersebut di Fakultas Syari’ah (IAIN) UIN Walisongo
Semarang. Minat dan perhatian Penulis yang begitu serius dalam
studi hukum pidana Islam memungkinkan buku ini mengkaji hampir
semua aspek hukum pidana Islam dan hampir tidak ada yang
terlewatkan dan luput dari perhatiannya. Sebagai Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang di mana penulis
buku ini mengabdi, saya sepenuhnya berharap bahwa buku ini akan

banyak memberikan manfaat bukan saja bagi para mahasiswa, me-
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lainkan juga masyarakat umum yang memiliki minat dan perhatian

terhadap studi hukum pidana Islam.

Semarang, 10 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Walisongo

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.






PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987
dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama | Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif - Tidak dilambangkan
- ba’ Bb -
) Ta Tt -
- Sa’ Ss s dengan satu titik di atas
Jim Jj -
ha’ Hh h dengan satu titik di
bawah
'C kha Khkh -
> Dal Dd -
5 Zal 77 z dengan satu titik di atas
ra’ Rr -




5 Zal 7z -
o Sin Ss -
o Syin Sysy -
oo Sad Ss s dengan satu titik di
' bawah
o dad Dd d dengan satu titik di
’ bawah
35 ta Tt t dengan satu titik di
' bawah
- 7a 7z z dengan satu titik di
. bawah
¢ ‘ain ‘ Komaterbalik
¢ Gain Gg -
o fa’ Ff -
é Qaf Qq -
8 Kaf Kk -
J Lam LI -
. Mim Mm -
O Nun Nn -
6 ha Hh -
P Wawu Ww -
. Hamzah Tidak Apostrof, tetapi lambang
dilambangkan | ini tidak dipergunakan
atau ° untuk hamzah di awal
kata
< ya’ Yy -
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IL. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda sy addah, ditulis rangkap.
Contoh: &\, ditulisrabbaka

AL ditulis a/-padd

III. Vokal

1.

Iv.

1.

Vokal Pendek
Vokal/harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis [ dan
dammah ditulis u
Contoh: & ;= ditulis yadribu
;}:« ditulis su’ila
Vokal Panjang
Vokal panjang (maddah), yang dalam tulisan Arab
menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan
tanda caron (-)di atasnya : @, 1, i.
Contoh: Ju ditulis qala
_}a ditulis gi/a
:J); ditulis yaqiilu
Vokal Rangkap
a. Fathah+ya matiditulis ai ().
Contoh: x5~ ditulis kaifa
b. Fathah+wawu mati ditulis au ().
Contoh: Sy~ ditulis Aaula

T4’ marbut ah (%) di akhir kata

T4’ marbitah (3) yang dibaca mati (sukin) ditulis 4,
kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa
Indonesia, seperti Salat, zakat, tobat, dan sebagainya.



Contoh: b ditulis talhah
w53 ditulis ar-taubah
LG ditulis Fatimah
14’ marbitah yang diikuti kata sandang a/ (J ; ), jika
dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis 4
Contoh: Jub{i :..p;) ditulis raudah al-attil
Jikadibaca menJad1 satu dan dihidupkan ditulis 7.
Contoh: Jubyi 2 s, ditulis raudatul atfal

V. KataSandang Alif+Lam (J')

1.

Kata sandang (J) diikuti huruf syamsiah ditulis sesuai
dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya,
dan dipisahkan dengan tanda (-).
Contoh: o> ditulis ar-rafimu

fk,.LJ\ ditulis as-sayyidu

{2 ditulis asy-syamsu
Kata sandang (J) diikiuti huruf gamariah ditulis al- dan
dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.
Contoh: 4 ditulis atmaliku

oy 3 ditulis al-kd fisin

;EJ\ ditulis al~galamu

I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1.

Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis ter-
pisah/kataper-kata, atau
Jikarangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis
menurut bunyijpengucapannya, atau dipisah dalam rang-
kaian tersebut.
Contoh: ;%) " ditulis khair al-1i zigin atau

khairund zigin.

Xiv



as
cet.
ed.

pen.
r.a

saw.
S.M.
SWT
t.tp.
t.th.
terj.

DAFTAR SINGKATAN

: “alaih salam

: cetakan

: editor

: Hijriyah (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan

bulan dan dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad saw., dari
Makkah ke Madinah

: Masehi (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan

matahari, dimulai sejak lahir Nabi Isa as)

: penulis

: radiyallahu ‘anh

: Sallallahu ‘alaihi wa sallama
: sebelum Masehi

: Subhanahu Wa Ta‘ala

: tanpa tempat penerbitan

: tanpa tahun

: terjemahan

: lahir

: wafat
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PENDAHULUAN

A. TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN (AL-JARIMAH WA

AL-‘UQUBAH)

Hukum pidana Islam dalam khazanah figh dikenal dengan is-
tilah figh jia yat. Kata Jindyah (.b>~) merupakan bentuk masdar dari
kata jamd (..>). Secara etimologi (->) berarti berbuat dosa atau
salah, sehingga istilah jindyah (.b>) berarti perbuatan dosa atau per-
buatan salah." Seperti dalam kalimat &l 43 Ls o>, artinya; ia te-
lah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.

Kata jami (s>) juga berarti “memetik”, seperti kalimat o>
o)l artinya; memetik buah dari pohonnya Dengan demikian,
orang yang melakukan kejahatan disebut gmi (3>) dan orang
dijatuhi melakukan kejahatan disebut majna ‘alaih (<he 52) 2

Demikian pula, menurut Imam al-KahlanT bahwa kata a/-
Jima ya t (<L) itu jamak dari kata jind yah (4L>~) yaitu masdar dari
Jjami (s>), yang artinya dia melakukaan kejahatan/kriminal).’

! Ma‘laf, Louwis, 1975, al-Munjid ¥ al-Lugah wa al- ‘Al m, Beirut-Libanon:
Dar al-Masyiiq,hlm. 88.

? Ibid,him. 67.

3 Al-Kahlani, Muhammad bin Isma‘il, 1950, Subul as-Salam, Juz 111, Mesir:
Dar al-Fikr, hlm.231.
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Kata jinayah dalam istilah hukum positif disebut dengan delik
atau tindak pidana. Secara terminologi kata jin@yah mempunyai
beberapa pengertian, seperti yang dijelaskankan oleh Audah bahwa
Jind yah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan
itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.*

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-
Sabiq bahwa kata jindyah dalam syari’at Islam adalah segala tin-
dakan yang dilarang oleh hukum syari’af untuk melakukannya. Yang
dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dila-
rang oleh syari’at dan harus dijauhi, karena perbuatan itu dapat me-
nimbulkan bahaya yang nyata tethadap agama, jiwa, akal harga diri
dan hartabenda’

Sebagian ahli figh/fugali ” menggunakan istilah kata jindyah
untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota
badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan
lain sebagainya. Dengan demikain, istilah figh jindyah adalah sama
dengan hukum pidana Islam®

Istilah tersebut juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang di-
maksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan
hukum syara’yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat ter-
hadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut
dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.”

4 <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyn ‘ al-Jimat al-Islini Mugaranan bi al-
Qaniin al-Wad7,]Jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyy ah, hlm.53-54.

> As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, Juz 111, Mesir: Dar al-Fath Lil‘ilam
al-‘Arabi, hlm.282.

6 Mungjat, Makhrus, 2009, Hukum Pidana Islan di Indonesia, Yogyakarta:
Teras, him.2.

" Haliman, 1971, Hukum Pidana Syari‘at Islam menumt Ajaran Ahli Sunnah,
Jakarta Bulan Bintang,hlm.64.
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Yang dimaksud penderitaan badan atau harta adalah pengecua-
lian pada jarimah divat (denda/ganti rugi), karena pada suatu saat
denda karena divar tidaklah dibebankan kepada pelakunya, tetapi
bisa dibebankan kepada kerabat yang bertanggungjawab kepadanya,
dalam istilah figh disebut @ gilah (43<), atau bisa juga denda itudibe-
bankan kepada perbendaharaan negara/bait alkmal ()N <.)) ketika
keadaan pelaku tindak pidana/jarinah (i,%)) tidak mampu. Contoh
dari pemberian divar (ganti rugi) adalah dalam pembunuhan karena
kesalahan (sU=41 i) B

Oleh karena itu, para w/ami’ sepakat bahwa persoalan ganti
rugi/denda bagi pembunuhan tidak sengaja (kesalahan) bisa dibeban-
kan kepada orang lain, karena ketidakmampuan pelaku tindak
pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Kata jatmah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tin-
dak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik
pidana’

Para figaha’ sering juga menggunakan istilah jarimah sama
dengan jinayah. Dari segi etimologi, kata jarimah (i ~) merupakan
kata jadian (,-.=») dari kata jarama (s ), yang berarti; berbuat salah,
sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikai,
istilah jarimah mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah
Jimiyah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’,

® Ibnu Rusyd, al-Imam Abi a-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusyd a-Qurtebi, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-
Mugtasid,juzlll, Beirit-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,hlm. 405.

o Modljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55-
57.
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baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang

lainnya."’

Lebih spesifik lagikata jarimah menurut Abti Zahrah ialah:
Molzdlls, 3 lis ad 0,5 sl sl WY gaag L
Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pe-
lakunyadiancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.
Sedangkan menurut al-Mawardi, jaimah ialah:
2 5 0 L Lo i) s e 5 sl 1A

s

Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara
yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta’zir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah ter-

sebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis,

kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang

sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan

negatif, salah atau dosa Sedangkan perbedaannya terletak pada

penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua

itu digunakan.

2.

Pengertian Hukuman (a/-‘Ugubah)

Pengertian hukuman (a* ‘uqubah) menurut ‘Audah adalah:

54.

10 <Audah, ‘Abd a-Qadir, 2011, A¢-Tasyi * a-Jindi a-Ekini, op ct,hlm. 53-

1 Zahrah, a-Inam Muhammad Ab, t.th., ai-Jaimah, Mesir. Dar a-Fikr al-

‘Arabi, hlm.28.

12 Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘AlT bin Muhammad bin Habib al-Basi al-

Bagdadi, 1973, Al-Ahkam as-Sultiniyyah wa al-Walayi ¢t ad-Diniyyah, Mesir: Dar
al-Fikr, hlm.219.
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Bo el ol Olaae o aslodl ool JAl o s 3 i)

Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahat-
an masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketent uan-ke-
tentuan syara’,

B. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA (AL-JARIMAH)

Dalam pembagian janmah menurut u/ama’ salafterdapat aturan
yang bersifat pasti («k$) atau tidak dapat berubah, dan ada juga
aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pen-
depat ulami * khalat” Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut
tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana
(jartmah), sebagaimana menurut pemikiran ‘ Audah yang mengkate-

gorikan tindak pidana atau jarimah menjadi3 (tiga) macam;
1. Jarimah Hudiid

Jarimah hudiid iadah jaimah yang diancam hukuman Aadd,
yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas
mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat
dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,"* karena menyangkut
kepentingan umum (masy arakat ).

2. Jarimah Qisis-Diyat

Jarimah-Diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman
gisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyar (denda/

13 <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, A¢-Tasyri® al-Jindi al-Klami, Jilid 1, op cit,
hlm. 493.

" Yang dimaksud hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnyadisyari’at-
kan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal
ini manusia tidak mempunya pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman
(Khallaf, 1972, llm al- Lgi ] al-Figh,Li taba ‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, hlm, 211).

Pendahuluan | 5



ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun di-
kategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),” di mana
pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, se-
hingga hukuman (gisas -diyat)tersebut bisa hapus sama sekali. Akan
tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan
hukuman #a’ziz; jika pelakunya dimaatkan oleh korban (keluarga
korban).'¢

3. Jarmah Ta’zir

Jarimah Ta’zir ialah janmah yang diancam satu atau beberapa
hukuman ¢a’zr, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (c>Ul) dan
semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya
diserahkan kepadakebijaksanaan penguasa (hakim)."”

!5 Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumnya
disyari’atkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia
mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggakannya. Kemudian,
petbuatan adami (manusia) yang bethubungan dengan hukum syad’, di antaranya
ada yang mumi hak Allah,seperti ibadah mahdah (salat, puasa, dan hajji), membayar
kaftarat, dan jai mah hudiid (hadd az-zZini, as-simah, dan al-hirabah), ala yang murni
hak mukallaf, seperti menanggung orang yang merusak hartadengan sebanding nilai
harganya (diy ), adajugayang berupaperpaduan duahak, tetapi hak Allah yang di-
menangkan (al-galib), seperti hadd al-qz af, karena dani segi pidana itu memelihara
kehormatan manusia, dan mencegah pemusuhan yang berarti merealisir kemasla-
hatan umum (hak Allah), tetepi dar segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan
aibdar wanita tethormat berarti merealisir kemaslahatan pribadinya (hak manusia),
artinya, si wanitayang tertuduh tidak dapat memberi ampun kepada pelakunya, dan
tidak dapa melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu menjadi
kewenangan penguasa (pemerintah), dan adajuga yang berupa pepaduan dua hak,
tetapi hak manusia yang dimenangkan, seperti hukuman gisas, maksudnyabahwa di
dalam hukuman itu menjadi hak koban (walinya) untuk menuntut hukuman atau
menghapuskan hukumannya (hak manusia), tetapi juga hukuman itu terkandung hak
Alleh (pemerintah) dengan memberikan hukuman fa’7r, ketika pelaku dimaafkan
oleh kotban. Baca Khallaf, 1972, ‘fm al-U&il a-Figh, ibid, him, 21 0-215).

' Ibid,hIm. 215.

17« Audah, ‘Abd al-Qadir,2011, At-Tasyii “al-J/indt al-Kkinf, op cit,him. 63-64.
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Berdasarkan pembagian jarimah menurut ‘ Audah di atas, juga
diperjelas lagi oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa jarimah
(tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai jarimah hudiid itu
bersifat tetap dan pasti (_#k3), artinya tidak dapat diubah-ubah atau
ditawar-tawar lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah.'®

Sedangkan jarimah gisas -diyat yang dikategorikan sebagai hak
manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman diyar (denda/
ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya ber-
dasarkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Dikarenakan
dalam jarimah gisas adapemberian hak bagi keluarga korban yang
berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Dengan demikian, mereka bisa
menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan
terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif)’. Hal ini
disebut dengan keadilan retributiverestitutive’’ dan dalam jaimah
ta’zrjuga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukuman-
nya tidak ditetapkan oleh syari’, tetapi ditetapkan oleh pemegang
kebijakan (' Us).

18 7 ahrah, al-ITmam Muhammad Aba, t.th., a/~Jai mah, op cit,hlm.57-61.

19 Restoratifyaitu hak si koban atau walinya keluargany a untuk memberikan
pemaafan/pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dan dengan prinsip inilah
sesungguhnya yang menjadi landasan syar’at Islam sebagaimana isi yang
terkandung dalam QS. al-Baqarah (2): 178.

2 Retributiveysditu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (pembalasan setimpal).
Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi
Ariefbahwa tujuan utama dari pidana ialah untuk memuaskan tuntuten keadilan (#o
satisty the claims ofjusticd. Lhat, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, 7eon-
Teori Kebjjakan Pidana, Bandung: PT. Alumni, hlm. 10-11). Sedangkan restitutive
yaitu adanya kesempatan untuk memberikan maaf dan kemungkinan terjadinya
rekonsiliasi adalah sebagai prinsip dasar dar gishash. Lihat, Hafsin, Abu, 2010,
Kontrnbusi Konsep Keadilan Hukum Pidana lslam tethadgp Pengembangan Konsep
Keadilan Hukum Pidana Positif, Laporan Penelitian Individual, Dibiayai dengan
Anggaran DIPA TAIN Walisongo Semarang,hlm.§2).
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Jarimah-jarimah yang termasuk jarimah hudud menurut pemi-
kiran ‘ Audah ditetapkan menjadi 7 (tujuh) macam jarimah, yaitu; az-
zimi, al-gazaf asy-syurbu, as-sicgah, al-hirabah, dan al-bagyu?'

Menurut ‘Audah penetapan hukum tersebut dalam hukum pi-
dana positif disebut dengan istilah azas legalitas’> Dalam hukum
pidana Islam penetapan prinsip azas legalitas ini tampak secara jelas
pada kategori jarimah hudii d di mana jenis dan macam hukumannya
suatu tindak pidana menurut jumfir fiigahi ° diformulasikan ber-
dasarkan nasyang bersifat gar 7, baik yang terdapat dalam al-Qur’ an
maupun al-Sunnah. Hal ini terlihat jelas, ketika ‘ Audah mengkon-
struksi dalam kitabnya at-Tasyn ’ al-Jimat al-1skimi Mugi ranan bi al-
Qaniin al-Wad’ 1.

Meskipun demikian, ada beberapa fugahi’ yang tidak me-
masukkan jarimah al-bagyu (pemberontakan) dalam jarimah hudid.
Sementara ada juga firgahi ’yang lain yaitu Ahmad ‘Abd al-* Az1iz al-
Alftdan An-Na’im hanya mengkategorikan jarimah hudid menjadi 4
(macam) saja dari 7 (tujuh) macam jaimah sebagaimana pendapat
‘Audah tersebut. Hal ini karena jarimah syurb al-khamr (minuman
keras), jaimah ar-riddah, dan jatmah al-bagyu masuk dalam jarimah
ta’zir; dengan alasan baik al-Qur’an maupun al-Sunnah tidak menen-
tukan hukuman secara khusus bagi ketiga jenis jaimah tersebut.>

21 < Audah, <Abd al-Qadir, 201 1, At-Tasyri “al-Jindi, op cit,hlm. 63.

22 Azas legditas (prnciple of legdlity), yditu azas yang menentukan bahwa
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Latin sebagai
Nullum delictum nulla poena sine pracvia lege (Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum
Pidana, op cit,hlm.23).

2 Bassiouni, M. Cheiif, (ed), 1982, The Islamic Criminal Justice System,
Oceana Oceana Publication,hlm. 227.
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Melihat kenyataan tersebut di atas, yaitu adanya beberapa per-
bedaan mengenai penetapan jarimah hudidoleh para fiigaha ’, dapat
disimpulkan bahwa ketentuan jarimah hudiid pada masa Rasulullah
saw. tentunya belum dikonstruksikan secara jelas dan tegas. Hal ini
ditegaskan oleh Aftab Hussein, sebagai hakim kepala pada
Pengadilan Syari’ah Federal di Pakistan, dalam penyelidikannya me-
nyatakan bahwa istilah fadd itubaru didefinisikan oleh fiigaha’ jauh
setelah Rasulullah saw. wafat **

Namun demikian, secara umum para figaixi’ menetapkan
bahwa janmah hudid yaitu jarimah yang hukumannya disebutkan
dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah secara tegas’>’ Contohnya, hu-
kuman pezina gairu muhsan (belum kawin) diancam hukuman cam-
buk 100 kali yang ditetapkan dalam QS. an-Nur (24): 2, sedangkan
hukuman pezina muhsan (sudah kawin) diancam hukuman cambuk
100 kali dan dirgjam yang ditetapkan dalam al-Sunnah?® dan hu-
kuman penuduh berzina (g#if) ditetapkan dalam QS. an-Nur (24): 4.

Adanya konstruksi jarimah hudid yang demikian itu, seolah-
olah memberikan ketegasan dan kepastian hukum, akan tetapi juga
dapat memberikan kesan bahwa konstruksi hukum pidana Islam ber-
sifat statis, kaku, dan tidak fleksibel.

Di sisi lain konstruksi jarimah hudiid dengan ancaman hukuman
yang sangat keras mendapat kritik tajam oleh kalangan Bangsa Barat
yang menuduh bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam sangat

24 Nyazee, Imran Ahsan Khan, 1994, Theories of Islamic Law; Islamabad: The
Intemational Institute of Islamic Thought, him.6.

2 Doi, Abdur Rehmen 1, 1992, Tindak Pidana Dalam Syari ‘at Islam, Jakatta:
Rineka Cipta,hlm. 6.

% Muslim, ad-Imam Abi al-Husain Muslim bin a-Hajjg a-Qusyairi an-
Naisabai, 1983, Sahih Muslim, Juz 111, Beirat-Libanon: Dar al-Fikr,him. 1316.
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kejam dan tidak manusiawi yang merupakan warisan dari bangsa
yang belum berperadaban maju*’ Adanya problema dalam konstruk-
si penerapan janmah hudid tersebut menjadi pemicu munculnya
upaya untuk mempertanyakan kembali konstruksi hukum pidana
Islam yang diharapkan lebih aplikatif dan sesuai dengan tuntutan
peradaban modern.

Dalam membatasi konstruksi tindak pidana terutama jaimah
hudid dan penerapannya, yang menjadi masalah mendasar dan
krusial yang harus diselesaikan adalah apakah konstruksi jarimah
hudiiditu hanyaterbatas pada tindak pidana yang hukumannya seca-
ra tegas ditetapkan dalam al-Qur’an saja ataukah juga tindak pidana
yang hukumannya disebutkan dalam al-Sunnah. Menurut
Abdurrahman I Doi para fiigaha’ sejak awal telah menjawab per-
masalahan ini dengan menyatakan bahwa jarnmah hudidmerupakan
tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dan
jelas baik di dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah.*® Akan tetapi, me-
nurut An-Na'tm sebaiknya jaimah hudidhanya dibatasi pada jenis-
jenis tindak pidana yang hukumannya disebutkan secara khusus di
dalam al-Qur’an, yakin sigah, hirabah, zinadan gazaf™

Berdasarkan konstruksi tindak pidana dalam hukum Islam ter-
sebut, maka bentuk konstruksi jaimah hudid hanya dibatasi 4
(empat) macam tindak pidana, yaitu azzina, alqazaf, as-sirgah dan
al-hirabah, karena hanya jenis tindak pidana tersebut yang hukuman-

7 Siddiqi, Muhammad Igbal, 1994, The Penal Law of Islam, New Delhi:
Intemational Islamic Publicher.

% Doi, Abdur Rahman 1,1992, Tindak Pidana, op cit,hlm. 6.

? An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari ‘ah:  Wacana
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Isiam,
Yogyakarta LKiS Yogyakarta,hlm. 206.
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nya disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur’an. Sedangkan
Jarimah asy-syurbu, al-bagyu, dan ar-riddah, karenatidak disebutkan
hukumannya dalam al-Qur’an secara khusus, maka tidak termasuk
Jarimah hudid.

Sedangkan jarimah-jarimah yang termasuk jarimah gisas-diyat
oleh ‘Audah ditetapkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu; al-qatl al-
amd, al-qatl syibh al-‘amd, al-qatl al-khata’, al-jarh al-‘amd, dan al-
jarh al-khata’ *°

Secara terinci bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap
Jjarimah- jarimah tersebut adalah bisa berupa hukuman gisas, diva,
kiftarat, ta’zir, terhalang menerima warisan, dan wasiat.

C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dari ketiga macam jarimah yang telah disebutkan di atas, yaitu
Jarimah hudid, qisas-diyat, dan ta’zirmerupakan materi pembahasan
dalam buku ajar ini. Adapun sistematika pembahasannya terbagi
menjadi tiga bagian.

Bagian pendahuluan membahas mengenai tindak pidana dan
hukuman (at jaimah wa al-‘uq ibah), macam-macam tindak pidana
(aljarimah)dan sistematika pembahasan.

Bagian pertama membahas mengenai jarimah hudid yang ter-
diri dari; azzia, al-gazaf, asy-sywbu, as-sirqah, al-hiribah, dan al-
bagyu, yang telah dikategorikan oleh Audah yang tergolong ulama’
salaf bahwa jarimah hudid dan gisas-diyat adalah semua janmah
yang disebutkan di dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Akan tetapi
dalam pembahasannya tetap mempertimbangkan w/ama’ khalaf,
misalnya menurut Ahmad ‘Abd al-‘Aziz al-Alfidan An-Na’im yang

30« Audah, Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyr “al-Jindi, op cit,hlm. 63.
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mengkategorikan jarimah hudiid hanya dibatasi pada jenis-jenis tin-
dak pidana yang hukumannya disebutkan secara khusus di dalam al-
Qur'an yaitu azzima, alqazal, as-sirgah dan alhimi bah. Sedangkan
Jarimah asy-sywrbu, al-bagyu, dan ar-riddah, karena tidak disebutkan
hukumannya di dalam al-Qur’ an secara khusus, maka tidak termasuk
kategori jarimah hudiid, tetapi masuk kategori jarimah ta’zr.

Bagian kedua membahas mengenai jarimah gisas-diyat yang
terdiri dari; akgatl al-‘and, al-qatlsyibh al-‘md, al-qatl al-khata’, al-
Jarh al-‘amd, dan aljarh al-khata’. Akan tetapi, yang menjadi pem-
bahasan dan perhatian pada masa sekarang ini (modem) adalah me-
ngenai hukumannya, yang tidak harus ada pembedaan (diskriminasi)
hukuman mengenai status sosial, gender, keluarga, dan agama.

Bagian ketiga membahas mengenai jarimah ta’zir yang terdiri
dari; pengertian ¢a’zir, dasar hukumnya, perbedaan antara Audiiddan

taZir, serta macam-macamnya.

Bagian penutup membahas mengenai simpulan, saran-saran dan
penutup.
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BAGIAN PERTAMA
JARIMAH HUDUD
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BAB I
JARIMAH AZ-ZINA

1. Pengertian AzZina

Pengertian zina menurut hukum pidana Islam dan hukum
pidana positif (0s&)) berbeda. Hukum pidana Islam memandang
setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman
(fadd), baik pelaku sudah nikah maupun belum menikah. Sedangkan
menurut hukum pidana positif tidak memandang semua persetubuh-
an yang diharamkan, pada umumnya yang dianggap zina, hanyalah
hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang
yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja seperti
hukum positif Mesir dan Indonesia.

Para ulama’ mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan
yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2
unsur-unsur jarimah yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan ada-

nya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang di-

' <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, A¢-Tasyri‘ al-/Jimar, Jilid 11, Beirut-Libanon:
Dar al-Kutub a-‘llmiyyah,hlm. 285.
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lakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah
menikah (mmuhsan) maupun belum menikah (gairy muhsan).”

2. Unsur-unsur Jarimah Az-Zina

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam
farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (Zaka) masuk ke
dalam alat kelamin perempuan (farj7), sebagaimana alat mencelak
mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah
jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam faryi
walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang an-
tara Zakardan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasa-
an dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang
terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan
pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan pada
waktu isteri sedang haid, nifas dan berpuasa Ramadan, maka tidak
dianggap zina.’

b. Adaniat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan pada-
hal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perem-
puan yang diharamkan baginya. Jika sescorang tidak tahu bahwa
perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman Aadd,
seperti, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang
mash beristeri, tetapi dirahasiakan kepadanya.*

2 Ibid.,hlm, 288.
3 Ibid.,hlm. 288-289.
4 Ibid.,hIm. 307-308.
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atas;

1)

2)

Syarat-syarat Pezina

Syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman:
1) Orangyang berzina berakal schat;

2) Sudah dewasa (balig);

3) Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa);

4) Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan
demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap
anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk me-
lakukan perbuatan zina’

Pembuktian untuk Jarimah AzZina

Untuk menetapkan pembuktian Jarimah az-zind didasarkan

Kesaksian, berdasarkan QS. an-Nisa’ (4):15 dan an-Nir (24): 4
dan 13.

Adapun syarat-syarat kesaksian secara umum ialah balig,
berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil,
Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan
kerabat, permusuhan, dan adakeuntungan (fuamah).

Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah
laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri (3L2Y1), pe-
ristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu
tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus
meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.’
Pengakuan, berdasarkan Rasilullah saw. pemah menetapkan

hukuman rgiam kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui
sendiri perbuatannya.

5 [bid.,hlm. 185-186.
6 Ibid.,hlm. 325-352.
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3)

4)

Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu;

a) Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abi
Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan
Syafi’l

b) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang ha-
kekat perbuatan, schingga tidak ada syubhit dalam zina
tersebut.

¢) Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang
berakal dan merdeka.

d) Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan
menurut Ab@i Hanifah, dan menurut Malik, Syafi’T dan
Ahmad tidak mensyaratkannya.’

Qarinah (bukti kehamilanny a).

Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi
wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak
wali’ syubhdt. Disamakan hukumnya dengan wanita yang kan-
dungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasackan QS. al-Ahqaf
(46): 15)

Li’an, berdasarkan QS. an-Nur (24): 6-7.

Menurut Malik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami,
maka wajib dijatuhi hukuman (fadd), tanpa membutuhkan
pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena di-
paksa atau wali’ syubhat, makatidak dijatuhi hukuman (hadd).

9

18

7 Ibid, hlm. 357-363.
8 Ibid ,hlm. 363-364.
® Ibid.,hlm. 364.
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5.

Hukuman Jarimah Az-Zina menurut Ulama’ Salaf.

1)

2)

Padapermulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina
adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan
pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan,
berdasarkan QS. an-Nisa’ (4): 15-16;
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Dan (tethadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan
keji (zina, homoseks), hendaklah ada empat orang saksi
diantara kamu (vang menyaksikannya), kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di
antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, ke-
mudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri
maka biarkanlah mereka sesungguhnya Allah Maha Pe-
nerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Depag RI, 1971:
118)

Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan

dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan
turunnya QS. an-Nir (24): 2;
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Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
Jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid,
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu ber-
iman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelak-
sanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman. (Depag RI, 1971: 543)

Dan beberapa Had1s/Sunnah gauliyahmaupun 77 /iy ah,
1) Had® yangdiriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit:

oy ale B o B Jsny JB B caladl oy 5l e
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Dari ‘Ubidah bin as-Samit ia berkata: Rasilullah saw.
bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, se-
sungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman)
untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang beizina
hukumannya dijilid seratus kali dan pengasingan selama
satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hu-
kumannya dijilid seratus kali dan dirajam’’

' Muslim, al-Imam Abi a-Husain Muslim bin alHgjaj a-Qusyaiid an-
Naisabuid, 1983, Safih Mus/im, Juz 11, Beirut-Libanon: Dar a-Fikr, him.1316.
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2) Had®riwayat Muslim:
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Dari Abi Hurairah ra dan Zaid bin Khialid alJuhaini ra.
katanya: Adakah seorang (orang desa) datang menghadap ke-
pada Rasiilullih saw. lalu berkata: hai Rasulullah! Saya mohon
karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada saya
berdasarkan Kitabullah. Berkata pula lawannya yang agaknya
lebih paham darpadanya “benar’! putuskan antara perkara
kami ini dengan hukum Kitaibullih, dan saya mohon kepada
tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab Rasilulbh saw.:
“Terangkanlah’! berkata orang itu: anak saya upahan kepada

W rbid. him. 1325.
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orang mi; maka teradilah peizinahan antara dia dengan
istrinya. kata orang kepada saya bahwa anak saya harus
menjalankan hukuman rajam, tetapi saya telah membayarkan
denda kepada orang mi dengan seratus ekor kambing serta
seorang sahaya perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli
hukum dan mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya
harus menjalankan hukuman pukulan seratus kali dengan
pengasingan selama satu tahun, sedangkan istii orang mi harus
menjalankan hukuman rajam, maka Rasilullah saw. bersabda:
“Demi Allah saya akan memberikan keputusan antara kamu
berdua berdasarkan Kitabulli by sahaya perempuan dan kambing
Itu tertolak; hukuman buat anakmu ialah cambukan seratus kali
dan pengasingan satu tahun’. Bersabda pula Rasiilullih saw.:
“Pergilah anda ‘Unais kepada istri orang mi! Jika ia mengaku,
rajamlah ia”. Kata Abi Hurairah, maka ‘Unaispun lalu pergi ke-
pada perempuan itu dan perempuan ifu pun mengaku per-
buatannya. Oleh karena itu, Rasilullah saw. lalu memerintah-
kan penyelenggaraan peragjaman, maka dirajam-Ilah perempuan
itu

Berdasarkan beberapa HadiS tersebut menurut u/ama’ salafter-

masuk ‘Audah dalam menetapkan hukumannya dibedakan antara
pezina muhsan dan gairumuhsan, yaitu:

1). Untuk pezina muhsan hukumannya adalah masing-masing
pezina dijilid 100 (seratus) kali dan dirgiam,

2). Hukuman bagi pezina gairu muhsan adalah masing-masing
pezina dijilid 100 (seratus kali) dan diasingkan (dipenjara)
setahun.'”> Hal ini berdasarkan QS. an-Nir (24): 2, dan
Hadi® yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit ter-
sebut di atas.

12« Audah, ‘Abd d-Qadir,2011, At-Tasyi © al-Jindt, Jilid II, op cit.,hlm. 312 &
316.
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6. Sejarah Hukuman Rajam

Dalam mengkaji pelaksanaan hukuman rgam pada masa
Rasulullah ini akan ditelusuri dari hadi$-had® yang disandarkan
kepada perbuatan (f7’/ivah) beliau. Setidaknya telah 4 (empat) kali
Rasulullah melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksa-
naan hukuman rajam bagi pelaku zina mufisan, yaitu sebagai berikut:

a) Rajam terhadap orang Yahudi berdasarkan Hadi$ riwayat
Muslim:
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Diriwayatkan kepada kita ‘Ubaidullih dari Nafi’ bahwasannya
‘Abdulbih bin ‘Umar meriwayatkan bahwasannya Rasilulbh
didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang
telah melakukan perzinaan. Beliau lalu pergi kepada perkam-

B Ibid., him. 1326.
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pungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw.:
“Apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat ”?
Jjawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya di-
hitamkan, dinaikkan keduanya di atas tandu dan kendaraan
duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah
saw. berkata: “Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datang-
kan kitab Taurat’. Lalu kitab Tauratpun didatangkan lalu di-
bacaoleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pe-
muda yang membaca itu menutupi dengan tangannya dan
dibacanya ayat yang sesudahnya Berkata ‘Abdullih bin Salam
yang menemani Rasilulbh saw: suruhlah ia mengangkat
tangannya! maka pemuda itu mengangkat tangannya, kiranya
benarlah ayat rajam yang ditutupnya. Rasilullah saw. lalu me-
merintahkan merajan,; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan
wanita tu. Kata ‘Abdulbh bin ‘Umar: saya sendiri ikut me-
rajam kedvanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu me-
lindungi perempuan dengan badannya dari batu-batu yang
dilemparkan kepadanya.

Dari Hadi$ di atas, dapat dilihat bahwa Rastlullah saw.
mempunyai sebuah otoritas tertinggi dalam syar7i’at untuk
memberlakukan Aadd tertentu terhadap orang non muslim. Se-
perti, pemahaman bahwa pelemparan batu sampai mati bagi pe-
laku zina mufisan merupakan bagian dari hukum Yahudi Nabi
dikabarkan telah menerapkan hukuman rzjam terhadap kaum
Yahudi berdasarkan pada hukum yang dipercayainya di Negara
Madinah saat itu."*

Rajam tethadap perempuan yang dituduh telah berzina terhadap
anak laki-laki si penuduh berdasarkan HadiS riwayat Muslim:

" An-Naim, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstniksi Syari ‘ah:  Wacana

Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Isiam,
Yogyakarta LKiS Yogyakarta,hlm. 208.
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Dari Abi Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid al-Juhaini ra.
katanya: Adakah seorang (orang desa) datang menghadap
kepada Rasulullah saw. lalu berkata: hai Rasulullah! Saya
mohon karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada
saya berdasarkan Kitabullah. Berkata pula kawannya yang
agaknya lebih paham darjpadanya "benar”! putuskan antara
perkara kami i dengan hukum Kitabullah dan saya mohon
kepada tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab Rasulullah
saw: “Jelaskan!” berkata orang itu: anak saya upahan kepada

orang mi; maka teradilah perzinahan antara dia dengan
istrinya, kata orang kepada saya bahwa anak saya harus

> Muslim, al-Imam Abi a-Husain Muslim bin alHgjaj a-Qusyaiid an-
Naisaba, 1983, Sahih Muslim, Juz 111, op cit., hlm.1325.
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menjalankan hukuman rajam, tetapi saya telah membayarkan
denda kepada orang midengan 100 ekor kanbing serta seorang
budak perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli hukum dan
mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya harus
menjalankan hukuman cambukan 100 kali dengan pengasingan
selama satu tahun; sedangkan istri orang mi harus menjalankan
hukuman rajam, maka berkata Rasulullah saw: “Demi Allah
saya akan memberikan keputusan antara kamu berdua
berdasarkan Kitabullah; budak perempuan dan kambing itu
tertolak; hukuman untuk anakmu ialah cambukan 100 kali dan
pengasingan satu tahun’’ Berkata pula Rasulullah saw:
“Pergilah Unais kepada istri orang itu! Jika ia mengaku,
rajamlah ia”. Kata Abi Hurairah, maka ‘Unaipun lalu pergi
kepada perempuan itu, dan perempuan #u pun mengaku
perbuatannya Oleh karena itu, Rasulullah saw. lalu memerin-
tahkan penyelenggaraan perajaman terhadap perempuan itu;
maka dirajamlah perempuan itu.

Dari penjelasan HadiS di atas, terlihat bahwa Rasulullah
saw. melaksanakan hukuman rgam berdasarkan pengakuan dari
perempuan tersebut, setelah ada persaksian dari ayah dari anak
yang didakwa berzina dengan perempuan tersebut.

Rajam terthadap Ma’iz bin Malik berdasarkan HadiS$ riwayat
Muslim:
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Diriwayatkan kepada kita dari ‘Abdulbih bin Buraidah dari
ayahnya: bahwasannya Mi ’iz bin Ma lik aFAslami telah datang
menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah sayaini
telah menzalimi diri sayva sendiri! saya telah melakukan peizi-
naan, jadi saya mgm supaya tuan membersihkan diri saya.
Rasulullah saw. menolaknya. Keesokan harinya Ma iz datang
lagi dan mengulangi kata-katanya yang kemarin. Rasulillah
saw. menolak untuk kedua kalinya. Beliau mengutus penyelidik
kepada orang sekampung Ma ’iz dan bertanya, adakah tuan-t uan
tahu tentang keadaan kelemahan akal Ma’iz itu? Setahu kami
bahwa akalya sempurna dan terbilang dari orang-orang kami
yang baik-baik, jawab orang kampung si Ma ’iz. Ma’iz datang
menghadap pula untuk kali ketiga dan Rasulullah saw. sekali
lagi menyelidiki keadaan akalhya kepada kaumnya pula dan
beliau mendapat keterangan yang sama seperti semula Setelah
Ma’iz datang pula yang keempat kalinya, maka Rasulullah saw.
menggali lobang untuknya lalu Rasulullah saw. memerint ahkan
Ma’iz dirajam disit u.

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw. melaksanakan
hukuman berdasarkan pengakuan Ma’iz bin Malik. Rasulullah
tampak enggan menerima pengakuannya sampai Ma’iz meng-
ulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Terlihat pula bahwa
Rasulullah saw. memutuskan kedudukan pelakunya sebagai se-
orang yang mufisan dengan menany akan langsung kepadanya.

16 bid. him. 1323.
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Rajam tethadap perempuan dari Suku Gamidiyah berdasarkan
Hadi riwayat Muslim:
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Datang seorang perempuan Gamidiyah lalu bekata kepada
Rasulullah saw: saya telah berzina, maka sucikanlah saya ini hai
Rasulullah! Pengakuan itu ditolak oleh beliau. Besoknya wanita
itu datang lagi katanya: hai Rasulullah! Mengapa tuan menolak
saya seperti tuan menolak Ma’iz: demi Allah saya ini telah ha-
mil. Berkata Rasulullah saw: “Jika tidak boleh tidak, pulanglah
sampai anda melahirkan”! setelah wanita itu melahirkan,
datang lagi ia kepada Rasulullah saw. membawa bayiya di
dalam popok, seraya berkata: “ini dia bayi telah saya lahikan ™.
Berkata Rasulullah saw.: “Pergilah! susukan dia sampai pada
masanya berpisah!”. Tatkala bayinya telah bepisah, datanglah
wanita itu dengan anaknya yang memegang roti ditangannya,

28

7 Ibid., him. 1323-1324.
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lalu ibunya berkat a: inilah dia telah kupisahkan, hai Rasulullah!;

dia telah pandai makan; maka Rasulullah saw. menyerahkan

anak kecil itu kepada seorang muslim, kemudian beliau meme-
rintahkan, lalu buatlah [ubang sampai kepada wanita itu.

Rasulullah saw. memerintahkan orang banyak untuk merajam-

nya. Khalid bin Wakd datang pula merajam dengan melempar

batu ke kepalanya, lalu memancarlah darah kemuka-nya; maka
dimaki-makinya wanita itu. Serta kedengaran Khi lid memaki-
maki itu Nabi saw. berkata: “Tenanglah hai Khalid! Demi

Allah ia telah bertaubat dengan taubat jika diucapkan oleh para

pengutip pajak masyarakat sekaljpun, niscaya Allah akan

mengampuninya’. Lalu beliau memerintahkan penyelenggaraan

Jenazahnya disembahyangkan, kemudian jenazahnya itu

dikuburkan”.

Had® di atas diceritakan bahwa perempuan tersebut berasal
dari suku Gamid yang mengakui telah berzina dan ketika mengakui
perbuatannya dalam keadaan hamil. Karena itu Nabi menangguhkan
pelaksanakan hukuman rajan sampai anaknya benar-benar telah
disapih.

Melihat dari seluruh matan Hadi$ dan peristiwa tersebut bahwa
Rasulullah saw. dalam menjatuhkan hukuman zina, ssmuanya berda-
sarkan pengakuan dan permintaan sendiri dari pelakunya dan bahkan
ada yang memaksa Rasulullah saw. untuk menghukumi berdasarkan
keimanan mereka sendiri karena takut akan azab Allah swt. di

akhirat nanti.

Menurut ‘Audah bahwa Rasulullah saw. dalam mengeluarkan
perintah untuk merajan Ma’iz bin Malik dan perempuan dari suku
Gamidiyah ini menunjukkan bahwa hukuman rajan merupakan
sunnah qauliyah dan sckaligus sunnah fi’liyah."®

18 < Audah, “Abd al-Qadir,2011, A+ Tasyii “al-Jindi, Jilid II, op cit, him. 316-317.
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Tetapi, menurut An-Na’im bahwa problem lain berkenaan
dengan al-Sunnah sebagai sumber hukum jaimah hudid adalah
hukuman rajam itu diperuntukkan bagi pelaku zina mufisan hanya
didasarkan pada al-Sunnah, bukan pada al-Qur’an, karena QS. an-
Nir (24): 2 itu hanya menentukan 100 (seratus) kali jilidan untuk se-
tiap pezina, tanpa mengaitkan dengan status perkawinan pelaku.
Penggunaan al-Sunnah untuk mendukung hukuman yang lebih berat
dalam kasus zina mungkin harus dibedakan dari penggunaannya
sebagai sumber hukum jarimah hudid. Alasannya, karena zina hanya
difadd berdasarkan al-Qur’an, sedangkan al-Sunnah semata-mata
menjatuhkan hukuman yang lebih keras di dalam situasi tertentu.
An-Na'im juga mengutip EF Awwa yang menyebutkan alasan bahwa
hukuman ragjan diperuntukkan bagi pezina muhisan didasarkan
kepada al-Sunnah. Walaupun ia menyebut sejumlah sumber utama
untuk mendukung pandangan ini, namun seseorang dapat melihat
kesulitan dalam membedakan antara teks sunnah tentang statusnya;
apakah teks sunnah tersebut menjelaskan atau tidaknya menjelaskan
wahyu. Selain itu tampak tidak jelas, tentang kriteria untuk mem-
bedakan kedua jenis sunnah tersebut."”

Sedangkan hukumen rgjan di masa khulata ar-wisyidin bisa
dijumpai beberapa kasus yang terjadi kira-kira antara tahun 632-661
M/9-40 H. Dalam masalah hukuman yang sangat pelik ini Khalifah
‘Umar bin Khattab sangat menanggapi serius atas permasalahan
hukuman rajam, ini bisa dilihat pada materi khutbah dalam Hadi$ ri-
wayat al-BukharT yang isinya;

!9 An-Na’Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari ‘ah, op cit.him. 208.
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Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan
sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah
kitab suci itu terdapat ayat rajam yang telah kita baca, kita fa-
hami serta menyadarinya bersama Rasulullah saw. sendiri per-
nah melaksanakan rajan dan setelah itu kita pun
melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali sebab aku
khawatir, karena telah berselang waktu, akan ada seorang yang
mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam
dalam Kitabullah’ Dengan meninggalkan suatu kewajiban
yang benar-benar telah diturunkan Allah, maka mereka telah
menjadi sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam Kitabullah
itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang
berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti,
kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri

Dari penjelasan khutbah ‘Umar dalam HadiS$ di atas, kiranya
ada sebuah ketakutan/kecemasan yang dialami oleh khalifah kedua.

Ketakutan jika suatu saat akan ada orang yang mengatakan bahwa
kami tidak menemukan hukuman rajam dalam Kitabullah, sehingga

2 Al-Bukhad aJa’fy, Imam Abi ‘Abdillln Muhammad bin kma‘il Ibn
Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, 1992, Safih a-Bukha i, Juz VI, Beirit-
Libanon: Dar al-Kutub a-‘llmiyyah,hlm. 341.
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kebanyakan dari orang-orang akan menjadi sesat, karena mening-
galkan salah satu ketentuan yang telah diturunkan Allah. Hukuman
rajan yang dimaksud ‘Umar yang terdapat di dalam Kitabullah ini
mestiharus dilaksanakan oleh manusia tethadap pezina muhsan, baik
laki-laki maupun perempuan, jika terbukti nyata dan atau dia telah
hamil atau atas pengakuannya.

Adapun redaksi ayat rajam tersebut seperti yang dilaporkan
oleh al-Magribi sebagai berikut:

S By B eSS A L e 5 ] dseidly i)

Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, jika melakukan
zina maka rajamiah keduanya sebagai balasan dari Allah, dan
Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalant sebagai
berikut;

B L a6 L 13) Bnidly i) rdadh Y1 s FIEAIPREY

Di dalam riwayat Abi Mu’syar; kita benar-benar telah membaca
ayat itu dengan latzz: Orang tua laki-laki dan orang tua perem-
puan, jika melakukan zina, maka rajamlah keduvanya sebagai
balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak-
sana

2z Al-Mag1ib1, Husain Muhammad, 2005, a-Badu at-Tamim, Juz 1V, t.tp:
Dar al-Wafa, him. 387.

22 Ibnu Hgjar a-* Asqalani, 2000, Fath a-Bii SyarhSafth al-Bukhii,Juz V11,
Beirtit-Libanon: Dar a-Kutub al-‘[Imiyy ah,hlm.143.
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Namun demikian, pada akhirnya ‘Umar bin al-Kattab sendiri
membatalkan untuk mencantumkan ayat rgjam dalam al-Qur’an,
bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari al-Qur’an
yang turun kepada Nabi Muhammad saw., akan tetapi karena kekha-
watirannya akan tuduhan oleh manusia bahwa ia telah menambah-
nambahi ayat alQur’an, sebab orang-orang tidak mengetahui
dengan baik, jika ayaf rajam itu adalah bagian dari al-Qur’an. Demi
menjaga diri dari tuduhan itu, ia merelakan untuk tidak
memasukkannya, dan memang aya rajam itu ditolak oleh panitia
Mugshaf ‘USmanT, dengan alasan tidak cukup kuat bahwa ayat rajam
itu sebagai bagian dari al-Qur’an, karena tidak ada data tertulisnya
dalam pelepah kurma atau kulit binatang, ataupun lainnya yang
biasa digunakan untuk menulis ayat-ayat al-Qur’an.

Jika dilihat dari setting sosio-historis bahwa penjatuhan hu-
kuman rajambagi pelaku zina muhsan itu didasarkan kepada sunnah
Nabi, baik secara gauliyah maupun f7’/iyah. Namun dapat dipastikan
bahwa hukuman rzjan dalam hukum pidana Islam itu, bukan berasal
dari syari’at Islam sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw,
akan tetapi berdasarkan nasatau ajaran agama sebelumnya, yaitu nas
yang terdapat dalam Kitab Taurat.

Hal ini dapat dilacak dasar normatif dari hukuman rajam itu
adalah Hadi$-hadis Nabi saw. yang mengacu pada penerapan hadd
rajambagipelaku zina mufsan, seperti hukuman rgjam yang dijatuh-
kan kepada Ma’iz bin Malik dan wanita Gamidiyah yang datang
menghadap langsung kepada Nabi saw. yang mengakui perbuatan
zinanya dan meminta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri
untuk dilaksanakan hukuman rgiam atas dirinya, walaupun berkali-
kali pula Nabi saw. menolaknya terhadap penerapan hukuman rajam
atas diri mereka tersebut. Akan tetapi, pada akhimya setelah
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Rasulullah saw, yakin atas pengakuannya, maka Rasulullah saw.
baru menjatuhkan hukuman rajam bagi mereka (kaum Yahudi)
sesuai dengan isi Kitab Taurat yang telah diyakininya Berdasarkan
beberapa Hadi$ yang diriwayatkan Muslim sebagaimana tersebut di
atas.

Hal ini dipertegas lagi oleh Syaltit bahwa mengapa Khawarij
tidak mengakui hukuman rgiam, mereka berasalan, karena hukuman
rajam itu tidak sebagai aturan yang tetap dan hukuman rajam yang
ditetapkan Rasulullah saw. itu adalah dalam rangka siasat pemerin-
tahan dan cara memberi pelajaran, sama dengan pendapat mazhab
HanafT tentang hukuman kurungan bagi orang yang berzina, jika ia
masih bujang atau gairu muhsan®’

7. Hukuman Jarimah az-Zina menurut Ulama’ Khalaf

Menurut Abu Zahrah, hukuman bagi pelaku zina, baik muhsan
maupun gaiu mujisan adalah hukuman cambuk 100 (seratus) kali,
berdasarkan keumuman ayat al-Qur’an dalam Surat an-Nir (4): 2,
dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada kepastian (kete-
tapan) dari Had® yang telah diriwayatkan setelah turunnya ayat
yang menjelaskan hukuman cambuk, yaitu QS. an-Nir (24): 22*
Pendapat Zahrah tersebut dikuatkan al-‘Asymawi bahwa Nabi
Muhammad saw. telah menetapkan hukuman rajam sebelum turun-
nya ayat tersebut. Dan menurutnya teks ayat tersebut telah di-
nasakh (dihapus) oleh QS. an-Nir (24): 2%

B Syaltiit, Mahmid, 1966, a-ksiam ‘Agidah wa Syari ‘ah, t.tp.: Dar al-Qalam,
hlm. 291.

2 zahrah, d-Imam Muhammad Abu, t.th., 2/- ‘Ugiabah, Mesir. Dar aFikr a-
‘Arabi, him.103.

2 Al-*Asymawi, 2012, L&/ asy-Syart ‘ah, ditejemahkan: Luthfi Tomafi, Nalar
Kritis Syari ‘ah, Yogyakarta LKiS Group op dit, him. 135-136.
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Al-‘Asymaw1 berpendapat, pernyataan tersebut bisa diambil
simpulan bahwa tidak ada hukum dalam Islam yang teksnya telah di-
nasakh dengan dicabut dari beberapa ayat dan bersamaan dengan itu
pula hukumnya masih berlaku. Hukuman ragjam itu merupakan ben-
tuk terpenting dari pe-nasakh-an teks yang hukumnya masih berlaku.
Lebih-lebih, ayat yang dinyatakan telah di-nasakh itu, bukanlah
bagian dari sistem nilai al-Qur’an yang jelas”®

Pada saat pertama kali Nabi Muhammad saw. diperintahkan
untuk memberikan hukuman rajam, dikarenakan realitas perzinaan
yang dilakukan salah seorang pembesar Yahudi. Lalu orang-orang
Yahudi datang kepada Nabi Muhammad saw. dengan berharap
supaya Nabi memberikan hukuman selain hukuman yang termaktub
dalam Taurat, yaitu rajam. Berkaitan dengan itu, turunlah beberapa
ayat, yaitu QS. al-Maidah (5): 4345;
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Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim
mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya
(ada) hukum Allah, kemudian mereka bepaling sesudah itu
(dari putusanmu)? dan mereka sungguh-sungguh bukan orang
yang beriman.

Sesungguhnya Kami telah menununkan Kitab Taurat di dalam-
nya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan
Kitab itu dputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-
nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka disebabkan mereka
diperintah-kan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka men-
Jjadi saksi terhadapnya, karena itu janganlah kamu takut kepada
manusia (tetgpi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, barangsiapa
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan Kami telah tetapkan tethadap mereka di dalannya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigi
dengan gigi dan luka luka (pun) ada qisas-nya, barangsigpa
yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya  barangsigpa tidak
memutuskan perkara menurut gpa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Depag RI, 1971:
166-167)
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Dengan beberapa ayat tersebut, dapat dismpulkan bahwa Nabi
Muhammad saw. diperintahkan oleh Allah untuk merajam orang-
orang Yahudi yang melakukan zina berdasarkan hukum yang ter-
dapat dalam Kitab Taurat.

Jika Nabi Muhammad saw. telah memberlakukan hukum
Taurat dan diperintahkan untuk menjalankan hukuman rgam, tetapi
masih ada keraguan tentang masalah terscbut bahwa Nabi menja-
lankan hukuman rgjam ini setelah turun ayat cambuk dalam QS. an-
Niir (24): 2, maka apakah itu berarti bahwa Nabi telah men- nasakh
hukum al-Qur’an atau bahwa apa yang diputuskan Nabi itu bisa
dikatakan sebagai keputusan hukumyang khusus untuk Nabi saja?>’

Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis penerapan hukuman
di dalam hukum pidana Islan masih memerlukan pendekatan
historis-sosiologis, tidak semata-mata hanya dengan pendekatan
teologis semata sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Audah. Dengan
demikian, penulis sependapat dengan Abu Zahrah, An-Na’tm dan al-
‘Asymawl.

An-Na’Tm mengatakan bahwa sebaiknya jarimah Audid hanya
dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana yang hukumannya disecbutkan
secara khusus di dalam al-Qur’an dan al-‘Asymawimengatakan bah-
wa dasar hukuman bagi pezina baik mufisan mavpun gairu muhsan
adalah cambuk seratus kali berdasarkan hukum ayat al-Qur’an Surat
an-Nir (24): 2 tersebut dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak
adakepastian (ketetapan) dari Hadi$ yang telah meriwayatkan sete-
lah turunnya ayat yang menjelaskan hukuman cambuk, karena yang
jelas bahwa Nabi Muhammad saw. telah menetapkan hukuman
rajam sebelum turunnya ayat tersebut.

27 Ibid.,him. 137.
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8.

Hikmah Diharamkan Jarimah az-Zina

Di antara hikmah diharamkan berzina menurut al-Jarjawi

ditiinjau dari berbagai aspek kehidupan;

38

1) Untuk menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Itulah

2)

3)

4)

5)

sebabnya syariat Islam membolehkan bersumpah /i’an
untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan orang
tuanya selama-lamanya, jika terbukti bahwa anak tersebut
hasil dari zina isterinya, sehingga tidak tercampur dalam
nasab dan keturunannya dengan orang yang tidak
termasuk darah dagingnya.

Untuk menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harkat
den martabat serta harga diri dari hal-hal tercela. Ketika
kehormatan dan kesucian diri temodai, maka akan jatuh
dan merosotlah nilai kemanusiaannya dari derajat yang
luhur dan dihormatimenjadi nistadan penuh caci maki.

Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat
tali kasth suami isteri. Jika terbukti suaminya atau isteri-
nya berzina, maka lenyaplah rasa cinta dan kasih sayang
kepadanya. Kemudian timbulllah banyak konflik, percek-
cokan, pertengkaran dan akhimya kehancuran rumah
tangganya.

Untuk melestarikan keberadaan manusia dalam sejarah
peradaban dunia ini. Karena masing-masing pelaku per-
zinaan, baik laki-laki maupun perempuan tidak mengingin-
ken hasil dari zina itu sampai mempunyai anak, schingga
jika terjadi kehamilan, maka mereka akan menggugurkan-
ya, karena kelahiran anaknya akan menjadi rintangan hu-
bungan mereka seterusnya. Jika ini dibiarkan, maka akan
terputuslah mata rantai kesinambungan generasi manusia
di dunia.

Untuk mencegah timbulnya penyakit dan virus yang me-
matikan yang sangat membahayakan manusia. Karena
pelaku zina biasanya tidak memperdulikan kondisi
kesehatannya, sechingga penyakit itu mudah unt uk menular

Hukum Pidana Islam



lewat hubungan badan, apalagi jika pelaku zina itu
berganti-ganti pasangan, maka timbullah berbagai
penyakit kelamin yang gawat dan mematikan.

6) Untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh ke dalam
jurang kebangkrutan dan kemiskinan. Karena pezina rela
mengorbankan harta bendanya demi memuaskan pasangan
den dirinya, sehingga menjadi miskin dan habislah semua
harta kekayaannya.

7) Untuk menyelamatkan nasib anak-anaknya dan mengasihi
mereka. Karena anak hasil zina menjadi anak yang tidak
mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya,
sehingga mereka tersisih dari pergaulan, minder, kecil hati,
tidak mempunyai harapan dan cita-cita yang tinggi,
sehingga ia menjadi lemah batinnya. Dan bagi mercka
yang berwatak keras hatinya, ia akan liar tidak bermoral, ia
suka berbuat onar, keributan dan menganggu ketenteraman
masyarakatnya.*®

Sedangkan pengharaman zina menurut al-Jarjawi ditiinjau dari
sudut pandang kesehatan secara umum ada 2 (dua) sebab;

1) Menjauhkan diri dari terjangkitnya penyakit aneh beresiko
tinggi yang menular yang disebut penyakit AIDS
(Acquired Imnmumne Deficiency Syndrome), raja singa atau
sifilis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan sangat
mematikan.

2) Menyelamatkan para isteri, anak serta keluarga dari virus
mematikan itu. Karena orang yang berzina ia telah meno-
dai kehormatan dan harga dirinya demi untuk memuaskan
nafsu kebinatangannya, dan juga tidak mempedulikan
kondisi kesehatan lawan jenisnya, dan biasanya mercka

28 Al-Jajawi, Syaikh ‘AlT Ahmad, 1997, Hikmah at-Tasyi  wa Falsatatuh, Juz
I, Mesir: Dar a-Fikr,hlm.186-187.
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berganti-ganti pasangannya, sehingga sangat rawan ter-
tular berbagai penyakit yang mematikan >’

Adapun hikmah hukuman bagi pezina menurut al-Jarjawi
adalah karena perbuatan zina dapat mendatangkan kemadharatan
yang besar dan dapat menimbulkan bencana yang memedihkan,
Allah memberikan balasan siksaan yang pedih yang mampu mem-
buat orang lain yang melihatnya berhenti dan tidak berani melaku-
kannya Mereka mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan
kepadanya yaitu berupa pasangan hidup yang secara hukum
dihalalkan.*

9. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Zina

Hukuman (Aadd) zina tidak bisa dilaksanakan disebabkan hal-
hal sebagai berikut;
1) Pelaku mencabut pengakuannya, jika zina dibuktikan
denganpengakuan.
2) Para saksi mencabut pengakuannya sebelum hukuman di-
laksanakan.

3) Pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku
sudah nikah, jika zina dibuktikan dengan pengakuan salah
seorang dari keduanya.

4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hu-
kuman dan setelah adanya putusan hakim.

5) Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajan dilaksana-
kan.

6) Dilaksanakannya pemikahan antara pelaku zina tersebut?'

2 Ibid.hlm. 189.
30 1bid.,hIm. 196-197.
31« Audah, Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyr “al-Jindt, Jilid 11, op ait., hlm.374.
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BABII
JARIMAH AL-QAZAF

1. Pengertian A/-Qaiaf(Menuduh berzina)

Hukuman gazafdalam syari’at Islam ada2 macam;

1) Qazafyang diancam hukuman hadd,dan

2) Qaafyang diancam hukuman ¢a’zr.

Pengertian gazaf'yang diancam hukuman (zadd) ialah menuduh
perempuan muhsanat (perempuan baik-baik) dengan tuduhan ber-
zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan
pengertian gZaf'yang diancam dengan hukuman #a’zir ialah menu-
duh dengan tuduhan selain zina atau selain menghilangkan nasabnya,

baik yang dituduh itu muhsan ataupun gairu muhsan.

2. Unsur-unsur Jarimah al-Qazaf

Unsur-unsur jartmah al-gazafada tiga macam, yaitu;
1) Menuduh berbuat zina atau menghilangkan nasab.

2) Orangyang dituduh adalah mufisan (terpelihara kesucian-
nya) berdasarkan QS. an-Nur (24): 4 dan 23.

' Audah, *Abd d-Qadir, 201 1, Ar-Tasyrt “alJind, Jilid 11, op cit., him.375.
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3) Adanya kesengajaan menuduh yang melawan hukum. >

Syarat-syarat tuduhan yang dapat dijatuhi hukuman (Aadd),
sebagai berikut:
1) Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas, yaitu menuduh
berzina.
2) Orangyang dituduh berzina harus tertentu (jelas).

3) Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan deng syarat dan
tidak disan-darkan dengan waktu tertentu.

4) Penuduhan itu harus terjadi di Negara [slam menurut Abl

Hanifah, tetapi Imam-imam yang lain tidak mensy aratkan-
3

nya.

Syarat-syarat orang yang dituduh berzina harus muhsan
berdasarkan QS. an-Niir (24): 4 dan 23. Dalam ayat QS. an-Niir (24):
4 yang dimaksud ole>Yl ialah bersih dari zina dan merdeka. Se-
dangkan dalam ayat kedua QS. an-Nir (24): 23, yang dimaksud
Ole>Y! ialah merdeka, «Misll ialah bersih dan <=5l ialah muslimah.

Berdasarkan dua ayat tersebut para fizgahi’ mengambil simpul-
an bahwa iman (Islam), merdeka, dan bersih (7fah) merupakan
syarat-syarat ifisan bagi orang yang dituduh (magzif. Di samping
tiga syarat tersebut, terdapat syarat 7hsan yang lain, yaitu; balig dan
berakal.*

Unsur melawan hukum dalam gazaf” dapat terpenuhi, jika
seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau meng-
hilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya itu

2 Ibid. hlm. 380.
3 Ibid.,hlm 387-388.
4 Ibid.,hlm. 390.
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tidak benar, karena ia tidak mampu membuktikan kebenaran atas
tuduhannya.

Ketentuan tersebut didasarkan kepada ucapan Rasilullah saw.
kepada Hilal bin ‘Umayyah ketika ia menuduh isterinya berzina
dengan Syarik bin Sahma; “datangkanlah saksi, apabila tidak bisa
mendatang-kan saksi, maka hukuman (4add) akan dijatuhkan kepada
kamu”. Pada waktu itu, Hilal sendiri menyaksikan perzinaan isteri-
nya. Hilal sendiri tidak bisa bebas dari hukuman (Aadd), jika tidak
turun QS. an-Nir (24): 13 tersebut.

Atas dasar inilah jumhiir berpendapat bahwa apabila saksi
kurang dari 4 orang, maka mereka dapat dijatuhi hukuman (hadd)
sebagai penuduh. Meskipun menurut sebagian yang lain berpendapat
mereka tidak dapat dijatuhi hukuman (/#add), selama mereka benar-
benar sebagai saksi’

3. Syarat-Syarat Jaimah al-Qazaf

Menurut Sayyid Sabiq bahwa untuk dapat menjatuhkan hu-
kuman cambuk dalam jaimah qazat terdapat syarat-syarat yang
harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Syarat-syarat gazif (orang yang menuduh berzina) adalah

berakal, dewasa (balig) dan dalam keadaan tidak terpaksa
(ikhtiy a);

2) Syarat-syarat magzif(orang yang dituduh berzina) adalah
berakal, dewasa (balig), Islam, merdeka dan belum pemah
serta menjauhiperbuatan zina;

3) Syarat-syarat magziif bih (sesuatu yang dibuat untuk me-
nuduh zina) adalah pemyataan yang berupa lisan maupun
tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang

5 Ibid.,hlm. 393.
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berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan pemyataan
yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas
arahnya, misalnya, ada dua orang saling bertengkar, lalu
yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak
pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah berzina
Pemyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia
dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada
ibu lawannya’

Ini berarti bahwa orang yang menuduh berzina (gazify kepada
perempuan yang baik-baik (muhsanar) berlaku baik penuduhnya
orang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tuduhan itu tidak
berlaku, jika yang dituduh itu laki-laki yang baik-baik (muhsan). Hal
ini berdasarckan QS. an-Nir (24): 4, karena yang menjadi syarat
orang yang dituduh (magzify adalah perempuan yang baik-baik
(muhsanat) yang merupakan bentuk jamak muannas sakim. Jelaslah,
bahwa hukum-hukum al-Qur'an terbatas pada pemberian sanksi
kepada orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dan tidak
memberikan sanksi kepada orang yang menuduh laki-laki yang baik-
baik berbuat zina. Meskipun ada sebagian pendapat kalangan ahli
figh untuk memberikan hukuman kepada orang yang menuduh laki-
laki yang baik-baik (muhisan) berbuat zina. Hal ini bukan
berdasarkan atas ke-sarifran teks al-Qur’an, tetapi hanya pendapat

mereka.’

4. Pembuktian Jarimah al-Qazaf

8 As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, Mesir: Dar al-Fath Lil‘ilam al-
‘Arabi, him.214-216.
7 Al-*Asymawi, 2012, Ugi/ asy-Syai ‘ah, op cit,hlm. 134.
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Jarimah algazaf menurut ‘Audah harus dapat dibuktikan
dengan 3 (tiga) macam alat bukti;
1) Saksi, syarat-syarat dalam jaimah alqgazaf sama dengan
syarat-syarat saksi pada jaimah azzimi. Jumlah saksi
minimal dua orang.

2) Pengakuan, yaitu pengakuan dari penuduh zina bahwa ia
menuduh orang lain berbuat zina yang diucapkan satu kali
dalam majelis pengadilan.

3) Sumpah, menurut Syafi’i jaimah al-qazaf bisa dibuktikan
dengan sumpah, jika tidak ada saksi dan pengakuan ®

Sedangkan menurut as-Sabiq untuk menetapkan pembuktian

Jjarimah alqazatharus didasarkan atas;

1) Pengakuanpenuduh sendiri bahwa tuduhannya dusta;
2) Dengan kesaksian 2 (dua)orang saksi yang adil’

5. Hukuman Jarimah al-Qazaf

Hukuman jaimah alqazaf bagi penuduh yang tidak bisa
mendatangkan 4 (empat) orang saksi adalah dijilid 80 (delapan
puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya
selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif,
karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah
maupun kepada manusia, berdasarkan QS. an-Niir (24): 4."°

8 <Auddh, ‘Abd a-Qadir,2011, A+-Tasyi ‘alJinmt, Jilid 11, op cit.,him.401403.
% As-Sibiq, Sayyid, 1998, Fgh as-Sunnah, op cit, hlm.217.
10« Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jinat, Jilid 11, 0p cit.,hlm. 404.
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Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka (vang menuduh itu) delapan puluh
kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat
selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik
(Depag RI, 1971:543-544).

Syari’at Islam memberlakukan hukuman gazafyang berupa 80
(delapan puluh) kali cambukan, tujuannya adalah untuk melindungi
kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemu-
liaannya agar orang-orang tidak begitu mudah melontarkan kata-

kata maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Dalam jarimah al-gazafternyata terdapat dua hak sekaligus,
yaitu perpaduan dua hak, antarahak Allah dan hak manusia, tetapi
hak Allah yang dimenangkan (algalib), karena dari segi pidana
dapat memelihara kehormatan manusia dan mencegah permusuhan.
Hal ini berarti merealisir kemaslahatan umum (hak Allah), tetapi
dari segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan ‘arb dari
perempun terhormat, yang berarti merealisir kemaslahatan
pribadinya (hak manusia). Artinya, si wanita yang tertuduh tidak
dapat memberikan ampunan kepada pelakunya dan tidak dapat pula
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melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu
menjadi kewenangan penguasa (pemerintah).'"

6. Sejarah Jarimah al-Qazaf

Asbib an-nuzil jaimah al-gazaf menurut Hanafi berdasarkan
pendapat figahd’ yang kuat adalah teks QS. an-Nur (24): 4 itu
diturunkan sesudah terjadi peristiwa kedustaan (fitnahan) terhadap
diri ‘Aisyah r.a., isteri Nabi Muhammad saw. yang terkenal dengan
sebutan “Hadi$ Ifki” dimana ia dituduh telah berbuat serong dengan
Safyan. Dalam sejarahnya, peristiwa fitnahan palsu terhadap diri
‘Aisyah 1.3, telah menimbulkan kehebohan di kalangan kaum
Muslimin (sahabat-sahabat Nabi) dan hampir-hampir terjadi perang
antara shabat-sahabat golongan ‘ Aus dengan golongan Khazraj. Oleh
karena itu, sudah selayaknya mereka yang melakukan fitnahan ter-
sebut dijatuhi hukumen yang berlaku surut, sebab penjatuhan hu-
kuman tersebut akan menimbulkan dampak ketenangan, khususnya
bagi korban dan umumnya bagi kaum Muslimin.'*

Sedangkan menurut as-Sabiq, hukum keharaman gazaf itu
dengan turunnya QS. an-Nur (24): 4 tersebut. Hal ini disebabkan
terjadinya suatu berita bohong (Hadis al-Itki) yang menimpa atas
diri ‘Aisyah r.a. Kemudian, ‘Aisyah berkata: ketika turun ayat atas
pembebasan diriku, Nabi berdiri di atas mimbar menuturkan
persoalan tuduhan zina dan membacakan ayat al-Qur’an tersebut.
Kemudian, setelah Nabi turun dari mimbar, beliau meny uruh sahabat

"' Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, 1978, “/im al-Usiil al-Figh, op cit,hlm. 210215.
12 Hanafi, Ahmad, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Ilam, Jakarta, Bulan
Binang, hlm. 84-85.
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untuk mencambuk Hisan, Mistah, dan Himnah yang menuduh
‘Aisyah telah zina"?

Menurut penulis, bahwa kejahatan berbuat zina dalam syari’at
Islam dengan berbagai rukun dan persyaratannya merupakan keja-
hatan yang sangat sulit untuk ditetapkan (dibuktikan), karena ke-
jahatan berbuat zina harus dilakukan di tempat terbuka, sechingga
mudah disaksikan oleh manusia, karena jika mereka menuduh zina
harus dapat dibuktikan oleh 4 (empat) orang saksi yang melihat
langsung masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan
perempuan tanpa halangan sedikit pun, dan hal itu sangat sulit untuk
dilakukan. Jika perzinaan terjadi dalam keadaan sembunyi-sembunyi
atau tanpa terpenuhi rukun-rukun maupun syarat-syaratnya dan atau
tanpa ada kesaksian oleh 4 (empat) orang saksi yang adil dan
terpercaya melihatnya, maka perbuatan zina terscbut dapat
dipastikan bebas dari ancaman hukuman /add dan perzinaan hanya
menjadi dosa keagamaan yang terlaknat di dunia dan dosa simbolik
di akherat kelak."*

7. Kriteria Kesaksian Jarimah al-QZaf

Menurut penulis kriteria mengenai kesaksian dengan 4 (empat)
orang saksi yang terpercaya dan adil yang harus melihat langsung
dengan mata kepala sendiri terhadap adegan perbuatan zina tersebut,
perlu untuk dikaji ulang, misalnya; meskipun kata ‘slgs” menurut
Kamus Munawwir adalah jamak dari kata “4.¢2))” yang artinya orang
yang menjadi saksi.'> Akan tetapi, posisinya bisa digantikan dengan

13 As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, op cit, him.213.
' Ibid.,him. 138-139.

5 Munawwir, Ahmad Warsin, 1997, al-Munawwir, Surdbaya Pustaka
Progessif,hlm.747.
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benda selain orang yang secara ilmiah dapat dibenarkan, misalnya;

berupa kamera, cctv, video, dan photo.

Pendapat penulis dikuatkan oleh Syaltiit yang mengatakan
bahwa seseorang boleh mengalirkan darah (membunuh), karena
mempertahankan kehormatan rumah tangganya (kasus perzinaan)
walaupun tanpa 4 (empat) orang saksi. Hal itu semata-mata sebagai
pembelaan kehormatannya, manakala bukti-bukti telah kuat. Lebih
lanjut Syaltut mengemukakan, jika tidak memungkinkan untuk
menghadirkan 4 (empat) orang saksi, maka cukuplah bukti-bukti
kuat yang menurut hukum perundang-undangan bisa digunakan
sebagai alat bukti oleh hakim.'® Dengan tegas Syaltit menyatakan;

i, 90 550801 o)y SN 3 58 8 b sl

Bagi pengadilan banyak cara untuk menetapkan (memutuskan

keputusan) dan disamping dengan 4 (empat) orang saksi.

Dari pendapat yang dikemukakan Syaltit tersebut dapat
dinyatakan bahwa jika secara hukum materiil bahwa bukti-bukti
telah kuat (kamera cctv, video, photo, tes DNA, dan lain-lain)
mengenai terjadinya perzinaan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan yang melanggar kehormatan orang lain, maka
hakim bisa memutuskan perkara perzinaan tersebut, meskipun tanpa
menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Dengan demikian, pemikiran Syaltlt tersebut mengandung
kemaslahatan, karena jika kasus perzinaan harus dengan 4 (empat)
orang saksi dalam pembuktiannya, maka sulit (mustahil) untuk dapat
terpenuhi, sebagaimana beberapa persyaratan para figaha’ yang
mensyaratkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang harus melihat

16 Syaltit, Mahmid, 1966, 4-klim ‘Agidah wa Syait ‘ah, op cit,hlm. 353.
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dengan mata kepala sendiri terhadap kejadian perzinaan (kelamin
laki-laki masuk ke kelamin perempuan, seperti orang melihat sebuah

timba masuk ke dalam sumur.'”

Ini berarti bahwa tidak ada satupun penetapan hukuman zina
atas dasar pembuktian 4 (empat) orang saksi yang melihat dengan
mata kepala sendiri secara bersama-sama perbuatan zina tersebut.
Jika beberapa persyaratan tersebut masih tetap diberlakukan sesuai
dengan pemikiran ‘ulama’ salaf; maka mustahil penetapan hukuman
(hadd) dapat diberlakukan. Apalagi, menurut para ahli syari’ah
rasional, bahwa hukuman rgam itu merupakan hukuman tradisi
Arab masa Jahiliyah den tradisi Agama Yahudi yang dilslamkan,
seperti; Taufik Hakim dari Mesir, Mahmiid Muhammad Taha dari
Sudan dan Muhammad Syahriir dari Suriah. Justru Syahriir
mengatakan, hukuman (fudid) yang telah ditetapkan dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah sebagai hukuman maksimal dari hukuman
yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, menurutnya boleh diterapkan
dengan bentuk hukuman yang lebih ringan dari ketentuan hukum
syari’ah yang ada, tetapi tidak boleh melampuinya.'®

8. Hikmeh Jaimah al-Qzaf

Di antara hikmah hukuman menuduh berzina (gazaf) menurut

al-Jarjawt adalah sebagai berikut;
1. Mencegah seseorang untuk tidak berbohong, karena orang
yang tertuduh, jika dibenarkan oleh orang lain atas tu-

duhannya, maka martabat tertuduh akan jatuh dan ter-
siarlah bahwa ia telah melakukan dosa besaryaitu berzina.

17 Al-* Asymawi, 2012, Ugi/ asy-Syait ‘ah, op cit,him. 138.
18 Kamil, Sukron, 2013, Pemikiran Politik Islam Tematik, Jekarta-Indonesia:
Kencana Prenada Media Group, him.237-238.
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2. la akan ditolak segala hak-haknya, tidak akan diterima
pengaduan darinya, gugatan dan kesaksian sampai ia
bertaubat, dan ia akan didera delapan puluh kali berd asar-
kan dua hal; pertama, hukuman dera zina sebanyak 100
(seratus) kali dan yang menuduh didera 80 (delapan puluh)
kali lebih kecil dosanya dari zina. Pengurangan ini didasar-
kan atas dasar keadilan. Kedua gazaf adalah berita
bohong, maka syamm’ melarang untuk menerima
kesaksiannya hingga ia bertaubat. Karena kesaksian itu
tidak dapat diterima, kecuali oleh orang-orang yang jujur.
Balasan diberikan sesuai dengan jenis suatu pekerjaan.

3. Allah bermaksud menggabungkan siksa fisik, yaitu di-
cambuk 80 (delapan puluh) kali dan siksa psikis (tidak di-
terima kesaksiannya), schingga pada kesempatan lain tidak
lagi melakukan gazaf; sebagaimana QS. an-Nir (24):4."

9. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman QzZaf

Hukuman gazafdapat gugur karena hal-hal berikut ini;
1) Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut
kembali per-saksiannya.

2) Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tu-
duhan penuduh.

3) Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai
keterangan para saksi, menurut Abd Hanifah.

4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hu-
kuman, menurut Aba Hanifah*°

1 Al-Jafjawi, Syaikh * Alf Ahmad, 1997, Hikmah at-Tasyii*, op cit, him. 198-
199.

20 <Audah, < Abd al-Qadir, 2011, A#-Tasyi* al-Jindi al-dsiami, Jilid 11, op dit,
hlm. 407.
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BAB III
JARIMAH ASY-SYURBU

1. Pengertian Jarimah Asy-Syurbu(Minuman yang Memabukkan)

Pengertian Jarimah asy-Syurbu menurut Malik, asy-Syafi’1 dan
Ahmad bahwa makna asy-syurbu, yaitu minuman yang memabukkan
baik minuman tersebut berupa khamr ataupun selain khamr yang
terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum, atau bahan
lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak. Sedangkan
menurut Abt Hanifah, asy-Syurbu yaitu meminum khamr saja baik
yang diminum banyak atau sedikit.'

2. Unsur-unsur Jarimah Asy-Syurbu

Unsur-unsur asy-syurbu ada dua macam, yaitu;

1) Meminum khamr,

2) Adanyaniat melawan hukum (kesengajaan).

Unsur-unsur asy-syurbu (meminum) itu terpenuhi, jika pelaku
meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik
dari perasan anggur maupun lainnya, menurut Imam Malik, asy-

! Ibid.,him. 410.
2 Ibid.,him. 411.

Jarimah Hudud | 53



Syafi’t dan Ahmad. Jika yang diminum itu bukan khamr, maka
menurut Abli Hanifah tidak terpenuhi unsur pertama, artinya tidak

haram.

Adanya niat melawan hukum adalah si peminum mengetahui
bahwa yang diminum itu adalah khamr’

3. Hukuman untuk Jarimah Asy-Syurbu

Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hu-
kumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut
Imam Ahmad dan asy-Syafi’'1bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan
puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai
hukuman pokok (fadd) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hu-
kuman ta’Zirnya’ Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah ‘Umar
bin Khattab r.a., ia pemah meminta pendapat kepada orang-orang
tentang hukuman orang yang meminum khamr. Ali bin Ab1 Talib
r.a, menjawab; ia peminum kAamr, jika mabuk akan menjadi ling-
lung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana
hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (gaif), yaitu
dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga ‘Umar menet ap-
kan hukuman bagi peminum &#amradalah 80 kali cambukan

4. Pembuktian Jarimah Asy-Syurbu

Dasar pembuktian asy-syurbu, y aitu;
1) Adanyaduaorang saksi;

2) Pengakuandaripelaku sendiri;
3)  Qarinah (bauminuman, mabuk, dan muntah ®

3 Ibid.,him 415.

4 Ibid.

> Al-*Asymawi, 2012, Ui/ asy-Syait ‘ah, op cit,hlm. 142.
8 Ibid.,hlm. 419422
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Al-Qur’an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras
ini secara gradual, dimulai dengan QS. al-Bagarah (2): 219, yang
hanya menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya tetapi dosanya
lebih besar daripada manfaatnya, kemudian QS. an-Nisa’ (4): 43,
yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi
orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu Salat, agar saat
mereka melaksanakan shalat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga
dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur’an yang dibacanya,
den akhimya QS. al-Maidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa me-
minum khamr adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib dijauhi
agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum
muslimin.

Menurut al-‘ Asymawi bahwa dalam tiga ayat tersebut ada tiga
pembahasan;

1. Apakah minuman keras itu dilarang atau diperintahkan

untuk menjauhinya?

2. Apakah yang dimaksud dengan khamrdalam al-Qur’an?,
dan

3. Apakah adahukuman bagi orang yang meminum minuman
keras, dan apakah sifat hukuman itu?’

Untuk masalah pertama, yaitu apakah minuman keras itu
dilarang atau diperintahkan untuk menjauhinya, maka perlu ada
pembedaan antara larangan (< ~') dengan perintah untuk menjauhi
(«L=Y!). Hal ini, karena ada teks ayat yang menyebutkan bahwa
Allah swt. hanya mengharamkan sesuatu yang disebutkan dalam
ayat tersebut, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan

7 Ibid.,hlm. 140-142.
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semua binatang yang disembelih atas nama selain Allah dan tidak
termasuk khamr, yaitu QS. al-An’am (6): 145:

SNV el o G52 ) sl B g 2T Y
jlw,,@ujpﬁjjl/ﬁ;;usgl’z;;@ﬁ

o 8

B ) 5

Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyu-
kan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hen-
dak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya
semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan tepaksa, sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka sesunggulnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. (Depag RI, 1971:212-213)

Menurut al-‘Asymawi, ayat ini merupakan ayat-ayat hukum
yang paling akhir diturunkan dalam al-Qur’an. Perlu diperhatikan
bahwa kata “clzY” muncul dalam al-Quran sebanyak 5 (lima)
kali, di antaranya QS. al-Hajj (22): 30;

. P = S - . = _E 2o s . L £
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Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang temak, ter-
kecualiyang diterangkan kepadamu keharamanny a, maka jauhi-
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lah olehmu bethala-berhala yang najis itu dan jauhilah
perkat aan-perkat aan dusta (Depag Rl, 1971: 516)

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh untuk menjauhi berhala-
berhala dan menjauhi perkataan-perkataan kotor, sebagaimana Allah
menyuruh untuk menjauhi kA amr, bukan untuk mengharamkannya

Untuk masalah kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan
khamr dalam al-Qur’an itu?. Mayoritas u/ami *berpendapat bahwa
khamr secara bahasa adalah apa yang memabukkan akal, yaitu me-
nutupinya dari kesadaran. Dengan demikian, khamr adalah sesuatu
yang memabukkan akal dan menutupinya Mengenai hal ini, maka
Nabi Muhammad saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim:

Jf:d\érl.‘jqzl.c‘&\&p&\ Jj..,uj Ofﬁpd\&céby
S S [ S
Dari Nafi’ dari Ibnu “Umar, bahwasannya Rasulullah saw. ber-

sabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap
yang memabukkan adalah diharamkan’.

szrl*‘j“:l“wul*’@é“&;ﬁf'd b os @b b
o g S
Diriwayatkan Nafi’ dari lbnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda: “Se-

tiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah
diharamkan’.

Berdasarkan Hadi$ di atas, jelaslah bahwa setiap sesuatu yang
dapat memabukkan akal dan menutupinya adalah khamr, tidak

8 Muslim, d-Imam Abi a-Husain Muslim bin al-Hajjgj a-Qusyaifi an-
Naisabui, 1983, Safih Musiim, Juz 11, gp cit,hlm.1587.
? Ibid,hIm. 1588.
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menjadi masalah dari benda apapun asal bisa memabukkan adalah
diharamkan, karena dapat merusak akal pikiran manusia. Akan
tetapi, menurut pendapat Abii Hanifah bahwa tidak termasuk khamr,
kecuali hal-hal yang terbuat dari air anggur yang telah mendidih,
mengeras dan berbuih. Khamr jenis inilah yang dimaksudkan oleh al-
Qur’an, sehingga minuman selain dari anggur, maka tidak termasuk
khamr. Pendapat Abu Hantfah itu ternyata tidak konsisten, sebab
jika minuman itu dapat memabukkan, maka yang meminumnya
harus mendapatkan hukuman dengan di-giyaskan pada khamr. Hal
ini, karena benda-benda tersebut bukan termasuk yang disuruh untuk
menjauhinya, tetapi jika dapat memabukkan, makadiharamkan.'

Bt

TR O T
O ale SISl Wy FL 78 Sl b

...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui
batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (Depag Rl 1971 42).
Demikian pula bagi orang yang minum minuman oplosan,
misalnya obat sakit kepala dicampur dengan sprit, dan air kelapa,
kemudian ia mabuk atau bahkan ia sampai meninggal dunia. Pada
hakekatnya, semua benda-benda tersebut tidak haram (halal) untuk
dimakan (dikonsumsi), tetapi yang menjadi keharamannya adalah
niatannya, yaitu mereka sudah mengetahui bahwa jika benda-benda
tersebut dicampur (dioplos) dapat menyebabkan mabuk. Hal itulah
yang menjadi keharamannya, sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 195;

10 As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, op cit, hlm. 147-148.
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P o }’T

...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Mengenai masalah ketiga, yaitu tentang hukuman meminum
minuman keras (khamrp), para ulama berbeda pendapat. Hal ini
karena dalam al-Qur’an sama sekali tidak menjelaskan hukuman
tentang khamr Justru ada pandangan sebagian w/ama’ yang
menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. sendiri belum pemah
menerapkan hukum bagi peminum k#Aamiz; tetapi Nabi hanya pemah
memerintahkan untuk mencambuk seseorang yang meminum khamr
setelah turun ayat terakhir, yaitu QS. al-Maidah (5): 90-91
tersebut.'’

5. Sejarah Pengharaman Khamr

Menurut riwayat dari Qatadah yang menyatakan bahwa Allah
mengharamkan khamr dalam Surat al-Maidah terjadi setelah perang
di Ahzab pada tahun keempat atau kelima Hijriyah. Akan tetapi
menurut Ibnu Ishaq, bahwasannya pengharaman ini terjadi pada
waktu perang di Bani an-Nazir, yaitu pada tahun keempat Hijriyah
menurut pendapat yang kuat (rzjih). Ada juga menurut ad-Dimyatt
dalam buku sirahnya, ia mengatakan bahwa pengharaman khamr ini

' Al-* Asymawi, 2012, L&i/ asy-Syaii ‘ah, op cit, him. 141.
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terjadi pada waktu perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam
Hijriyah."”

Menurut al-‘ Asymawi bahwa pada zaman khalifah ‘Umar bin
Khattab r.a, ia pemah meminta pendapat kepada orang-orang
tentang hukumen orang yang meminum khamr. ‘Al bin Ab1 Talib
r.a, menjawab; ia peminum khamr, jikka mabuk akan menjadi ling-
lung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana
hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (gZif, yaitu
dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga ‘Umar mene-
tapkan hukuman bagi peminum Aamradalah 80 kali cambukan."’

Yang menjadi pertanyaan, mengapa khalifah ‘Umar harus
bermusyawarah dahulu kepada pada sahabatnya mengenai berapa
jumlah cambukan bagi peminum khamr. Kemudian ‘Al bin Ab1l
Talib menggunakan analogi (algiyis antara hukuman peminum
khamrdengan orang yang berbohong (atiffini’) dalam tindak pidana
penuduh zina dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, karena
keduanya sama-sama sebagai pembohong.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
saw. belum pernah menetapkan hukuman bagi peminum khamr, jika
Nabi pemah menetapkan hukuman itu, tentu ‘Umar dan ‘AlT tidak
bermusyawarah dengan menggunakan giyas, seperti hukuman yang
sudah pasti (faugifi) yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-
Qur’an, seperti hukuman penuduh zina (gzZaf), yaitu 80 (delapan
puluh) kali cambukan sebagaimana QS. an-Nur (24): 4.

Jika benar bahwa hukuman peminum &khamr itu harus

ditentukan oleh khalifah (penguasa/u/il amr), sebagaimana

12 As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, Juz 11I, op cit, him. 139.
13 Al-* Asymawi, 2012, L&i/ asy-Syaii ‘ah, op cit, him. 142.
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kebijakan khalifah ‘Umar tersebut di atas, maka menurut penulis
tepatlah bahwa jarimah asy-syurbu atau peminum khamr menjadi
kewenangan penguasa (u/il amrd, sehingga jaimah asy-syurbu itu
tidak termasuk jaimah fudid, scbagaimana kategori yang
ditetapkan oleh ‘Audah, tetapi masuk kategori jarmah ta’zr;, yakni
kewenangan penetapan hukuman ada padapenguasa (ulil anri.

Hal ini dipertegas Syaltit bahwa hukuman meminum minuman
keras itu tidaklah termasuk hukuman yang tegas (L s 14> ) baik
banyaknya ataupun caranya. Oleh Sebab itu, hukuman minuman
keras masuk kategori jarimah ta zir"*

6. Hikmah Pengharaman Khamr

Hikmah pengharaman khamr (asy-Syurbu) menurut al-Jarjawi
bahwa peminum kAhamr sekali ia meminumnya, maka pelaku akan
ketagihan untuk meminumnya. Setelah mereka kecanduan, maka
sulit untuk berhenti dalam waktu yang singkat."’

Pembuat syari’at yang Maha Bijaksana mengetahui kemasla-
hatan dunia dan akherat untuk ketenangan lahir dan batin, akal
pikiran, maka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, lalu Allah me-
larang untuk meminum khamrtersebut.

Sejarah meriwayatkan bahwa ayat pertama turun berkenaan
dengan sekelompok orang yang mendatangi Rasulullah saw. untuk
menanyakan tentang hukum berjudi, dan minum khamryang telah
banyak membahayakan masyarakat, maka turunlah QS. al-Bagarah
(2):219, yaitu ayat pertama mengenaipengharaman khamr.

' Syatit, Mahmild, 1966, d-kiim ‘Agdah wa Syai ‘ah, op cit, him.295.
15 Al-Jarjawi, Syaikh * Af Ahmad, 1997, Hkmah at-Tasy7 ‘ wa Falsafatuh, Juz
1, op cit,hlm. 178-179.
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Ayat tersesbut menjelaskan tentang manfaat dan madarat ke-
duanya, tetapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan
hampir-hampir mereka tidak menemukan manfaat dari keduanya,
karena mereka tidak pernah merasakan kenikmatan dan ketenangan
jiwabaik ketika sedang meminumnya maupun sesudahnya.

Ayat kedua yang berkenaan dengan pengharaman khamr turun
berkaitan ketika Ibnu ‘Auf dan orang-orang yang bersamanya
melakukan shalat setelah minum khamr, maka ketika membaca
Strat al-Kafirtn (109), ia membacanya:

2 8>

Q)M ‘\)ﬁj‘—%ﬂl‘rba‘g

Ketika membaca surat al-Kafirtn terjadi perubahan yang meng-
arah kepada kekufuran, maaka turunlah QS. an-Nisa’ (4): 43.

Dengan diturunkan ayat tersebut, mereka tidak berani lagi
meminum khamr ketika mendekati waktu shalat. Kasus serupa juga
dialami oleh Sa’ad bin AbT Waqqas ketika duduk bersama sahabat
Angr sedang menikmatijamuan minum kAamr. Dalam keadaan ma-
buk setengah sadar dan tidak sadar, ia mengumandangkan syair-syair
yang bernada melecehkan kaum Angar, maka mereka marah dan
memukuli Sa’ad di luar warung. Lalu Sa’ad lapor kepada Rasulullah
saw. untuk mengadukan peristiwa pemukulan atas dirinya. Setelah
mendengar pengaduan Sa’ad, Rasulullah saw. berdoa: “Ya Allah,
berilah penjelasan kepada kami tentang hukum khamr dengan pen-
jelasan yang memuaskan”, maka turunlah QS. al-Maidah (5): 90
tersebut.

Simpulan dari ssmua itu bahwa khamr adalah biang dari segala
kejahatan sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “ Khamr adalah induk
segala keburukan”. Karena khamr membuat peminumnya lupa ke-
pada Allah dan lupa melaksanakan shalat scbagai tiang agama,
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khamr juga menghalangi hati dari cahaya hikmah, merupakan tipu
daya syaitan untuk mengajak manusia ke jurang kenistaan dan
kehancuran dirinya, harta benda dan juga keluarganya bahkan ma-
syarakatnya. Hal ini semua, karena pelakunya cenderung merusak,
menimbulkan permusuhan dan persengketaan, ia juga bisa mem-
bunuh, mencuri, berzina, menyerang yang kuat dan menindas yang
lemah, mengucapkan katakata kotor menjadi kebiasaan dan
tindakan kasar menjadi wataknya serta menghalalkan segala cara
menjadi pedoman hidupnya.

Hikmah hukuman bagi peminum khamr lainnya menurut al-
Jarjawl adalah bahwa khamr benar-benar menjadi racun yang
mematikan dan bisa memunculkan kerusakan yang besar bagiharta
dan jiwanya.'®

Oleh karena itu, Allah telah menetapkan hukuman cambuk 80
(delapan puluh) kali bagi peminum kAhamr. Ketetapan ini melebihi
cemoohan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat mus-
lim. Pernah suatu ketika Nabi saw. didatangi oleh peminum khamr,
Nabi saw. menyuruh orang tersebut untuk dicambuk, seraya berkata
“kecamlah ia”. Mendengar sabda Nabi saw. tersebut, para sahabat
yang hadir dan menyaksikannya mengucapkan kata-kata kecaman,
“kamu tidak lagi bertakwa kepada Allah swt. tidak lagi takut kepada
dasyatnya siksa-Nya dan tidak pula malu kepada Rasulullah saw”.
Demikian seterusnya, ucapan-ucapan yang mengandung kecaman
yang membuat martabatnya menjadi hina dan rendah di mata manu-
sia, sehingga ia tidak meminumnya terhadap benda yang mematikan
ini.

7. Hal-hal yang dapat Menghalangi Pelaksanaan Hukuman Khamr

16 1bid.,hlm 196.
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Hukuman jilid itu tidak bisa dilaksanakan, jikaterdapat hal-hal
berikut ini;
1) Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain
tidak ada.
2) Parasaksi mencabut persaksiannya.

3) Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya pu-
tusan hakim, tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.'’

17 ‘Audah, ‘ Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyi ‘ al-Jinat al-Islami, Jilid 11, op dt,
hlm. 422.
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BAB IV
JARIMAH AS-SIRQAH

1. Pengertian As-Sirqah (Pencurian)

Pencurian yang diancam dengan hukuman (fadd) dibedakan
atas duabagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencu-
rian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-
diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil
harta milik orang lain secara kekerasan.'

Dari definisi yang telah ditawarkan ‘ Audah di atas, yaitu meng-
ambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi),
maka bagi orang yang korupsi atau koruptor ( a/-mukhtalis dan pem-
bajak (akmuhtahib) tidak termasuk dalam kategori pencuri yang
dapat dihukumi fadd as-sirgah (pencurian), yaitu potong tangan.

2. Unsur-unsur Pencurian

Unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu;
1) Mengambil harta secara diam-diam;

2) Barang yang dicuri berupaharta;

' bid.,him. 423.
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3) Hartayang dicuri milik orang lain;
4)  Sengajamelawan hukum.

Hukuman Pencurian

Dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. al-Maidah

(5):38:

w///, ..z P ~ PP € o /:A/.ﬂ: /l/{. 1,4/
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong-
lah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana

Adapun hukuman bagi pencuri adalah:

1) Penggantian kerugian senilai harta yang dicuri (JW Ol
ds,~) sebagai hukuman pengganti; dan

2) Hukuman potong tangan (&, «k3) sebagai hukuman po-
kok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat
dilaksanakan secara bersama-sama.’

Pembuktian Jarimah as-Sirgah

Dasar pembuktian jarimah as-sirqah, y aitu,
1) Dua(2)orang saksi;

2) Pengakuan; dan

3) Sumpah.*

66

2 Ibid.,him. 426.
3 Ibid.hlm. 509.
4 Ibid.,him. 503 dan 508.
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5. Syarat-Syarat Pencuri dan Batas Minimal Barang yang Dicuri

Menurut Sabiq dalam pencurian juga disyaratkan bahwa sifat-
sifat yang dianggap sebagai mencuri, ada 3;

1) Pencuri (as-sarig), sifat-sifatnya adalah  al-taklif

(mukallaf), yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak

sendiri, dan tidak ada unsur syubhit tethadap barang yang
dicuri.

2) Barang yang dicuri (almasriig), sifat-sifatnya adalah
merupakan barang bemilai/berharga, dan mencapai satu
nisab. Para ulama *berbeda dalam menentukan satu niSab,
Jumbiir ulama’ menentukan 1/4 Dinar dari emas, atau 3
Dirham dari perak, atau barang-barang yang sebanding
dengan harga tersebut.

3) Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga
barang tersebut .’

Mengenai batas minimal barang yang dicuri tersebut, sebagai-
mana hadits riwayat al-Bukhart:

fhelab
Dari ‘Aisyah, Nabi saw. bersabda: “Hukuman potong tangan
bagi pencuri Y (seperempat) dinar ke atas’’

Had1iS senadajugadiriwayatkan Muslim:

5 As-Sabiq, Sayyid, 1998, Figh as-Sunnah, Juz 1, op cit, hlm. 264,267,271,
den 274.

6 Al-Bukhan al-Ja’fy, Imam Abi ¢ Abdillah Muhammad bin Isma‘il Ibn Ibrahim
bin al-MugTrah bin Bardzabah, 1992, Safi h al-Bukhait,Juz VIII, op cit,hlm. 329.
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Dari ‘Aisyah, aku mendengar Nabi saw. bersabda: “Tidak
dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai 4
(seperempat) dinar ke atas”

Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan Had® di
atas, maka menurut penulis nilai barang yang dicuri sangat kecil,
meskipun harus melebihi dari 14 Dinar, karena hanya Rp.
1.512.000,-. Dengan estimasi, 1 Dinar = 1344 gram emas,
sedangkan 1 gram emas senilai £ Rp. 450.000,- . Jadi 1/4 Dinar
adalah 1344 x Rp. 450.000,- : 4 = Rp. 1.512.000.,-° Dengan
demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan
kondisi sekarang, misalnya satu nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi
Rp. 1.512.000,- X 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya, pencuri yang dapat
dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp.
6.000.000,-.

6. Bentuk-bentuk Hukuman bagi Pencuri

Jika mengacu kepada teks QS. al-Maidah (5): 38 bahwa kata
“3,L)” adalah jamak dari kata ‘% " yang berarti berturut-turut
(>s+))), maksudnya adalah pencuri tersebut sudah berulang kali

melakukan pencurian, sehingga sampai seseorang benar-benar

7 Muslim, a-Imam Abi al-Husain Muslim bin al- Hajjg a-Qusyairi an-
Naisabu, 1983, Safih Muslim, op cit, him.1313.

8 Sudarsono, 1992, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta Rineka Cipta, hlm.
46.
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mendapatkan julukan pencuri (G4J). Sebagaimana yang disebut-
kan dalam QS. al-Maidah (5): 38 tersebut, yaitu sebuah sebutan yang
tidak terealisir dalam satu kali pencurian dan perlu adanya peng-
ulangan-pengulangan pencurian, dan juga pencuri itu tidak memiliki
kepentingan (kebutuhan) yang mendesak harus mencuri, misalnya

pencurian karenakelaparan atau karena ada bencana alam.'’

Dari beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa hukuman pencuri yang berupa potong tangan itu
agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut dapat
dijalankan.

Oleh karena itu, menurut penulis, jika bersandar juga kepada
teks QS. al-Maidah (5): 38, ada alternatif lain mengenai penjatuhan
hukuman kepada pencuri tidak harus dipotong tangannya. Y aitu kata
“I,alais” dalam ayat tersebut merupakan f7°d ‘amr. Fi’il ‘amr dapat
berbentuk # al/if ul/if i] sehingga mempunyai arti banyak, yaitu arti
yang selain discbutkan di atas.

Jadi, f7’il ‘amr tidak harus diartikan dengan /i/ aFwujib, yang
berarti bahwa pencuri wajib dipotong tangannya. Hal ini disebabkan
bahwa f7’il ‘amrmempunyai beberapa pengertian, pertama, £i’il ‘amr
diartikan dengan /i an-nadb, y ang berarti sebaiknya pencuri dipotong
tangannya, kedua, fi’il ‘amr diartikan /i al-ibahah, yang berarti,
pencuri boleh dipotong tangannya, ketjga £i’il ‘anr diatikan /i at-

 Munawwir, Ahmad Warstin, 1997, a/-Munawwir, op cit,hlm.628.
10 Al-< Asymawi, 2012, L&i/ asy-Syaii ‘ah, op cit, him.132.
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tahdid, yang berarti, pencuri tidak dipotong tangannya hanya
ditakut-takuti saja.'"

Dengan demikian, bentuk-bentuk hukuman atau altematifnya,
yaitu;

1) Pencuri wajib dipotong tangannya;

2) Sebaiknya pencuri dipotong tangannya;

3) Pencuriboleh dipotong tangannya;

4) Pencuri tidak harus dipotong tangannya hanya ditakut-
takuti saja.

Demikian juga, pada umumnya para w/ami’ salaf hanya
mengacu secara harfiah terhadap QS. al-Maidah (5): 38, yang meng-
haruskan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelakupencurian
yang telah memenuhi persyaratan. Padahal, jika melihat setfing
social atau pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini
sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena masyarakat
Areb adalah masyarakat “nomaden” (berpidah pindah), sehingga
sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi
pada saat itu (masa Nabi dan Abiui Bakar) belum ada penjara,
sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sangat tepat.'?

7. Hikmah Hukuman Pencurian

Di antara hikmah hukuman pencurian menurut al-Jarjaw1 adalah
sebagai berikut:

" Al-Gazal1, Abi Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, t.th.,
al-Mustasta min’ lm al-Udil, Juz 11, Beirat-Libanon: Dar al-Fikr,hlm. 4174 18.

12 Kamil, Sukron, 2013, Pemikiran Politik Klam Tematik, op cit,hlm.237-238.
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1)

2)

3)

4)

Menghargai jerih payak orang yang mencari nafkah,
karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah,
ada yang jadi petani, nelayan, berdagang, kuli panggul, dan
pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu
membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi
memperoleh harta benda.

Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan
digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu
membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak
yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong
untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan
terscbut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya,
maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan
dan kenyamanan umum.

Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang
dengan cara merampas, merampok, menyerang orang,
membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu
istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan
darah dan pembunuhan, sechingga banyak anak menjadi
yatim dan banyak perempuan menjadi janda.

Kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan
menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena
pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan
harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidup-
nya. Karenanya, pencuri dibbaratkan seperti anggota tubuh
yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota
tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan
kaki. Hikmah dari potong tangan dan kaki adalah untuk
memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan
tidak berbuat zalim lagi."”

13 Al-Jarjawi, Syaikh ‘Al Ahmad, 1997, Hikmahat-Tasyi*, op cit,hlm. 200201
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8. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Pencurian
Hukuman potong tangan dapat gugur, karena hal-hal berikut
ini;
1) Orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai peng-
akuan pencuri ataupara saksi, menurut Abo Hanifah.
2) Adanya pengampunan dari pihak korban, menurut Syi’ah
Zaidiyyah.
3) Pencurinya menarik kembali pengakuannya, jika alat bukti
hanya berupa pengakuan.
4) Dikembalikan barang yang dicuri sebelum perkaranya di-
ajukan ke pengadilan.
5) Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri se-
belum adanya keputusan pengadilan.
6) Pencurinya mengaku bahwa barang yang dicuri itu
miliknya'*
14 <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, A¢-TasyiT al-Jinai al-Islamt, Jilid 11, op dit,
hlm. 518-520.
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BAB V
JARIMAH AL-HIRABAH

1. Pengertian A/-Hiribah (Perampokan)

Himibah disebut juga perampokan di jalan (gat/ at-tarig) atau
pencurian besar (as-sirgah al-kubm). Oleh karena itu, para ulama’
berbeda-beda dalam mendefinisikan Airabah.

Menurut pendapat Hanafiyah bahwa Airabah adalah keluar
untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang pada kenya-
taannya untuk menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau meng-
ambil harta, atau membunuh orang.'

Menurut Imam Malik, Airabah adalah mengambil harta dengan
tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan maupun tidak meng-
gunakan kekuatan?

Menurut pendapat Syafi'tyyah bahwa pengertian Airabah ialah
keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-

! Ibid him. 530.
2 Ibid.,hlm. 527.

Jarimah Hudud | 73



nakuti dengan jalan kekerasan (kekuatan) dan jauh dari pertolongan
(bantuan).’

2.

33:

Dasar Hukum dan Unsur-unsur Hirzbah
Dasar hukum Airabah adalah berdasarkan QS. al-Maidah (5):

/ =,
1 -4

uﬂ)\“ & Uyniay Algny B Z))UL‘- 2l T35 Lw‘

£
2

ud’u* r-é—‘}?ﬂ)»@-)—"da-ﬁi;\ l;iL’aJQI e of AL

8 5

(:}j“}a.ou\d&ofg\

Sesungguhnya pembalasan terhadsp orang-orang yang me-
merangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dpotong
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang
dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka
beroleh siksaan yang besar.

Berdasarkan QS. al-Maidah (5): 33 bahwa unsur-unsur dan ben-

tuk-bentuk hukuman Airabah ada empat (4) macam hukuman sesuai
dengan tingkat kejahatannya, yaitu;

1) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan,
tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa mem-
bunuh, maka hukumannya adalah pengasingan (dipenjara).

74

3 Ibid hlm. 526.
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2) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan,
kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa mem-
bunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki
kirinya.

3) Keluar rumah untuk mengambil harta, kemudian
pelakunya hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka
hukumannya adalah hanya dibunuh.

4) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan,
kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh,
maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.*

Berdasarkan pengertian Airabah yang berbeda-beda oleh para
ulama’, menurut An-Na’tm sangat perlu untuk memberikan batasan
pengertian yang jelas dan tegas, karena Audiid berpotensi untuk di-
salahgunakan dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik
penguasa. Alasannya bahwa dalam beberapa literatur figh bahwa
QS. al-Maidah (5): 33 tersebut dijadikan dalil sadd hirabah yang
dapat diartikan pemberontakan, perampokan di jalan, ataupun

pencurian besar.’
3. Hukuman bagi Jarimah Hirabah (Perampokan)

Para wlama’ berbeda pendapat mengenai hukuman hirabah.
Menurut Abu Hanifah, asy-Syafi’i, Ahmad, SyTah Zaidiyyah, hu-
kumannya disesuaikan dengan perbedaan jenis perbuatannya.

Bentuk-bentuk jarmah hini bah dan hukumannya ada 4 (empat)

macam, yaitu;

* Ibid.,him. 532.
5 An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari ‘ah: op cit, hlm. 209-
210.
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1)

2)

3)

4)

Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan
tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan ().
Menurut Abii Hanifah dan Ahmad, tetapi menurut asy-
Syafi’t dan SyT’ah Zaidiyyah, hukumannya adalah t2’°zr
Arti pengasingan adalah dipenjara, baik ditempat terjadi-
nya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasing-
an (dipenjara) tidak terbatas sampai ia betul-betul ber-
taubat dan tingkah lakunya baik. Sedangkan menurut
Hanabilah, lamanya pengasingan adalah satu tahun,
digiyaskan dengan pengasingan tindak pidana perzinaan.
Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah di
potong tangan dan kakinya secara bersilang. Ini adalah
pendapat Abl Hanifah, Ahmad, asy-Syafi’i dan SyTah
Zaidiyah. Sedangkan menurut Malik, hukumannya di-
serahkan kepada hakim untuk memilih, asal tidak
hukuman pengasingan.

Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah
dibunuh sebagai hukumean fadd tanpa disalib. Ini adalah
pendapat Abii Hanifah, asy-Syafi'idan Ahmad, sedangkan
SyT’ah Zaidiyah, maka hukumannya adalah dibunuh dan di
salib.

Mengambil harta dan membunuh orangnya, hukuman-nya
adalah dibunuh dan disalib, tanpa dipotong tangan dan
kakinya. Ini pendapat Hanifiyyah, asy-Syafi’i, Ahmad,
SyT’ah Zaidiyah. Sedangkan pendapat Abi Hanifah, hakim
boleh memilih dari 3 altematif;

a) Potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib.

b) Dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki.
¢) Disalib baru dibunuh .’

538.
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6 ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri ‘al-Islami, Jilid 11, op cit, him. 532-
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Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut di-
terapkan tertentu sesuai dengan altematif hukuman yang tercamtum
dalam QS. al-Maidah (5): 33.

Sedangkan menurut Malik dan Zahiriyyah bahwa hukuman
untuk perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih
hukuman yang lebih sesuai dengan perbuatan dari altematif
hukuman dalam QS. al-Maidah (5): 33 tersebut. Hanya saja Imam
Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain
pembunuhan, jika ia membunuh, maka hukuman dibunuh atau
disalib, tetapi menurut Zahiriyah hukumannya tetap diserahkan
hakim untuk memilihnya.’

Adapun yang menjadi perbedaan dalam memberikan hukuman
menurut ‘Audah adalah perbedaan penafsiran terhadap huruf aw ()
dalam QS. al-Maidah (5): 33;
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-

merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dpotong

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang
dani negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai)

7 Ibid. hlm. 532.
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suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka
beroleh siksaan yang besar (Depag RI, 1971:164).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jumdfiir ulany’ berpendapat
bahwa huruf aw () dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah untuk
penjelasan dan rincian (Jw=&)\s OLL), sehingga hukuman harus di-
terapkan sesuai perbuatannya. Sedangkan Imam Malik dan
Zahiriyyah berpendapat bahwa huruf aw (/) dimaksudkan untuk pi-
lihan (=), sehingga hakim diberi kebebasan untuk memilih
hukuman yang paling tepat sesuai dengan jenis perampokannya. Me-
nurut Malik, jika membunuh, maka ia dibunuh dan disalib.

Alasannya bahwa setiap pembunuhan, maka hukumannya dibunuh®

4. Perbandingan antara Sirgahdan Hiribah

Perbandingan antara sirgah (pencurian) dan hidi bah (peram-
pokan) menurut ‘Audah adalah perampokan dapat digolongkan
kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti Aagigi,
melainkan dalam arti majazi Secara hakiki pencurian adalah
pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan
perampokan adalah pengambilan harta secara paksa, terang-terangan
dan dengan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat
unsur diam-diam, jika dikaitkan kepada penguasa atau petugas
keamanan. Ini yang menjadi alasan bahwa perampokan juga bisa
disebut pencurian besar (sigah al-kubri), sedangkan pencurian yang
dilakukan secara diam-diam yang disebut sirgah (sirgah as-sugri).

Kemudian menurut z/ama’ Hanafiyyah, hiribah disbut juga
dengan “G,Ul «5” (perampasan di jalan), karena tindak pidana

8 Ibid., hlm. 533.
% Ibid. hlm. 525.
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perampokan selalu dilakukan dengan memotong jalan orang yang

lewat.'
5. Sejarah Jarimah al-Hiribah

Jarimah alhirabah ini termasuk tindak pidana yang berlaku
surut, atinya ketika tindak pidana itu dilakukan sebelum ada hu-
kuman bagi tindak pidana tersebut, sehingga hukuman ditetapkan
setelah turunya QS. al-Maidah (5): 33.

Menurut Hanafi sebab-sebab turunnya adalah menurut riwayat
yang kuat dan yang dipegangioleh kebanyakan fiigaha ’bahwa ayat
tersebut turun berkenaan dengan peristiwa orang-orang dari ‘Urainah
yang tidak kerasan tinggal di Madinah. Kemudian Rasulullah saw.
mengirimkan unta-unta kepada mereka dan menyuruh mereka untuk
minum air susu dan air kencing unta tersebut sebagi obat. Pergilah
mereka, tetapi setelah datang waktu pagi mereka membunuh
penggembalanya dan membawa lari unta-untanya Maka Rasulullah
saw. memerintahkan untuk mengejar mereka untuk ditangkap. Lalu
turunlah QS. al-Maidah (5): 33, kemudian mereka dijatuhi hukuman
sebagaimana yang ditunjukkan ayat tersebut. Penjatuhan hukuman
tentunya untuk kepentingan umum yang menghendaki adanya
kekuatan hukum yang berlaku surut, sebagaimana ayat tentang
hukuman bagi jarimah al-qazaf dalam QS. an-Nur (24): 4. Hal ini
dikarenakan bahwa tindakan orang-orang Urainah tersebut sangat
keji, jika tidak diambil tindakan tegas, maka penghinaan terhadap
kaum Muslimin dan sistem masyarakat baru yang berdasarkan Islam

10 Al-Kasani, 1996, Kitib Bada’i as —Sana’i fi Tartib asy-Syai‘, Juz VII,
Beirit-Libanon: Dar al-Fikr,hlm. 135.
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akan terganggu, serta kerusuhan-kerusuhan akan merajalela di mana-

mana.”

Akan tetapi, menurut al-‘Asymawi bahwa sebab-scbab
turunnya ayat tersebut adalah Nabi Muhammad Saw. telah
memotong tangan dan kaki kepada penjahat yang telah membunuh
penggembalakambing dan mencuri kambing yang digembalakannya,
kemudian Nabi mencongkel matanya dengan besi panas. Jadi, ayat
tersebut turun untuk menjelaskan hukuman yang tidak sama dengan
hukuman yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad saw.'*

Menurut al-‘Asymawi selanjutnya bahwa ayat tersebut itu
untuk menetapkan hukuman bagi orang-orang yang memerangi
agama Allah dan diri Rasul-Nya. Jadi, ayat tersebut adalah termasuk
beberapa ayat yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad saw. dan
hanya Nabilah yang berhak untuk menetapkan hukuman kepada
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi,
pada kenyataannya pemahaman dalam figh telah berjalan sesuai
dengan maksud (7%¢ibar) ayat tersebut dengan memberlakukan
hukuman bagi orang-orang yang memerangi umat Islam, para
perampok dan orang-orang yang disamakan dengannya Terjadi
kekeliruan yang sangat mendasar dalam memahami makna syari’ at,
dimana setelah itu hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat al-Qur’an
dan Hadis, diperluas lagi pada hasil jtiad para fuqaha. Padahal,
konteks ayat tersebut, hukuman itu khusus bagi orang-orang yang
memerangi diri Nabi Muhammad saw. dan agama Allah swt.
sehingga teks tersebut bersifat temporal.”?

""Hanafi, Ahmad, 1993, Asas-Asas Hukum Pidanalslam, op cit, hlm.85-86.
12 Al-* Asymawi, 2012, Ugi/ asy-Syait ‘ah, op cit,hlm. 143.
13 Ibid ,hIm. 144-145.
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Mengenai pemyataan al-‘Asymawi di atas, penulis tidak
sependapat bahwa QS. al-Maidah (5): 33 hanya ditujukan kepada
Nabi Muhammad saw. secara khusus, akan tetapi juga kepada wu/i/
amri (pemerintah) setelahnya. Memang pada saat Nabi Muhammad
saw. masih hidup, beliaulah yang berhak untuk menentukan hu-
kumannya, apalagi pada saat itu beliau juga menjadi kepala
pemerintahan Madinah, tetapi setelah beliau wafat, maka tugas
kewenangannya ada pada pemerintah, sebagaimana yang ditunjuk-
kan dalam QS. an-Nisa’ (4):59;
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu ber-
lainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Depag R,
1971:128)

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk tunduk
kepada Allah, Rasul dan u/i/ amri Pembangkangan terhadap uli/
amri (pemerintah) yang sudah disepakati keabsahannya merupakan
suatu pengingkaran terhadap pemerintah yang termasuk kategori
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tindak pidana. Hal ini sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh hadis
riwayat Muslim yang diriwayatkan dari ‘ Arfajah.'*

Berbeda dengan An-Na'im yang menjelaskan bahwa /uid bah
hanya pemberontakan bersenjata yang mengancam struktur masya-
rakat dan keamanan Negara yang menuntut penggunaan kekerasan.
Sedangkan masalah khusus yang menyangkut pembunuhan dan
melukai anggota badan, mungkin hanya dihukum dengan hukuman
Jimiyat (qisis-diyat). Sementara memaksa untuk mengambil harta
orang lain, mungkin hanya dihukum dengan hukuman ¢azr; karena
ia tidak termasuk hadd as-sigah, sebagaimana didefinisikan oleh
para fugahi ’"

Dengan membatasi definisi pelanggaran fadd dalam ayat ter-
sebut hanya pada pemberontakan dengan kekerasan dan tidak untuk
pembelotan politik tanpa kekerasan yang pasif. Kata kunci dalam
QS. a-Maidah (5): 33 adalah kata "0s,2" (memerangi), schingga
dengan jelas menunjuk pemberontakan bersenjata dengan kekerasan
dari pada arti pembelotan politik secara damai atau sebagai oposisi
politik.

Jika merujuk juga kepada ruang lingkup yang luas dari term
2 3 1s (membuat kerusakan di bumi) yang ditunjukkan dalam
ayat tersebut, maka akan membuka jalan kearah penafsiran yang
sangat luas dan opresif, jika digunakan sebagai kategori tersendiri
yang terpisah dari penggunaan kekerasan. Tentunya jika akan
diterapkan sebagai jaimah hudid, maka harus mempertimbangkan

" Muslim, a-Imam Abi alHusain Muslim bin a-Hajjg a-Qusyair an-
Naisabui, 1983, Safih Musi/im, Juz 111, gp cit,hlm. 1480.
'S An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari ‘ah: op cit,hlm.210.
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kondisi politik dan sosiologis tempat tindak pidana tersebut akan
diterapkan.'®

Oleh karena itu, pendefinisain Airabah harus jelas dan tegas,
apakah sekedar kejahatan atas harta dengan kekerasan terhadap
korbannya, ataukah memang merupakan kejahatan politik, seperti
pengacau keamanan (terorisme), pembelotan tentara, perang
saudara, penggulingan kekuasaan (suksesi), dan konflik berskala
besar dengan hilangnya bany ak biaya atau pengrusakan harta benda.

6. Persamaan dan Pertbedaan a/-Hirdbahdan al-Bagyu

Tampaknya An-Na’im justru menyamakan antara fidbah
(perampokan) yang ditunjukkan oleh QS. al-Maidah (5): 33 dengan
al-bagyu (pemberontakan bersenjata) yang ditunjukkan oleh QS. al-
Hujurat (49): 9. Dengan alasan, al-bagyu (pemberontakan bersenjata)
yang ditunjukkan di dalam QS. al-Hujurat (49): 9 tidak jelas kriteria
hukumannya, maka keberadaan (independen) hadd al-bagyu diragu-
kan, jika masuk kategori jarimah hudiid, sehingga lebih tepat jika
Jarimah al-bagyu dikategorikan menjadi satu dalam jarimah al-
hirabah yang secara jelas hukumannya disebutkan di dalam QS. al-
Maidah (5): 33. Hal ini sebagaimana pendapat An-Na’im hanya
membeatasi tindak pidana (jaimah hudid) yang secara khusus hu-
kumannya disebutkan di dalam al-Qur’ an, yakni az-zima, algazaf, as-
sirqah, dan al-hirabah."”

Ini berarti bahwa janmah al-bagyu, asy-syurbu dan ar-riddah,
tidak termasuk kategori jarimah hudi d karena hukuman bagi ketiga

16 Jpid., him. 2102 12.
7 Ibid.,him. 206.
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Jarimah tersebut tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Qur’ an.
Hal ini menurut An-Na’im untuk membatasi tingkat kekejaman hu-
kuman yang ditentukan secara ekstrem dan konsekuensi-konsekuensi
politik negatif dalam pelaksanaannya.'®

Mengenai arti dan definisi athia bahyang disamakan al-bagyu
menurut An-Na’tm penulis juga kurang sependapat. Hal ini disebab-
kan antara perampokan (alhirabah) dan pemberontakan (al-bagyu,
memang terdapat beberapa kesamaan, tetapi ada perbedaannya. Ke-
samaannya adalah keduanya sama-sama memerangi Allah dan
Rasul-Nya. Perbedaannya adalah jika perampokan ialah tindakan
memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (¢a’wi),
melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan
mengganggu keamanan. Sedangkan pemberontakan adalah tindakan
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga, tetapi dengan meng-
gunakan alasan (fa’wil). Alasan tersebut biasanya bersifat politis,
sehingga tindakan yang dilakukannya bukan hanya sekedar menga-
cau dan mengganggu keamanan semata melainkan tindakan yang
tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan (suksesi) atau men-
jatuhkan pemerintahan yang sah.'” Akan tetapi, penulis sependapat
dengan An-Na’Tm mengenai hukuman bagi pelaku pemberontakan
(al-bagyu) yang disamakan dengan hukuman bagi perampokan (a/-
hirabah), sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. al-Maidah (5):
33, karena dalam QS. al-Hujurat (24): 9 yang telah dijadikan dasar
oleh ‘Audah tidak menunjukkan hukumannya secara pasti, meskipun
‘Audah juga mendasarkan hukumannya kepada HadiS riwayat

8 Ibid., hlm. 205206.

1 Muslich, Ahmad Wardi, 2005, Hukum Pidana Ilam, Jakarta: Sinar Grafika
Offset,hlm. 106.
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Muslim yang menunjukkan bahwa hukuman bagi pemberontak
adalah dibunuh (hukuman mati).>’

Dengan demikian, menurut penulis atbggyu adalah tidak
termasuk dalam kategori jarimah hudiid, tetapi sebaiknya masuk ka-
tegori jaiimah ta zr yakni tindak pidana yang menjadi kewenangan
penguasa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Muslim.
Karena sebab itulah menurut An-Na’im jarimah al-bagyu diragukan
keberadaannya sebagai salah satukategori jarimah hudid.

7. Hikmah Hukuman Penyamun/Perampok

Menurut al-Jarjawl hikmah hukuman bagi perampok adalah
perampok lebih berbahaya daripada pencuri, karena ia menggunakan
kekuatan dalam melakukan perampokan yang tidak mungkin dapat
dihadapioleh para pedagang *'

Pada dasamya, perampok adalah orang yang mengingkari nik-
mat Allah, karena ia telah diberikan kekuatan dan kesehatan yang
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seorang perampok juga jauh
lebih berbahaya daripada seorang yang melakukan pembunuhan
sengaja, karena bagi seorang pembunuh ia melakukan pembunuhan
untuk balas dendam, tetapi berbeda dengan perampok, ketika ia
keluar rumah sudah berniat untuk sengaja membunuh dan merampas
harta sekaligus.

2 Muslim, a-Imam Abi al-Husain Muslim bin a-Hajja a-Qusyairi an-
Naisabui, 1983, Safih Musiim, Juz 111, gp cit,hlm. 1480.
21 Al-Jarjawi, Syaikh ‘Al Ahmad, 1997, Hikmah at-Tasyi ¢ op cit,hlm. 201 .
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Dari beberapa kejahatan itulah, Allah menentukan hukuman
yang bermacam-macam sesuai dengan tingkatan kejahatan yang
dilakukannnya, sebagaimanapenjelasan tersebut di atas.

Hikmah hukuman mati bagi pemberontak menurut al-Jarjawi
adalah kelompok pemberontak sebagai manusia yang paling buruk
dalam suatu bangsa atau umat. Karena di bumi ini mereka telah me-
lakukan berbagai kerusakan, ia telah merusak sistem Negara, menye-
barkan fitnah dan membuat makar, tanpa didasarkan kepada kebe-
naran, karena tujuan utama mereka hanyalah membuat keonaran
suasana, menebar finah dan kecemasan demi mengambil

keuntungan **

Menurut hukum syari dalam menangani para pembangkang
adalah sebelum dilakukan penyerangan, imam (penguasa) mengajak
mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Jika mereka mau
menerima ajakan imam, berarti ia telah mendapat hidayah dari
Allah. Kemudian, jika ia tidak mau, maka imam wajib memerangi
mereka sampai mereka mau kembali perintah Allah dan Rasul-Nya.
Hal ini sebagaimana QS. al-Hujurat (49): 9.

Apabila imam memerangi mereka dan berhasil mengalahkan
mereka sampai lari tunggang langgang, tetapi mereka masih
mempunyai sekutu, maka para sekutunya wajib juga diperangi agar
mereka tidak mempunyai perlindungan.

Adapun para pemberontak yang berhasil ditangkap, maka
keputusannya diserahkan kepada hakim, hakim bebas memilih
membunuh mereka atau hanya ditawan saja. Termasuk harta benda
mereka dapat digunakan untuk menyerang mereka. Tetapi, jika
mereka tidak mempunyai sekutu, makatawanan tersebut tidak perlu

2 1bid.,him. 209211.
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dibunuh. Kemudian, bagi pemberontak yang terbunuh, maka mereka
tidak perlu disalatkan, hanya mereka tetap dimandikan, dikafani dan
dikuburkan. Semua perlakuan ini merupakan keharusan bagi setiap

manusiayang mati’?
8. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman ( Hadd) Hirtbah

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (Aadd) hirabah
adalah;
1) Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (/Aadd)
hirabah adalah sama dengan saddpencurian;
a) Orang yang menjadi korban perampokan tidak mem-
percayai pengakuan perampokan atas perbuatannya.
b) Pelaku perampokan menarik kembali pengakuannya.
c¢) Orangyang menjadi korban perampokan tidak mem-
percayai para saksi.
d) Pelaku perampokan berusaha memiliki barang yang

dirampoknya secara sah sebelum perkaranya dibawa
ke pengadilan.

2) Taubat.
Pelaku perampokan bertaubat sebelum mereka
ditangkap oleh pihak penguasa, sebagaimana QS. al-
Maidah (5): 34

B Ibid.
2 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jinat, Jilid I1, op cit., hlm. 543.
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BAB VI
JARIMAH AL-BAGYU

1. Pengertian a/-Bagyu(Pemberontakan)

Menurut pendapat Hanafiyyah bahwa pengertian al-bagyu
adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang benar
(sah) dengan cara yang tidak benar.'

Menurut pendapat Malikiyyah bahwa pengertian al-bagyu
adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinan-
nya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan,
bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan (za ‘wi)).

Menurut pendapat Syafi’lyyah dan Hanabilah bahwa pengertian
al-bagyu adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan
pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepada imam (pemimpin)
dengan menggunakan alasan (ta ‘wi/)yang tidak benar’

2. Unsur-unsur a/-Bagyu (Pemberontakan)

Unsur-unsur aFbagyu (pemberontakan) ada tiga macam, yaitu;

! Ibid,,him. 553.
2 Ibid.
3 Ibid, hlm. 554.
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1)
2)
3)

Pembangkangan terhadap imam (pemimpin);
Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan; dan
Adanya niat melawan hukum.*

Unsur pertama; keluar (pembangkangan) terhadap imam (pe-

mimpin) adalah menentang kepala Negara dan berupaya untuk

menggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban

sebagai warga Negara, seperti; tidak membayar pajak (zakat), dan

penolakan untuk melaksanakan putusan hakim.

Untuk pembentukan imimah atau kepala Negara yang diakui

eksistensinya,dapat ditetapkan dengan 4 (empat) cara, yaitu;

1)

2)

3)

4)

Dengan cara pemilihan oleh “ia)y JU1 LT dari kelompok
ulama’ dan figaha’, seperti pengangkatan Abl Bakar se-
bagai khalifah.

Dengan penunjukan langsung oleh imam sebelumnya, se-
perti penunjukan oleh khalifah Abii Bakar terhadap ‘Umar.

Imam yang sebelumnya membentuk majelis permusya-
waratan tethadap orang-orang tertentu untuk memilih
imam yang baru, seperti yang dilakukan oleh khalifah
‘Umar yang menunjuk 6 (enam) orang sahabat, kemudian
terpilihlah ‘USman bin ¢ Affan.

Dengan cara kudeta atau perebutan kekuasaan yang di-
umumkan kepada rakyat, lalu rakyat mengakuinya sebagai
pemerintah yang sah, seperti yang dilakukan oleh ‘ Abd al-
Malik bin Marwan yang menggulingkan Ibnu al-Zubair,
rakyat mengakuinya sebagai imam.

Unsur kedua; keluar (pembangkangan) yang dilakukan dengan
kekuatan. Menurut Imam Malik, asy-Syafi’t, Ahmad, dan Zahiriyyah
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bahwa pemberontakan dimulai sejak digunakannya kekuatan secara
nyata Tetapi menurut Abl Hanifah bahwa pemberontakan itu di-
mulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan
maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam .’

Unsur ketjga; adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi,
jika sescorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuh-
kan imam, ia tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan

kewajibannya.’
3. Dasar Hukuman bagi Pemberontakan (a/-Bagyu)

Dasar hukum pemberontakan (albagyu) berdasarkan QS. al-
Hujurat (49): 9:

7//(‘ P

U L.a.r.u‘y;l.pb l}.\:.:J\ d\...»).a.” o QL_&L:Uo QJ
eT/ -

Jis G @uujbwd}ya&w;;\
sl Y 1~,L.;;T’3 JAl T T /1.;@ Sl o

z
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> 32
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NS

I(

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu ber-
perang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lam, hendaklah
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut
kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikan-
lah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu

5 Ibid., hlm. 566.
8 Ibid., hlm. 573.

Jarimah Hudud | 91



berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil.

Adapun hukuman pemberontakan (al-bagyu) adalah didamai-

kan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran, sebagai-
mana QS. al-Hujurat (49): 9 di atas, sedangkan sanksi yang berupa
dibunuh menurut ‘ Audah,” berdasarkan dari Had1s riwayat Muslim:

Gy ) pSlas iy Oy oty o) o meds oS4l WSTU

Sosksl (Sela
Dari ‘Arfajah berkata;, Saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda: “Barangsiapa yang datang kepadamu sedangkan

kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin untuk memecah
belah kelompokmu, maka bunuhlah ia’’

Had1s senada juga riwayat Muslim dari ‘ Arfajah;

i 0w &) Uk ey ale B o B g, car

ey 51,26 w2y W) oda W13 4 0T e . lin g
PO e LS

Saya (‘Arfajah) mendegar Rasulullah saw. bersabda: “Sesung-

guhnya nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barangsigpa yang
berkehendak untuk memecah belah perkara umat ini, yaitu yang

7 Ibid.,hIm. 552.
8 Muslim, al-Inam Abi al-Husan Muslim bin al-Hajjg al-Qusyaifi an-

Naisabui, 1983, Safih Musiim, Juz 111, gp cit,hlm.1480.
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sudah disepakati, maka pukullah (bunuhlah) ia dengan pedang
dimanapun iaberada’.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa al-bagyu (pembe-
rontakan) tidak termasuk kategori jarimah hudid. Alasannya, al-
bagyu (pemberontakan) dalam QS. al-Hujurat (49): 9, tidak jelas kri-
teria hukumannya. Dengan demikian, keberadaan hadd al-bagyu
diragukan, jika dimasukkan kategori jarimah hudid Oleh karena itu,
lebih tepat, jika al-bagyu hukumannya dimasukkkan dalam jarimah
al-hirabah yang secara jelas disebutkan di dalam QS. al-Maidah (5):
33, schingga sanksi (hukuman) bagi pelaku pemberontakan (a/-
bagyu) disamakan dengan sanksi bagi perampokan ( a/-hirabah).

Dalam QS. al-Hujurat (24): 9 yang dijadikan dasar oleh ‘ Audah
tidak menunjukkan sanksinya secara pasti. ‘Audah mendasarkan
sanksinya kepada Had1s riwayat Muslim tersebut di atas, yaitu orang
yang memecah belah kelompok, bunuhlah ia Jika dicermati, eksis-
tensi HadTs tersebut tidak jelas, apakah yang dimaksud itu bagi pem-
berontak ataukah bagi tindak pidana lain, seperti premeanisme.
Mengingat bahwa definisi pemberontakan adalah tindakan yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan alasan (_Ls0).
Alasan tersebut biasanya bersifat politis, sehingga tindakan yang
dilakukannya bukan hanya sekedar mengacau dan mengganggu
keamanan semata, melainkan tindakan yang tujuannya adalah
mengambil alih kekuasaan  (subversi) atau menjatuhkan
pemerintahan yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa albagyu (pem-
berontakan) lebih tepat dikategorikan kepada akjaimah as-sivasah
(tindak pidana politik), sebagaimana diakui ‘Audah yang men-
definiskan atbagyu adalah orang-orang yang memberontak kepada

imam (penguasa Negara) berdasarkan alasan (Zz2’wil) tertentu dan
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mempunyai kekuatan tertentu. Atau segolongan kaum muslimin
yang menentang (melawan) penguasa Negara tertinggi (ak-imam al-
a‘z7im) atau wakilnya, karena dua hal, yaitu; perfama, tidak mau
melaksanakan kewajiban, seperti membayar zakat atau tidak mau
menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi, dan kedua,
hendak mencopot penguasa tertinggi, karena dipandang telah me-

nyelewengkan kekuasaan.'’

Dengan demikian, tindak pidana pemberontakan menjadi ke-
wenangan pemerintah (z/il anri), sehingga lebih tepat jika al-bagyu
masuk dalam kategori jarimah ta’r.

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberontakan

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana
maupun perdata berbeda-beda disesuaikan dengan perbedaan kondisi
tindak pidananya.

1) Pertanggungjawaban sebelum penggunaan kekuatan (4Jl)

dan sesudahnya

Semua tindak pidana yang dilakukan sebelum dan
sesudah pertempuran, baik perdata maupun pidana diang-
gap sebagai pelaku tindak pidana biasa. Maksudnya adalah
ia dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan,
contohnya, jika ia membunuh, maka dibunuh (gisas), atau
jika iamencuri, maka ia dipotong tangannya, dan sebagai-
nya.

2) Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat peng-

gunaan kekuatan (&),

10<Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jindi, Jilid 1, op cit.,him. 85.
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Tindak pidana yang terjadi pada saat terjadinya pem-
berontakan dan pertempuran, ada dua macam, yaitu;
a) Yang berkaitan langsung dengan pemberont akan
Yang berkaitan langsung dengan
pemberontakan,  seperti  merusak  jembatan,
mengebom gedung pemerintahan, membunuh
pejabat, ssmuanya itu dihukum sebagai tindak pidana
pemberontakan, yaitu hukuman mati, jika tidak ada
pengampunan (amnest)). Caranya, dengan melakukan
penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan
pemberontakan dan melumpuh-kannya  Apabila
mereka telah menyerah, maka penumpasan harus
dihentikan, dan  pemerintah  berhak  untuk
mengampuni mereka, atau menghukum mereka

dengan hukuman ¢a’zr.

Hukuman ketika dalam situasi perang adalah
diperangi atau ditumpas, meskipun mereka terluka
atau terbunuh, tidak dianggap sebagai hukuman,
melainkan suatu upaya represif untuk mencegah dan
menindas pemberontak, serta bertujuan untuk menya-
darkan mereka kepada sikap taat dan patuh kepada
pemerintahan yang sah. Para u/ama’ sepakat bahwa
jika situasi perang telah selesai, maka pertempuran
dan pembunuhan harus dihentikan dan para pem-
berontak harus dijamin keselamatannya.''

b) Yang tidak berkaitan langsung dengan pem-
berontakan

W 1bid,, Jilid 11, him. 574.
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Segala tindak pidana yang terjadi pada saat per-
tempuran, tidak berkaitan dengan pemberontakan,
seperti minum minuman keras, berzina adalah
dianggap sebagai tindak pidana biasa, dan pelakunya
dihukum sebagai dengan hukuman fudid.

Sedangkan pertanggungjawaban perdata bagi
pemberontak tidak ada, seperti merusak jembatan,
bangunan dan menghancurkan asset-aset Negara, te-
tapijika perusakan harta yang tidak berkaitan dengan
pemberontakan, seperti harta kekayaan individu,
maka mereka tetap bertanggungjawab dan wajib
untuk menggantinya, menurut Abi#i Hanifah dan
Syafi’tyyah."
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BAB VII
JARIMAH AR-RIDDAH

1. Pengertian ar-Riddah (Kelvar dari Islam/Murtad)

Pengertian ar-riddah ialah kembali (keluar) dari agama Islam
atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan,

perbuatan, maupun keyakinan.

2. Unsur-unsur ar-Riddah

Unsur-unsur arriddah ada 2 macam, yaitu;

1) Kembali(keluar)dariIslam; dan
2) Adanyaniat melawan hukum.

Unsur pertama; pengertian kembali (keluar) dari Islam adalah
meninggalkan agama Islam yang diyakininya. Keluar dari Islam itu
dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu;

1) Dengan perbuatan; dan

2) Dengan perkataan.

3) Dengan keyakinan.'

Y 1bid., Jilid 11, him. 758.
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Menurut ‘ Audah bahwa orang yang tidak mau menerapkan atau
menolak untuk menerapkan hukum dengan menggunakan syari’at
Islam adalah sudah menjadi kafir, sebagaimana perny ataanny a;

Di antara contoh yang jelas tentang kufur karena penolakan
pada masa sekarang ini adalah penolakan untuk menerapkan hukum
dengan menggunakan syar7 atIslam, dan menerapkan hukum positif
sebagai penggantinya. Pada prinsipnya menurut agama Islam, mene-
tapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah hukumnya
wajib, sedangkan menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan
oleh Allah hukumnya haram. Nas-nas al-Qur'an sangat jelas dan
tegas dalam masalah ini. Allah SWT., berfirman: “Tidak ada hukum,
kecuali dari Allah™ dalam QS. Yusuf (12): 40. Juga Allah berfirman:
“Dan barangsiapa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
fasig’ dalam QS. al-Maidah (5): 47. Juga Allah berfiman: “Dan
barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim” dalam QS. al-Maidah (5): 45. Juga Allah berfirman: “Dan
barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
kafir’ dalam QS. al-Maidah (5): 44).

Lebih lanjut, ‘Audah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan
(sepakat) di antara para fugahi’ dan wlama’ bahwa setiap
perundang-undangan yang bertentangan dengan syaiat Islam,
hukumnya adalah batal dan tidak wajib ditaati Demikian juga,
orang-orang yang terlibat dalam pembuatan undang-undang, maka
dapat disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat
tersebut, yaitu; kafir, Zalim dan fasig. Dengan demikian, orang-orang
yang tidak mau melaksanakan hukuman Audid, seperti potong
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tangan untuk pencurian, jilid untuk zina, disertai dengan keyakinan
bahwa hukuman yang lain lebih baik dan lebih utama, maka ia dapat
dikategorikan kafir. Apabila alasannya bukan karena ingkar, maka ia

termasuk Za/im, atau minimal fasig’

Unsur kedua; Adanyaniat melawan hukum (kesengajaan). Me-
nurut imam asy-Syafi’1 bahwa pelakunya harus berniat melakukan
kekufuran, dan tidak cukup dengan perbuatan atau ucapan yang
mengandung kekufuran semata. Alasannya adalah berdasarkan
Had® riwayat al-Bukharf:

o JSU ULy 2l JlesW ¥ el 15 ooy ade )

sl

Saya mendengar ‘Umar bin al-Khattab r.a. beipidato, ia berka-
ta: sava mendengar Nabi saw. bersabda: “Wahai manusia se-
sungguhnya perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan se-
sungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. .. “

Menurut Imam Malik, Abi Hanifah, dan SyTah Zaidiyyah
bahwa untuk terwujudnya riddah cukup dengan ucapan yang menun-
jukkan kekafiran, tidak perlu adanya niat kufur. Justru Abii Hanifah
dan Ahmad bahwa perbuatan dan ucapan yang main-main juga dapat
mengakibatkan kekafiran, jika mengandung arti kufur, dan ia

* Ibid., Jilid I, hlm. 582.
3 AlBukhan al-Ja’ fy, Imam A b1 ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘Tl Ibn Ibrahim
bin al-MugTrah bin Bardzabah, 1992, S /i hal-Bukhari, Juz VII, op cit, hlm. 385.
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mempunyai kebebasan, dan ia mengetahui arti ucapan dan per-

buatannya itu.’

3.

QS.

Dasar Hukuman untuk Jarimah Ar-Riddah
Dasar hukum ar-riddah menurut ‘Audah adalah berdasarkan
al-Bagarah (2): 217;

> - s 7 L2 s e -l
b e STV RPN L VU W

L Py

ST L sl LT 52N BT 3 aghadl Shas
-~ 4 7 “ 9}
Zosde> Lgd fa

Barangsigpa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu
dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia
amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni
neraka, merekakekal di dalamnya (Depag RI, 1971:53)

Dan berdasarkan Had riwayat al-BukharT:
% osk3l ays JUuy oy :V'l""

Dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Ba-
rangsigpa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia’:

Had1s di atas diperkuat hadis riwayat Muslim:

* <Audah, ‘ Abd al-Qadir,2011, Ax-Tasyi “al-Jindt, Jilid 11, op cit, hlm. 590-591.
> Al-Bukhar al-Ja’fy, Imam Abi ‘ Abdilldh Muhammad bin Isma‘1l Ton Ibrahim

bin al-MugTrah bin Bardzabah, 1992, Safih al-Bukhait,Juz V11, op cit,hlm. 372.
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Dari ‘Abdillih berkata: Rasiilullih saw. bersabda: “Tidak halal
darah seorang muslin, kecuali karena tiga perkara; orang yang
muhshan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia
harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya
(murtad) dan berpisah dari jamaahnya’

4. Hukuman untuk Jarinah ar-Riddah

Berdasarkan QS. al-Bagarah (2): 217 dan al-Sunnah di atas, me-
nurut ‘Audah hukuman untuk riddah ada 3 macam, yaitu;
1) Hukuman mati sebagaihukuman pokok.

Hukuman pokoknya yaitu hukuman mati yang berlaku
umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun
perempuan, tua maupun muda berdasarkan Hadi$ riwayat al-
BukharT dari Ibnu “ Abbas di atas.

Menurut Ab@i Hanifah bahwa perempuan dan anak
mumayyiz tidak dihukum mati karena murtad, tetapi dipaksa
kembali kepada Islam, jika tidak mau, maka tetap dipenjara
sampai bertaubat atau sampai mati Alasannya adalah
Rasulullah saw. melarang membunuh wanita kafir asli. Akan te-
tapi menurut Malik, anak mumayyiz yang murtad harus di-
hukum bunuh, jika ia murtad setelah balig)

6 Muslim, al-Imim Abi alHusain Muslim bin al-Hajjg al-Qusyaifi an-
Naisabui, 1983, Safih Muslim, Juz1Il,0p cit, hlm. 1302-1303.
7 <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jindi, Jilid I1, op cit., hlm. 591.
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2) Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk riddah berlaku dua keadaan, yaitu;

a) Jika hukuman pokok gugur karena taubat, maka hakim
menggantinya dengan hukuman #a’ziryang sesuai dengan
keadaan perbuatan pelaku, seperti hukuman cambuk, atau
penjara, ataudenda, atau cukup dipermalukan (i 59).

b) Jika hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pen-
dapat Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati
bagi wanita dan anak-anak, maka ia dipenjara dengan masa
yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali
ke agama Islam®

3) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada riddah ada

dua macam, yaitu;

a) Penyitaan atau perampasan harta

Menurut imam Malik, Syafi’1dan Ahmad bahwa jika

orang murtad mati atau dibunuh, maka hartanya menjadi
milik bersama (disita Negara) dan tidak boleh diwariskan
oleh siapapun, berdasarkan had® riwayat al-BukharT:

Pl S Yy B &Y e

Dari Usimah b Zaid r.a, bahwa Nabi saw. bersabda:
“Orang muslim tidak dapat mewarisi hartaorang kafir, dan
orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim

¥ Ibid., Jilid 11,h1m. 597.
? AlBukhan al-Ja’ fy, Imam A b1  Abdillah Muhammad bin Isma‘Tl Ibn Ibrahim
bin al-MugTrah bin Bardzabah, 1992, Sahih al-Bukhari, Juz VI, o0p cit,him. 322.
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b) Berkurangnya untuk melakukan fasarrii £

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk
memiliki sesuatu dengan cara apapun, kecuali warisan,
tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk men-
tasarrufFkan hartanya, baik yang diperoleh sebelum murtad
maupun sesudahnya, seperti menjual barang, tidak berlaku
(343L) melainkan ditangguhkan keabsahannya (_is+) sam-
pai ia kembali ke agama Islam."

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan ‘ Audah adalah
tidak tepat. Alasannya, dasar hukuman ar-riddah berdasarkan Hadis
yang diriwayatkan dari ‘Tkrimah maula Ibnu ‘Abbas tersebut
menurut Taha Jabir al-* Alwani, tidak depat digunakan sebagai Aujjah
(dalil) karena hadis tersebut daifyang tergolong mursal'’ Dan me-
nurut Ahmad Darodji, HadiS mursal yaitu HadiS yang gugur dari
akhir sanadnya seorang setelah tabi’m, sehingga tidak dapat di-
gunakan sebagi Aujjah.?

Justru Imam al-BukharT membahasnya dalam bab pertaubatan
kaum murtad dan pelaku kriminal, meskipun pembahasan ayat-ayat
al-Qur'an sebelumnya berkaitan dengan muwrfad keyakinan bukan
murtad karena peperangan, perbuatan kriminal atau pem-

berontakan."?

19« Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, Ar-Tasyri* al-Jinaz, Jilid I1, op cit., hlm. 599.

""" Al-<Alwani, Thaha Jabir, 2006, i Jkrah f ad-Din, tkp.: asy-Syarwah ad-
Dauliyah, him. 133.

12 Darodji, Ahmad, dkk, 1986, Pengantar lmu Hadits, Semarang: 1AIN
Walisongo, him. 138.

3 Al-Bukhai d-Ja’fy, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin kma Ibn
Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, 1992, Safi h al-Bukha i, juz VIIL, o0p cit, him.
370-372.
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Menurut Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud mengganti atau me-
nukar agamanya adalah dalam hal zahir; yaitu murtadyang berkaitan
dengan pembelotan kepada orang-orang kafir dalam peperangan
bukan murtad dalam batin semata'*

Jadi, menurut penulis murtad yang bisa dijatuhi hukuman mati
adalah murtad yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang-
orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murfad dalam
keyakinan semata, karena hal itu bertentangan dengan keumuman
ayat “la ikraha fi ad-din” dalam QS. al-Baqarah (2): 256.

Dengan demikian, pada masa sekarang sudah tidak sesuai lagi,
jika ar-riddah (murtad) masuk dalam kategori tindak pidana
(jaimah) dalam hukum pidana Islam, apalagi masuk kategori
Jarimah hudi dyang menjadi hak Allah (publik), karena bertentangan
dengan nilai-nilai al-Qur’an yang menjelaskan mengenai kebebasan
beragama yang sudah menjadi hak asasi manusia yang ditetapkan

oleh piagam intemasional maupun teks perundang-undangan negara.
5. Sejarah Jarimah ar-Riddah

Perlu diketahui mengenai setting sosial pada pada Nabi
Muhammad sebagai kepala Negara Madinah dan pada masa
sesudahnya, yaitu khulafa ar-wisyidn sampai abad pertengahan
bahwa dasar-dasar Negara (khususnya Negara Timur Tengah dan
Eropa) tidak sama dengan dasar-dasar Negara pada zaman modem
sekarang ini. Pada abad pertengahan pemikiran mengenai hal-hal
kenegaraan sangat terbatas dan yang dijadikan dasar-dasar Negara
pada saat itu adalah agama yang dipeluknya.

' IbnuHgjar al-* AsqalanT, 2000, Fath al-Bart Syaih Sahih al-Bukhart,Juz VII,
loc cit, him.336-337.
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Dengan demikian, Islam merupakan sebuah identitas nasio-
nalisme dinegara-negara Timur Tengah, sehingga Islam merupakan
symbol Negara di Timur Tengah, sedangkan Kristen adalah symbol
Negara di Eropa. Orang Islam adalah rakyat dari setiap komunitas
Islam dan merupakan anggota dari setiap jamaahnya, demikian pula
orang Kristen adalah rakyat dari setiap komunitas jamaahnya. Bagi
minoritas keagamaan dalam setiap komunitas akan menerima
perlindungan agama mayoritasnya, misalnya istilah kafir zZimmi
adalah penduduk non Islam dalam negera Islam, tetapi mereka
tunduk pada hukum Islam."

Menurut al- Asymawd, jika dalam pemahaman seperti itu, maka
keluar dari agama Islam mendekati makna melakukan kejahatan
pengkhianatan yang besar ( »k+) ©Ld-1), karena ketika seseorang me-
ninggalkan agamanya, berarti ia telah bergabung dengan agama
musuh yang merupakan musuh Negara Islam.'®

Pemyataan al-‘ Asymawt tersebut sejalan dengan Abu Zahrah
yang mengatakan bahwa Negara Islam berdiri berdasarkan atas
agama Islam, maka barangsiapa keluar dari Islam berarti ia telah
keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara dan ia (murtad)
dapat disamakan dengan melakukan kejahatan pengkhianatan besar
(okea 1LA), yang telah memisahkan agama Islam dan hukum-hu-
kumnya dari Negara Islam, maka berarti ia telah memisahkan hal-hal

yang telah menjadi keharusan (kewajiban)."”

Pemyataan al-‘Asymawi dan Abu Zahrah tersebut itulah me-
nurut penulis alasan yang tepat untuk menerapkan hukuman mati

15 Al- Asymawi, 2012, L&il asy-Syai ‘ah, op cit, hlm. 146.
16 1pid.
17 Z ahrah, al-Imam Muhammad Aba, t.th., a/- ‘Lgibah, op cit,hlm.173.
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bagi orang murtad yang sesuai dengan Had® riwayat al-Bukhari dari
Ibnu ‘ Abbas dan hadis riwayat Muslim dari ‘Abdillah di atas.

Menurut al-‘Asymawi bahwa kedua Hadi$ tersebut Nabi
Muhammad saw. tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan
mengganti agama (fabdi ad-din); apakah ia mengganti agama apa
saja termasuk ia masuk Islam menggantikan agama sebelumnya atau
yang Nabi maksudkan hanya mengganti agama Islam menjadi agama
lainnya. Dalam konteks Hadis tersebut memang makna yang kedua,
sehingga hukuman mati pantas bagi dirinya yang telah keluar dari
agama dan syari’at Islam.'®

Selanjutnya, menurut al-° Asymawibelum ada kepastian bahwa
Nabi Muhammad saw. telah menetapkan hukuman bagi orang
murtad kepada seorangpun. Bahkan di dalam al-Qur’an ada beberapa
ayat yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama, di antaranya;
a. QS. al-Bagarah (2): 62;

bo o

o Tty (ally 13 Tl 1550 e dll O
m ko Jass 2 VTL0 AT Gl

}/’/,’q //5 _)// 9.,{ //
o e Y3 ke O Y5

p
= W }),;

»@-’J:*-'-?F'-"f‘

Sesunggulnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi,
orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabim (orang yang meng-
ikuti syari’at Nabi-nabi terdahulu), sigpa saja diantara mereka
yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan
beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan me-

18 Al-* Asymawi, 2012, L&i/ asy-Syaii ‘ah, op cit, him.147.
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reka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati (Depag Rl 1971 19).

QS. al-Bagarah (2): 256;
P

- . 37 - EE < [ P _
§ sty st i 8y 35 i

P % _ & /}a‘-ﬂ/&'/// _ )
Tl o b U plap

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesung-
guhnya telah jelas jalan yang benar darjpada jalan yang sesat,
karena itu barangsiapa yang igkar kepada tagut (apa saja yang
disembah selian Allah) dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah beipegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui (Depag RI, 1971: 63).

QS. Yinus (10):99:
ﬁ OSSN u;,fxﬁ RPN O AT

) e 1550 G G ol

lel)

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua
orang yang di muka bumi seluruhnya maka apakah kamu
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-
orang yang beriman semuanya ? (Depag RI, 1971 : 322).

QS. akKahfi (18): 29;

T 322 _ .

PR AR ;@wg;;ns)s;
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Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka
barangsiapa yang ingm (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsigpa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir... (Depag RI,
1971:448)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa Allah
swt. telah memberikan kebebasan untuk beragama kepada manusia
dan tidak melakukan pemaksaan atas mereka untuk memeluk agama
Islam. Maksudnya, tidak ada kebaikan suatu apapun bagi seseorang
yang memeluk agama Islam di bawah tekanan ketakutan atau
pemaksaan, tetapi kerugian berada pada sikap ke-mulhidannya
dalam batin yang diluamya ia mengaku beriman.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa jaimah ar-riddah
(murtad) tidak dapat dikategorikan menjadi jaimah hudid. Sebagai-
mana ayat-ayat al-Qur’an telah menjelaskan mengenai kebebasan
beragama dan tidak secara khusus menjelaskan mengenai hukuman
bagi orang yang murtad. Dan pada masa sekarang (modem) ini telah
ditetapkan menjadi hak asasi manusia yang diatur di dalam piagam
intemasional maupun oleh teks undang-undang suatu Negara,
misalnya, UUD 1945 pasal 28E ayat (1):

Setigp orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih peker-
Jjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wi-
layah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, dan
ayat (2); Setigp orang berhak atas kebebasan meyakini keperca-
yaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya.

108 | Hukum Pidana Islam



BAGIAN KEDUA
JARIMAH QISAS-DIYAT






JARIMAH QISAS-DIYAT

Pada bagian kedua ini akan diuraikan jarimah qisis-divatyang
menurut u/ama’ salaf’ di antaranya ‘ Audah mengkategorikan men-
jadi5 (lima) macam, yaitu; akgatl al-‘and, al-qatl syibh al-‘amd, al-
qatl akkhata’, akjarh a- ‘amd, dan akjarh al-khata’.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan jaimah qisis-
diyat..

1. Pengertian Qisis

Qisis dalam bahasa Arab adalah ;Y &%, artinya, menelusuri
jejak," atau (V! =), artinya, pencari jejak.’

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena
orang yang berhak atas gisis mengikuti dan menelusuri tindak pi-
dana terhadap pelaku. Qisis juga diartikan: &L\ artinya, keseim-
bangan dan kesepadanan

! Unais, Ibrehim, etal, t.th. al-Mu jam al-Wasit Juz 11, t.tp: Dar Thya at-Tura$
al-‘Arabr, hlm. 739.

> Munawwir, Ahmad Warstin, 1997, al-Munawwir,op cit, hlm. 1126.

3 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Figh al-lslani wa Adilatuhu, Juz VII,
Damaskus: Dar al-Fikr,hlm. 5661 .
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Dari pengertian kedua inilah, kemudian diambil pengertian
qgisis menurut istilah. Menurut istilah, gisis ialah memberikan
balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh

U say b e U a5l
Ibrahim Unais memberikan definisi berikut ini;
e oo gl e w3y OF s oladl
Qisas yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama
seperti gpa yang dilakukanya

Sedangkan menurut Abii Zahrah, gisis adalah memberikan hu-
kuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap
korban

2. Dasar Hukuman Qisas

Hukuman gigisdisyari’atkan berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah
dan [jma’.
a) Qisasberdasarkan al-Qur’an di antaranya;
(1) QS. al-Bagarah (2): 178-179;
P
e

ST 3 Gelasll 15006 C5 1,0 Gl 2l

£ 5 < > .7 € /’ﬁ"‘ /’:’-4 Prtd Prod > o
sl e A e a3 ALV L A5l 2

(}je

PP

* Ibid.
5 Unais, Ibrahim, et.al, t.th. al-Mu jam al-Wasit, loc cit, hlm. 740.
6 Zahrah, al-Imam Muhammad Aba, t.th.,al-Ugiibah, op cit, him. 335.
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qisi s berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang
merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba
dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang menda-
pat suatu pemaatan dari saudaranya hendaklah (vang me-
maatkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi maat) membayar (divat) kepada yang mem-
beri maat'dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsigpa yang melampaui batas sesudah itu
maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam qisis itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu ber-
takwa.(Depag R1, 1971:43-44)

QS. al-Maidah (5): 45;

gl Zaally Sl Gl O G e G55
= P Y 140 TRt
Earadly Sl Sl o3NT 25N waeNT e\
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Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigi
dengan gigi dan hika luka (pun) ada qisisnya, barangsiapa y ang
melepaskan (hak qisis)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi)
penebus dosa baginya barangsigpa tidak memutuskan perkara
menurut gpa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah
orang-orang yang zalin.(Depag R, 1971: 167)

b) Qisasberdasarkan al-Sunnah/al-Hadis, di antaranya;
(1) Had®riwayat Muslim:

Y ey ade 1 o @) g, JB 1B D e s
w”“""“" uw'ui\j ,O\J'j\ ;',.:;"H oW Lg.b—\;.: Yi V.LM Z_;f\ 2
Dari ‘Abdillih berkara: Rasilulbh saw. bersabda: “Tidak
halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara;
orang yang muhshan berzina atau orang yang membunuh

Jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang mening-
galkan agamanya dan bepisah dari jamaahnya’’

(2) HadiS riwayat Abu Dawud:
oy ok 5 ade 1 o A1 e, J6 1B des o) o0
5 gl 5

7 Muslim, al-Imdm Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjg al-Qusyaifi an-
Naisaba, 1983, Sahih Muslim, Juz 1L, op cit, him. 1302-1303.

§ Dawud, al-Imam al-Hafiz al-MusSannif al-Mutqan Abt Dawud Sulaimén ibn
al-Asy‘a$ as-Sgjastani al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, Juz 1V, ttp. al-Dar al-
Misryyah al-Libaniyyah, 182.
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Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasiilullah saw. bersabda:“Dan ba-
rangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk memumtut
qigis”.

Syarat-Syarat Hukuman Q757 s Menurut Ulama’ Salaf

Hukuman gigistidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya

tidak terpenuhi. Syarat-syarat terscbut baik untuk pelaku pembu-
nuhan (&), korban yang dibunuh (Js:4l), perbuatan pembunuhan-
nya (&) dan wali dari korban (J=)  5).

1)

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagaiberikut:
Syarat-syarat Pelaku ()

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat
diterapkan hukuman g¢isis menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga)
rnacam,9 yaitu;

(a) Pelaku harus orang mukaliaf, yaitubalig dan berakal.
Dengan demikian, hukuman g¢isis tidak dapat
dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila.

Berdasarkan Had® riwayat al-Bukhari, Abu Dawud dan

at-Tirmiz1 di bawah ini:

e ) B ey e B o 81 e of e e

(i) Dy o sl oy iy o> U e i
0 (o Jim) Gob o O s (S

% Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, AI-Figh al-klami, op cit, hlm. 5665-5666.
10 Al-Bukhai al-Jo'fy, Imdm AbI ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il Ibn

Ibrahimbin al-Mugirah bin Bardzabah, 1992, Safi hal-Bukhari, juz VIII, op cit, him.
336. Lihat Dawud, al-Imam al-Hafiz al-MuSannif al-Mutgan Abi Dawud Sulaiman
ibn al-Asy‘a$ as-Sajastan al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, op dit, him. 1137-139.
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2)

(b)

(c)

Dari ‘Al Bahwasannya Rasililbh saw. bersabda: “Di-
hapuskan atau dibebaskan ketentuan hukum dari tiga per-
kara: orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai
ia dewasa, dan orang yang gila sampai ia sembuh’,
Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

Menurut jumhir bahwa pelaku yang melakukan
pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa,
tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat
melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam
melakukannya. Alasan jumhur adalah hadis yang berbunyi:

Il Ly sim OF U5 3

Pembunuhan sengaja itu harus digisis, kecuali jika wali
korban memberikan penganpunan.
Pelaku harus orang yang mempunayi kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang
mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pem-
bunuhan tidak dapat digisis tetapi menurut jumhirbahwa
orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap
harus dihukumi gisis.

Syarat-syarat untuk Korban (J s:al)

Penerapan hukuman gisiskepada pelaku harus memenuhi

syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut azZuhailt

ada 3 (tiga) macam,'" yaitu;

Dan lihatjuga Al-Tirmiz1, Ab1 Tsa Muhammad bin “Isabin Saurah,tth.,al-Jami ‘as
Salih,op i, him. 24.
" Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Figh al-Islami, Juz VII, op cit, him. 5666-

5669.
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(a) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi
keselamatan darahnya (aJ! » s.2») 0leh Negara.

Dengan demikian, jika korban kehilangan kese-
lamatannya, seperti; murtad, pezina mufsan, pemberont ak,
maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman
qisis. Sebagaimana HadTs riwayat Muslim di atas.

(b) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan.

Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan
darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah
membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum gisis. Ini
adalah pendapat jumhir yang diikuti oleh Audah!?
Alasannya berdasarkan HadiS riwayat at-Tirmizi dan al-
Kahlant.

By Al s Y e
Dari ‘Unar bin al-Khattab berkata;, saya mendengar

Rasulilbh saw. bersabda: “Tidak digigis orang tua yang
membunuh anaknya’

A i Y B ey ade B o A e e o) e
14_,\3}“%

Dari Ibnu ‘Abba s dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh
orang tua yang membunuh anaknya’

12 < Audah, ‘Abd al-Qadir,2011, At-Tasyri* al-Jindi, Hid 11, op cit., him. 93.

13 Al-Tirmizi, AbT ‘Isa Muhammad bin ‘ka bin Saurah, tth., al-fami‘ as
Safth, JuzlV, op cit,hlm. 12.

14 AlKahlani, Muhammad bin Isma‘l, tth., Subul as-Salam, Juz 111, Mesir:
Dar al-Fikr,hlm. 233.
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Dan hadits riwayat Ibnu Majah:

o yade 1 o 1 J gy JB5 1B e ) B s e
Bl sl y el

Dari ‘Abdilth Ibnu ‘Amru berkata: Rasilulbh saw.
bersabda: “Kamu dan hart amu itu adalah milik bapakmu’

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya
dengan sengaja harus tetap dihukumi gigis kecuali tidak
ada kesengajaan, karenamelakukan pengajaran.'®

(¢) Korban harus sederajat (keseimbangan/$SJ)) dengan
pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau
non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka
dan muslim, maka tidak dapat dihukumi gjsas. Ini adalah
pendapat jumfir berpendapat bahwa asas perlindungan
(42+)l) adalah keislamannya, kecuali mereka yang melaku-
kan perjanjian (kafir zimmi/mu’afad) dan yang terlindungi
darahnya (aJ! » 52x) yang paling tinggi adalah keislaman-
nya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga
oleh ‘Audah.'” Alasan jumhiir adalah Hadi$ riwayat al-
Bukhari, Abti Dawud, al-Tirmizi dan al-Kahlant:

5 Tbnu Majah, t.th., Sunan lbnu Majah,Juz 11, Mesir: Dar al-Fikrhlm.769.

' Ibnu Rusyd, al dmam AbT al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusyd al-Quitabi, 1988, Bidayuh al-Mujiahid Wa Nihayah al-
Mugta Sid, Juz 11, Beirit-Libanon: Dar al-Kutub al-* Imiyyah, him. 401.

17« Audah, ‘Abd al-Qadir,2011, At-Tasyri* al-Jindt, Jlid 11, op cit., him. 97-99.
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Dari ‘Amru bin Syv’aib dari ayahnya dari kakeknya dari
Nabi saw. bersabda: “Seorang mukmin/nuslim tidak boleh
dibunuh (digisas), karena membunuh seorang katir”.

Had® tersebut dikuatkan oleh Hadi$ riwayat Aba
Dawud:

P a5l BISS 0 g2l
Orang-orang mukmin itu sederajat darahnya

Menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseim-
bangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah
keumuman ayat al-Qur’an tentang g¢isas yang tidak mem-
beda-bedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS.
al-Maidah (5): 45 dan al-Baqarah (2): 178.

3) Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan (&) harus
Langsung .

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah yang berpen-
dapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu
harus perbuatan langsung (:,:Ls), bukan perbuatan tidak
langsung (<), jika perbuatannya tidak langsung, maka

'8 Al-Bukhai al-Ja'fy, Imdm Abi ‘Abdillzh Muhammad bin Isma‘il, 1992,
Safth al-Bukhari, uz VIII, op ct, him. 365. Lihat Dawud, aldmam al-Hafiz al-
MusSannif al-Mutgan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘ a$ as-SajastanT al-Azdi, 1988,
Sunan Abt Dawud, Juz IV, op cit, hlm. 171. Lihat atTirmiZ1, Ab1 Tsa Muhammad bin
‘Tsabin Saurah, t.th., al-Jami ‘ as-SafTh, uz IV, op cit, him. 17.Dan lihat Al-Kahlari,
Muhammad bin Isma‘il, tth.,Subul as-Salam, Juz IIl, Mesit. Dar al-Fikr,him. 233.

' Dawud, al-Imam al-Hafiz al MuSannif al Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘a$ as-Sajastani al-Azdi, 1988, Sunan Abr Dawud, Juz IV, op cit, hlm. 179.
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hukumannya diyat, tidak gisas, karena perbuatan pembunuhan
tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak
sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada
orang jatuh ke dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si
pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman gisas, tetapi
hanya diyat.

Menurut jumhiir tidak mensyaratkan masalah ini, jumhir
beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat
dikenakan hukuman gJsas, seperti pembunuhan langsung*’

4) Syarat-Syarat Wali (Keluarga) Korban (=) 1 3).

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang
memiliki hak gjsasharus jelas diketahui, jika wali korban tidak
diketahui, maka hukuman gisas tidak dapat dilaksanakan, te-
tapi fiigaha ’lainnya tidak mensyaratkannya®'

4. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qisas

Hukuman ¢gisas dapat gugur menurut ‘Audah karena salah satu
dari 7 (tujuh) sebab, yaitu;

1) Meninggalnya Pelaku (3 < 3)

Menurut Abu Hantfah dan Malik, jika gisas gugur karena mati-
nya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar diyat. Alasannya,
karena gisas itu wajib, sedangkan diyar tidak bisa menggantikan
qisas, kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan asy-Syafi’t dan
Ahmad bahwa divat merupakan pengganti gisas, jika gisas gugur,

20 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Figh al-Ilami, Juz VII, op cit, hlm. 5674.
2 Ibid. hlm. 5675.
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seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak

untuk mengambil diyatdariharta pelaku*

2)

3)

Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang di Qjsas
(upl.aﬁ.!\ J= ol )

Yang dimaksud adalah untuk gisas selain jiwa. Menurut
Malik, tidak wajib digisas, karena dengan hilangnya anggota
badan yang menjadi objek g¢jisas, hilang pula gisas atas
pelakunya. Menurut asy-Syafi’tdan Ahmad, bahwa jikahilang
anggota yang digisas, maka diyat hukumnya menjadi wajib. Se-
dangkan menurut Abii Hanifah, korban masih bethak meminta
divat scbagai pengganti gisas, karena pelaku masih ber-
kewajiban untuk melaksanakannya.*’

Taubatnya Pelaku (4 & )

Hal ini hanya berlaku pada jarimah hirabah, jika pelaku
sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukuman-
nya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan
dan kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik, tetapi
taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu
yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih
ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib untuk meng-
gantinya, sebagaimana QS. al-Maidah (5): 34

22 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 20 11, A¢t-Tasyi “al-Jindi, Jilid I, op cit, him. 624-625.
B Ibid.,hlm. 625-626.
24 Ibid hlm. 626.
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4)

5)

Perdamaian (z4-2)

Para ulama’ sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasar-

kan hadits riwayat at-Tirmizt:

\j;\.;z Qij c}l’.‘:& \)‘;L‘:" O? CJ}SE.U ;L:S)T Jl 8: ,U.o.& J;‘:@ o
lgmdo Loy caal> L‘;yqjj dsdo oy iz OOl Zag.ﬂ\\j.'b'-i

25&}@-&%‘1’;

Barangsigpa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya di-
serahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat meng-
qisasnya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil di-
yat: 30 higgah (unta betina umur 34 tahun), 30 jaza’ah (unta
umur 4-5 tahun), dan 40 khalitah (unta yang sedang bunting),
Jika mereka mengadak an perdamaian, maka itu hak mereka

Pengampunan ( séx)t)

Pengampunan terhadap gisas diperbolehkan menurut kese-
pakatan fugahi ), bahkan lebih utama dibandingkan dengan
pelaksanaannya. Hal ini didasarkan QS. al-Baqarah (2): 178,
yaitu: asl o 4 & 3 dan QS. al-Maidah (5): 45, yaitu teks:

d o) sgba S b

Pengampunan memurut Abl Hanifah dan Malik adalah
pembebasan dari gisas dan diyat secara mutlak, jika ingin tetap
hukuman divat, maka harus dengan cara perdamaian bukan
pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah
pihak. Tetapi, menurut asy-Syafi’i dan Ahmad pengampunan

2 At-Tirmizi, AbT ‘Tsa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, tth., al-Jfami‘ a5

Safth, JuzlV, op cit,hlm. 379.
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itu menggugurkan gisas, secara otomatis mengakibatkan hu-
kuman diyat sebagai hukuman penggantinya dan tanpa me-
nunggu persetujuan pelaku.*®

6) Diwariskan Hak Qjsas (Lolad) & )

Maksudnya adalah hukuman gisis menjadi gugur, jika
wali korban menjadi pewaris hak gisas. Contohnya, sesorang
divonis gisas, lalu mati dan pembunuh mewarisi hak gisas, baik
semuanya maupun sebagiannya, atau grsas tersebut diwarisi oleh
orang yang tidak mempunayi hak gisas dari pembunuh, yaitu
anaknya. Hal ini berdasarkan Hadis$ riwayat at-Tirmizi dan al-
Kahlant

o gade & o @ sy a6 Ol e e
RN ARUR{ISFHENEN I

Dari ‘Umar bin al-Khattab berkata; saya mendengar Rasilulbih
saw. bersabda: “Tidak di qisas orang tua yang membunuh
anaknya’.

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya
dengan sengaja harus tetap dihukumi gisas, kecuali tidak ada
kesengajaan, karena melakukan pengajaran® Dengan demikian,
tidak semua fiigahd 'menerima gisas dapat diwariskan.

%6 < Audah, “ Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jinai, Jilid I, op cit.,hlm. 629.

27 At-Tirmizi, AbT ‘Tsa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, tth., al-Jami‘ as
Safth, Juz 1V, op cit, hlm. 12. Dan lihat Al-Kahlani, Muhammad bin Isma‘il, tth.,
Subul as-Salam, Juz 111, op cit,hlm. 233.

2 Ibnu Rusyd, aldmam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtab, 1988, Bidayah al-Mujtahid op cit, him. 401.
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7) Kedaluwarsa (a\éf)

Menurut mazhab Abii Hantfah dan pengikutnya bersepakat
bahwa kedaluwarsa itu bisa menggugurkan hukuman pada
Jarimah qisas-diyat, tetapiberlaku bagi jarimah qazaf'yang me-
rupakan jarimah fudi d

Menurut mazhab Malik, asy-Syafi’'t dan Ahmad, bahwa
kedaluwarsa itu tidak dapat mengugurkan hukuman, karena
masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak
pidana dapat gugur karena kedaluwarsa, jika menurut ulul amri
(pemerintah) menjadi hak untuk kepentingan umum ( i>lel
anle) 2

29 <Audah, “ Abd al-Qadir, 2011, Az-Tasyri* al-Jinai, Jilid I, op cit., hlm.
630-631.
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BAB I
JARIMAH AL-QATL AL-‘AMD

1. Pengertian A/-Qatl al ‘Amd (Pembunuhan Sengaja)

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan di-
mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai

dengan niat sengaja untuk membunuh korban.'

2. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja, yaitu;

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup,
yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam
(negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk
Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti
kafir zimmidan musta'man. Jika korban kafir harbi atau
orang Islam yang yang melakukan tindak pidana yang di-
ancam hukuman mati, yaitu; pezina muhsan, murt ad, pem-
bunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman gisas,
tetapi dibebaskan dari hukuman.

2) Kematian adalah akibat dariperbuatan pelaku.

3) Pelakunya menghendaki ataskematiannya.”

Y 1bid., Jilid 11, him. 8.
2 Ibid.,hIm. 10.
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3. Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja

Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS. al-Baqarah
(2): 178-179, dan al-Maidah (5): 45:

AL 4 dth & Setaall (e L 1,00 i G
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita, maka barangsigpa yang mendapat suatu pe-
maatan dari saudaranya hendaklah (vang memaatkan) meng-
ikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (vang diberi maat)
membayar (diyat) kepada yang memberi maat dengan cara yang
baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

Dan dalam gjsasitu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

N ol Ty il 5a DT 01 6 e G5
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Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisas-nya, barangsigpa
yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya  barangsigpa tidak
memutuskan perkara menurut gpa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Depag RI, 1971:

167)

Sedangkan hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;

1) Hukuman gisas sebagai hukuman pokok berdasarkan QS.
al-Baqarah (2): 178-179, dan al-Maidah (5): 45 dan dalam
al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh ‘ Audah.

2) Hukuman divat, ta’zir dan berpuasa sebagai hukuman
pengganti

Hukuman ¢gisas sebagai hukuman pokok untuk pem-
bunuhan sengaja, jika hukuman gisas tidak dituntut oleh
keluarganya, maka hukuman diyat sebagai hukuman peng-
gantinya, berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 178 dan Hadis
tersebut di atas. Kemudian, jika hukuman diyar juga tidak
dituntut oleh keluarganya, maka hukuman f2°Zr sebagai
penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk
menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.
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3) Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman
tambahan .’

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat
juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu
penghapusan hak waris dan hak wasiat, jikapelaku pembu-
nuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).’

Hukuman mati (gisas ) atau setimpal menurut al-JarjawT ialah
hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan
sengaja (aktqat! al-‘and). Allah swt. menjatuhkan hukuman berat
bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang
yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi
perbuatan za/im kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat
menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah
menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam,
yaitu hukuman mati (gisas ) atau membayar ganti rugi (divar).’

4. Hikmah Hukuman Mati Pembunuhan Sengaja

Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja ( gisas b1 al-
gatl) ialah untuk menegakkan keadilan di antara manusia, agar suatu
pembalasan sesuai dengan amal perbuaten, ‘Jiwa dibalas dengan
Jjiwa’, sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Maidah (5): 45 di atas.

Pemberian hukuman ini merupakan persoalan yang realistis,
bahkan di suatu bangsa yang biadab sekalipun, memiliki undang-
undang (usul at-tasyri’) yang disepakati bahwa, “Barangsiapa yang

? Ibid.,him. 9.

* Ibid.,him. 143-151.

> Al-Jarjawi, Syaikh ‘Al Ahmad, 1997, Hikmah at-Tasyi ¢ wa Falsafatuh, Juz
1, op cit,hlm.203.
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membunuh, maka ia akan dibunuh”. Menurut al-Jarjawi hikmahnya
adalah jika seorang pembunuh tidak dibunuh, maka akan menimbul-
kan api kedengkian dalam keluarga orang yang terbunuh atau wali
terbunuh, karena darah orang yang dibunuh merupakan hak bagi
keluarga orang yang dibunuh atau walinya. Tugas dari orang yang
dibunubh, jika ia belum meninggal adalah membalas dendam kepada
pembunuh, dan jika ia yang dibunuh tidak dapat melaksanakan
(telah meninggal), maka keluarga terbunuh akan membalaskan unt uk
membunuh kepada pelakunya. Ketika keluarga terbunuh tidak bisa
membunuh pelakunya, maka pembunuh meminta kepada keluar-
ganya agar membunuh orang-orang dari keluarga terbunuh. Pada
akhimya, terjadi pembunuhan antar keluarga, kemudia antar suku
dan antar Negara. Setelah itu terjadi, kesedihan ada di mana-mana.

Banyaknya kasus pembunuhan terjadi, karena dipicu oleh
adanya pembalasan dari pihak keluarga terbunuh. Hal ini biasanya
disebabkan si pembunuh tidak mendapat balasan yang setimpal dan
adil dari lembaga pengadilan atau orang-orang yang bertanggung-
jawab menyelesaikan kasus pembunuhan.’

5. Hikmah Ganti Rugi(Djyaf) Pembunuhan Sengaja

Hikmah gantirugi (divaf) dalam pembunuhan sengaja menurut
al-Jarjaw1 yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang
bersengketa:

1) Ketika si pembunuh mau membayar uang gantirugi kepa-
dakeluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki
dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah
menghidupkan kehidupan baru;

8 Ibid.
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2) Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi
hidupnya si pembunuh.” Hal ini menunjukkan kemuliaan
hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah
QS. al-Bagarah (2): 179;

-8 -
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7 Ibid.
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BABII
JARIMAH AL-QATL SYIBH AL-‘AMD

1. Pengertian al-Qatl Syibh al-‘Amd (Pembunuhan Menyerupai

Sengaja)

Para ulama’ berbeda-beda dalan mendefinisikannya Menurut
Hanafiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pem-
bunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat,
cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan
kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai
sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang,
dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun

kenyat aannya korban mati karenanya.'
2. Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga
macam;

1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan
kematian.

Y bid.,him. 76-77.
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2)

3)

Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi
tidak adanyaniat untuk membunuh.

Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku?

Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan
HadiS yang dikutip ‘ Audah adalah sebagai berikut;

1)

2)

3)

Hukuman pokok adalah diyat (mughalezah) dan kiffarat.
Diyat mughalazah (diyat berat) yaitu diyat yang sama
dengan divaf pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu
sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan
sengaja, pembayaraan diyamya ditanggung kepada pe-
lakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada divat
pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyamya
dibebankan kepada keluarganya (‘Ggilah) dan waktu
pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan
kiftaramya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2
bulan berturut-turut.

Hukuman penggantinya adalah fa’zir ssbagai pengganti
diyat dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat.

Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan
dan wasiat’

132

2 Ibid.,hlm. 77.
3 Ibid., him. 155-164.
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BAB III
JARIMAH AL-QATL AL-KHATA’

1. Pengertian a/-Qatl atKhata’ (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut ‘Audah ialah
suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk
melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.'

Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam, yaitu;

1. Al-Qatl al-khata’ al-mahsu (pembunuhan karena tidak
sengaja sematamata) ialah suatu pembunuhan dimana pe-
laku sengaja , tetapi tidak ada maksud untuk mengenai
orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam
perbuatannya maupun dalam dugaannya.

2.  Qatl fi makna al-khata’ (pembunuhan yang dikategorikan
dengan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana
pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan per-
buatan dan tidak menghendaki akibatnya.

2. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam;

1) Adanyaperbuatan yang mengakibatkan matinya korban;

' 1bid.,him. 84.
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Nisa

2) Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak
sengaja) pelaku; dan

3) Antaraperbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat
hubungan sebab akibat.”

Dasar Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. an-

> (4):92:
[ <
230 TE - CLL N 2 Ty — F s
Cofe JB ooy s NI Luge Jiio O eied T8 L
- @ . . 8 el 3 L

$.% -2 .. & Lol o -5 I3
dcdae 4> Lage A8y 55 (BN E

z -, ¢ -z

s 7 S I — &
A e 585 0 e 38 e T8 0k s,

PR
A A P

T - - PR

e i A £ . R — I Y L

WA (3o gy ;e 238 e D= Oy Bbe 43
3

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yvang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan
barangsigpa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber-
Iman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah, jika ia (tetbunuh) dari kaum (katfir) yang
ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka
(hendaklah si pembunuh) membayar divat yang diserahkan
kepada keluaganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba
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sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya,
maka hendakiah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah
Maha menget ahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan
QS. an-Nisa’ (4): 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai
sengaja. Maksudnya diyaf untuk pembunuhan menyerupai sengaja
dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai
hukuman gisas. Sedangkan kiffaramya, yaitu memerdek akan budak.

Oleh karena itu, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja
yaitu;
1) Hukuman pokok adalah diyat (mukhafiatah) dan kiffarat,
yaitu memerdek akan budak.

Diyat mukhaftatah (diyat ringan), yaitu kewajiban
pembayaran dibebankan kepada keluarganya ('@gilah),
waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun
dan komposisi divat 100 ekor unta dibagi menjadi 5 ke-
lompok, yaitu;

a. 20 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1-2
tahun);

b. 20 ekor unta bmtu labiin (unta betina umur 2-3
tahun);

c. 20 ekor unta bnu labin (unta jantan umur 2-3 tahun);
20 ekor unta figgah (unta umur 34 tahun); dan
e. 20 ekor unta jza’ah (unta umur 4-5 tahun).

2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai pengganti hukuman k7ffarat.
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3)

Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan
menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hu-
bungan keluarga’

4. Hikmah Ganti Rugi(Diyaf) Pembunuhan Tidak Sengaja

Hikmah ganti rugi (divaf) pembunuhan tidak sengaja menurut

al-Jarjawt ialah Allah swt. sebagai pembuat undang-undang (as-

Syari) tidak mungkin membuat masalah dengan cara gegabah,

sehingga setiap sesuatu pasti ada hukumnya dengan sangat sem-

puma. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan manusia

dan tidak menghilangkan manfaat bagi dirinya.

Dalam pembunuhan baik pembunuhan sengaja maupun pem-

bunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga
terbunuh;

1)

2)

Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu
membant uuntuk memenuhi sumber kehidupan;

Berupa kesedihan yang mendalam karena kehilangan salah
satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Allah mewajibkan
untuk membayar diyat, sehingga dapat membantu untuk
meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban.
Dalam penetapan diyat, ada beberapa hikmah, di antaranya
adanya keadilan dari berbagai segi. Karena, jika para
pembuat undang-undang mau mengkaji dan menganlisis
diyat yang telah ditetapkan Allah, maka dalam menghu-
kumi orang yang membunuh tidak sengaja, niscaya mereka
akan menggunakan ketetapan diyar tersebut *

* [bid,hIm. 164.
* Al-JajawT, Syaikh ‘Al Ahmad, 1997, Hikmah at-TasyT* wa Falsafatuh, Juz
1, op cit,hlm. 206.
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Menurut al-Jarjawi ada beberapa hikmah diyar di balik itu
semua, yaitu sebagaiberikut;

1)

2)

3)

Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran divar adalah
karena unta banyak dipelihara orang-orang Arab, sshingga
Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk mem-
bayar diyat. Jika tidak ada unta, maka sebagai gantinya
membayar uang kirakira senilai 1.000 dinar atau 10.000
ditham.’

Hikmah disyari’atkan divat bagi pembunuh maupun
‘agilahrnya  (keluarga yang menanggung denda
pembunuh), maka akan kembali menyakiti jiwa dan
mengingatkan akan kejadian yang pemah menimpa
keluarga pembunuh, sehingga keluarganya harus dapat
menjaga kehammonisan dengan baik. Termasuk hikmah
dari divat ini juga akan menyakitkan jiwa si pembunuh
yang sectiap saat dimarahi oleh anggota keluarganya
karena ia telah menyebabkan mercka (@giah) harus
membayar divat akibat perbuatannya.

Hikmah diwajibkan divat bagi si pembunuh maupun
keluarganya ialah kebiasaan orang-orang Arab yang
menjalin hubungan kekerabatan sangat kuat, sehingga
mereka menganggap bahwa pembunuhan terhadap salah
satu anggota keluarganya merupakan sebuah cela Maka
mereka sangat mengecam orang yang telah memutuskan
hubungan tersebut, sehingga Allah mewajibkan diyatbagi
si pembunuh maupun keluarganya.

51 Dinar=13 44 gram emas,sedangkan 1 gram emas senilai + Rp. 450.000,- .
Jadi 1000 Dinar adalah 1344 x Rp. 450.000,- x 1000 = Rp. 6.048.000.000,-
Kemudian 1 Dirham = 1,12 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai + Rp.
450000,- , maka 10.000 ditham adalah 1,12 x Rp. 450.000,- x 10.000 = Rp.
5.040.000.000,- Lihat Sudarsono, 1992, Pokok-Pokok Hukum Islam,] akarta Rineka
Cipta, him.46.
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4)

5)

6)

7)

8)

Hikmah dapat diangsur pembayaran divat menjadi tiga
tahap dan diselesaikan selama tiga tahun adalah untuk
meringankan beban mereka dalam membayar diyat.

Hikmah diperkirakan diyvat senilai 1.000 dinar atau 10.000
dirtham ialah untuk mencegah pertentangan dalam menen-
tukan harga diyat, jika tidak ada unta, sehingga meng-
hilangkan perselisihan dan praduga antara keluarga korban
dengan keluargapembunuh.

Hikmah ditentukan divar menjadi empat bagian dari unta
ialah untuk meringankan beban mereka pada saat
membayar. Karena jika ditentukan hanya satu jenis unta,
maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jenis
unta umur 1-2 tahun (binftu makhi d), unta umur 2-3 tahun
(bintu labiin), unta umur 34 tahun (figgah) dan unta umur
4-5 tahun (jaza’ah) ialah jenis unta yang bagus dan banyak
ditemukan di Arab.

Hikmah membayar diyat den kaffarat ialah karena pem-
bunuhan merupakan tindak pidana besar yang balasannya
jauh lebih berat daripada hukuman biasa, maka hu-
kumannya membayar diyaf dan kaffarat.

Hikmah dalam membayar divar bagi pembunuhan tidak
sengaja lebih ringan ketimbang membayar diyar untuk
pembunuhan sengaja, yaitu melibatkan pihak keluarga
(‘agilah), sehingga Allah meringankan hukumannya, itulah
beberapa hikmah yang dapat diambil pelajaran.’
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® Ibid., him.205206.
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BAB IV
JARIMAH AL-JARH AL-‘AMD

1. Pengertian al-Jarh al-‘Amd (Penganiayaan Sengaja)

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di
mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan
hukum.

2.  Unsur-unsur penganiayaan sengaja, yaitu;

1) Perbuatannya disengaja; dan
2) Adanyaniat melawan hukum.'

3. Dasar dan Hukuman Penganiayaan Sengaja

Dasar hukuman penganiayaan sengaja berdasarkan QS. al-
Maidah (5): 45 dan al-Nahl (16): 126:
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pema-
afan dari saudaranya, hendaklah (vang memaatkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yvang diberi maat) mem-
bayar (diat) kepada yang memberi maat’ dengan cara yang baik
(pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan
kamu dan suatu rahmat, barangsigpa yang melampaui batas
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
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Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan

balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu,

akan tetgpi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih

baik bagi orang-orang yang sabar.

Adapun hukuman penganiay aan sengaja, yaitu;

1. Hukuman pokok adalah gisis berdasarkan QS. al-Maidah
(5): 45 di atas dan al-Nahl (16): 126.

2. Hukuman pengganti adalah divat dan ta’ar.
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Jika hukuman gisas terhalang karena ada sebeab atau gugur.
Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan
yang di gisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian
(sulh) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah
diyat’ Akan tetapi, jika hukuman gisas dan diyat, tidak dapat di-
laksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hu-
kuman ta’zir adalah sebagai pengganti hukumannya.’

2 Ibid.,hlm. 212.
3 Ibid hlm. 239.
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1.

BAB V
JARIMAH AL-JARHAL-KHATA’

Pengertian al-Jarh al-Khata’(Penganiayaan Tidak Sengaja)

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di

mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada
maksud melawan hukum.

2.

Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja, yaitu;

1) Perbuatannya disengaja; tetapi
2) Tidak adaniat melawan hukum.'

Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu;
1) Hukuman pokok adalah diyat.

Diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat kamiah (sempur-
na) dan diyat tidak sempuma (nagisah). Divat sempurna
berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahan-
nya hilang sama sekali. Masing-masing divat sempurna
adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyar tidak

' Ibid.,him. 128.
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2)

sempuma, jika jenis anggotabadan atau manfaatnya hilang
sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik
anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan,
maka divamya diperhitungkan sesuai dengan anggota
sebagian badan yang rusak. Misalnya, jikka mata satu yang
cacat/rusak, maka divamya membayar 50 (lima puluh)
ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku diyat
sempuma ada4 (empat) macam;

a. Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan
kemaluan.

b. Anggotabadan yangberpasangan; tangan, kaki, mata,
telinga, bibir, payudara, dan pinggul

c. Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak
dan bulu mata.

d. Anggotabadan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih;
jari tangan, jari kaki, dan gigi.

Hukuman pengganti adalah ¢a 7z’

Berdasarkan semua tindak pidana (jarimah) yang
dikategorikan jarimah qisas-divat menurut ulama’ salat’
termasuk pemikiran ‘ Audah di atas, menurut penulis masih
menyisakan beberapapermasalahan sebagai berikut;

a) Apakah jarimah qisas-diyat itu mumi menjadi hak
manusia (hak adami).

b) Apakah pembayaran diyaf yang berupa 100 (seratus)
ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas mak-
simalnya.

¢) Apakah pembayaran divaf itu dapat diganti dengan
sesuatu yang senilai dengannya.
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BAB VI

HUKUMAN QISAS MENURUT
ULAMA’ KHALAF

1. Sejarah Hukuman Qisas

Sebelum  penulis menguraikan  mengenai  beberapa
permasalahan tersebut, penulis akan menjelaskan bahwa sistem
hukuman gisas dalam Islam memang berpedoman pada teks-teks
yang ada dalam al-Qur’an yaitu; QS. al-Bagarah (2): 178-179 dan
sebuah ayat dalam Kitab Taurat yang diberitakan lagi dalam QS. al-
Maidah (5): 45. Dengan demikian, bahwa hukuman gisasitu berarti
memperlakukan pelaku tindak pidana (%) yang melakukan
pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dthukum dengan hukuman
qisas, yaitu hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku;
nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan
dengan anggota badan yang sama.

Menurut al-Sabunibahwa QS. al-Maidah (5): 45 tersebut ashib
an-nuziFnya adalah pada masa Jahiliyah, jika ada seorang hamba
dari perkampungan yang terpandang dan disegani itu dibunuh oleh
warga dari perkampungan lain, maka pihak perkampungan yang
terpandang dan disegani itu berikrar bahwa kami akan membunuh
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orang merdeka mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu
perempuan, maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh laki-
laki mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu laki-laki,
maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh mereka semua

sebagai balasannya.'

Berdasarkan QS. al-Maidah (5): 45 di atas, menunjukkan bahwa
Islam memberantas tindakan balas dendam yang sangat mengerikan,
yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah,
sehingga dalam ayat di atas dapat dikatakan sebagai batasan tingkat
keadilan yang seadil-adilnya.

Hal ini menurut 7knu usil al-figh dapat ditetapkan dengan
kaidah “Ws s ¢ 207 (syari’at sebelum kita), maka menurut jumbir
uland’ Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’tyah memandangnya
sebagai syari’at yang harus diikuti oleh umat Islam, selama tidak ada
dalil yang membatalkennya Dan sebagian ulama’ ada yang
mengatakan bahwa bukan sebagai syari’at bagi umat Islam. Sebab
syari’at Islam kita adalah menasakhi (membatalkan) syari’at yang
telah ditetapkan kepada umat sebelum kita

2. Klarifikasi Jarimah Qisas-Diyat

Di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa permasalahan
yang sangat krusial tersebut di atas.
1) Klarifikasi jarimah gisas-diyat (pembunuhan dan penganiayaan)
antaramurni menjadi hak manusia dan hak Allah.
Perlu ada kejelasan mengenai masalah tersebut, karena

‘Audah mengkategorikan bahwa tindak pidana pembunuhan

! Al-Sabuni,Muhammad Ali, t.th., Rawail al-Bayan,hlm. 171-172.

2 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrehman, 1986, Dasa-dasar Pembinaan Hukum
Figh Islami, Bandung: al-Ma'arif, him.116.
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dan penganiayaan yang diancam hukuman gi§z$maupun diyat
menjadi hak individu (hak manusia).’

Menurut Syaltit bahwa yang dimaksud hak individu
(manusia) adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada
orang tertentu.! Kemudian menurut Khallaf bahwa yang
dimaksud hak adami (manusia) adalah hak individu yang hu-
kumnya disyari’atkan untuk kepentingannya secara khusus,
dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan

haknya atau meninggalkannya’

Padahal pada kenyataannya, pembunuhan dan peng-
aniayaan tidak mumi semata-mata menjadi hak individu
(manusia). Memang yang berhak untuk melaksanakan hukuman
gisas adalah orang yang menjadi korban atau keluarganya.
Selain itu, hukuman gisas bisa dibatalkan, jika pihak pelaku
tindak pidana mau membayar denda (divaf) yang sudah di-
sepakati oleh pihak korban dan pihak korban atau keluarganya
juga mempunyai hak untuk memaafkan atau tidak menuntut
sama sekali hukuman, baik hukuman gisas maupun diy .

Dalam keadaan pelaku tidak dituntut sama sekali oleh
pihak korban, maka pelaku masih dapat dijatuhi hukuman za zir
untuk kemalahatan umum. Justru mazhab Maliki mewajibkan
menjat uhkan hukuman fa’ziruntuk hukuman gisas yang gugur

3 <Audah, Abd d-Qadir, 201 1, At-Tasyri‘al-Jinai, Jilid I, op cit.,hlm.63.

4 Syaltit, Mahmid, 1966, a-klam ‘Agidah wa Syad ‘ah, t.tp. Dar al-Qalam,
hlm. 296.

3 Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, 1978, “ m al-Usiil al-Figh, Liteba‘ah wa an-Nasyr
wa at-Tauzi’, hlm.211.
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atau terhalang baik terhadap pelaku pembunuhan dan peng-
aniayaan, sebagaimana yang dikutip oleh ‘ Audah sendiri.’

Menurut Khallaf bahwa hukuman ¢isas tersebut masih
memiliki perpaduan antara hak Allah dan hak manusia, tetapi
hak manusia yang dimenangkan. Maksudnya bahwa di dalam
hukuman gisas itu menjadi hak korban (walinya) untuk menun-
tut hukuman atau menghapuskan hukumannya (hak manusia),
tetapi juga terkandung hak Allah (masyarakat), sehingga
penguasa (pemerintah) masih berhak untuk memberikan hu-
kuman ta’zir, sebagai publik (masyarakat), meskipun pelaku
kejahatan/tindak pidana telah dimaafkan oleh korban atau
keluarganya.’

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan
maupun penganiayaan tidak semata-mata mumi menjadi hak
individu, tetapi ada juga hak Allah. Karena, dengan tidak di-
tuntutnya pelaku kejahatan oleh korban atau keluarganya,
masih tetap menyisakan hak masyarakat untuk menegakkan
hak dakwaan dan tuntutan kepada si pelaku kejahatan, bahwa
tindakannya itu dilarang dan berhak untuk dijatuhihukuman se-
bagai pembalasannya yang menjadi tanggung jawab
pemerintah.

Penulis sangat kagum terhadap pendapat para fiigaha’ ter-
utama mazhab Maliki yang menyatakan bahwa batalnya
hukuman gisas itu tidak menghalangi dijatuhkannya hukuman
ta’zir kepada pelaku kejahatan. Dalam realitasnya adalah pen-
dapat tersebut menuntut syari’at Islam pada sistem pem-
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6 <Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri‘ alJinat, Jilid I, op cit.,hlm.541.
" Khallaf, ¢ Abd al-Wahhib, 1978, Zim al-Usiil al-Figh, op cit,hlm. 214-215.
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2)

berlakuan hukum modem yang membawa permusuhan menjadi
dua pihak, yaitu pihak korban atau keluarganya yang
diperbolehkan untuk kompromi (=L2l') dan pihak masyarakat
sebagai representasi publik. Oleh karenanya, pihak masyarakat
tidak dapat ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun, baik
individu maupun jamaah untuk merubah sikap dan mencabut
pelaksanaan  hukuman, kecuali seluruh masyarakatnya
(pemerintahnya) sudah menjadi kriminal (052 xe2), yang
tidak peduli lagi terhadap kebenaran dan tidak memiliki
perhatian terhadap keadilan lagi.

Pembayaran divat 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas
minimal atau batas maksimalnya.

Pembayaran denda (diva) yang ditetapkan sebanyak 100
(seratus) ekor unta tersebut, jika dilihat dari teori Audud
Syahriir, maka menurut penulis dapat dikelompokkan dalam
terori akthadd aladpmad (hukuman yang disebutkan batas mi-
nimalnya). Maksudnya, pembayaran diyaf adalah minimal 100
(seratus) ekor unta atau yang senilai dengannya, karena telah
ditentukan juga beberapa persyaratan unta yang dapat
digunakan untuk membayamya.

Pembayaran divat juga disesuaikan dengan status pihak
korban, misalnya jika korbannya scorang pejabat, orang kaya,
maka nilai pembayaran divamya juga berbeda Artinya,
mungkin jumlah untanya sama, tetapi berbeda kualitasnya, se-
hingga nilainya menjadi mahal Hal ini pemah terjadi terhadap
dua orang TKW Indonesia yang dituduh membunuh terhadap
majikannya di Saudi Arabia, yaitu;

a) Padatanggal 26 Juni2011 TKW yang bernama Darsem te-
lah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia untuk
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b)

membayar divar senilai 4,7 (empat koma tujuh) Milyard
rupiah yang dikehendaki oleh pihak keluarga korban.
Ketika itu, Darsem divonis bersalah oleh majelis hakim
Arab Saudi yang dituduh telah membunuh saudara pria
majikannya di Arab Saudi. Menurut penuturan Darsem
bahwa pembunuhan itu terpaksa dilakukan sebagai upaya
membela diri, karena pria tersebut akan memperkosanya
yang terjadi pada bulan Desember 2008, oleh karenanya ia
dijatuhi hukuman pancung/mati (gisas). Namun demikian,
uang divatyang telah dibayarkan itu hanya membebaskan
Darsem dari hukuman pancung, tidak sekaligus bebas dari
hukuman fisik, sehingga ia akan menjalani hukuman pen-
jara di Negara Arab Saudi, karena untuk tuntutan publik
belum lepas begitu saja, meskipun ia telah dimaaftkan oleh
keluarga korban dengan mengganti membayar diyat®

Satinah TKI asal Dusun Mrunten Wetan RT. 2 RW. 3
Desa Kalisidi Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah
divonis bersalah membunuh majikannya yang bernama
Nura al-Garib, sehingga dituntut oleh pihak keluarga
korban untuk membayar diyat senilai 21 (dua puluh satu)
milyard rupiah yang telah dibayarkan oleh pemerintah
Indonesia yang dipimpin oleh Maftuh Basyuni (mantan
Menteri Agama RI) kepada keluarga mantan majikan
Satinah, Nura al-Garib. Meski sudah bebas dari hukuman
keluarga, ibu satu anak ini masih diwajibkan menjalani
hukuman penjara dari pemerintah Arab Saudi.’
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3)

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa
pada jartmah gisas -divat, yaitu pembunuhan dan penganiayaan
itu tidak semata-mata menjadi hak adami (manusia), tetapi juga
menjadi hak Allah (masyarakat), artinya tidak serta merta
begitu si korban dimaaftkan hak gisas-nya oleh pihak korban
atau keluarganya dan telah membayat diyar, si korban telah
bebas dari semua tuntutan, temyata di Arab Saudi tetap mene-
rapkan hukuman ta’zr, sebagai hukuman publik sebagaimana
pendapat Mazhab Maliki.

Hukuman divat yang berupa 100 (seratus) ekor unta dapat
diganti dengan sesuatuyang senilai dengannya.

Pemikiran tentang denda sebagai ganti rugi (divaf) me-
mang memiliki sebab-sebab yang jelas pada permulaan lahirnya
Islam, di mana orang-orang Islam waktu itu masih sedikit serta
berada di bawah ancaman orang-orang kafir, dan memelihara
kehidupan (e\+! ki) bagi seseorang itu merupakan hal yang
dibutuhkan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, maka denda (diyaf) menjadi pengganti dari
membunuh seseorang atau menjadikan seseorang pelaku
kejahatan itu tidak layak untuk dibunuh, yang bisa mengurangi
jumlah masyarakat, meskipun ia sebagai pembunuh.

Pada waktu itu, tidak ada kekhawatiran jika pemberlakuan
pembayaran divat dapat menghargai membayar murah kehidup-
an manusia dan menimbulkan kesemena-menaan bagi orang
kaya yang mampu membayar diyaf, karena pada waktu itu
(masa Nabidan sahabat) agama Islam telah mapan dalam jiwa
seluruh manusia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang
adil, bertaqwa dan berakhlak mulia.'

10 Al-* Asymawi, 2012, Ugi/ asy-Syait ‘ah, op cit,hlm. 152-153.
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Kenyataan tersebut di atas sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

yang artinya: “Sebaik-baik umatku adalah pada masaku (masa Nabi),

lalu

orang-orang setelah mereka (masa sahabat), lalu orang-orang

setelah mereka (fabi i dan tabi’u at-tabi’m)” .

QS.

Sabda Rasulullah saw. tersebut di atas juga dikuatkan dengan
al-Taubah (9): 100, al-Baqarah (2): 143 dan Ali ‘Imran (3): 110;
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Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk
Islam) dari golongan muhdjirin dan ansir dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan
merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya
selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya itulah kemenangan

yang besar. (Depag R1,1971:297)
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Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat
Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi
saksi atas (perbuatan) kamu dan Kami tidak menetapkan kiblat
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami me-
ngetahui (suypaya nyata) sigpa yang mengikuti Rasul dan sigpa
yang membelot, dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa
amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu,
sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
kepada manusia.(Depag RI, 1971: 36)
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Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan unt uk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang
munkar, dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli Kitab ber-
Iman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada
yang beriman, dan kebany akan mereka adalah orang-orang yang
fasik. (Depag R, 1971: 94)

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. telah menetapkan
pembayaran divat mughalazah (denda berat) terutama terhadap
tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pelakunya
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wajib membayar divar 100 (seratus) ekor unta yang dibebabkan
kepada pelaku pembunuhan sendiri dan wajib dibayar secara kontan.
Sedangkan untuk pembayaran divat mukhattatah (divat ringan)
terutama terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, yaitu
pelakunya wajib membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang dibagi
menjadi 5 kelompok (sebagaimana yang telah dijelaskan di atas),
yang pembayarannya (divat) dapat dibebankan kepada keluarganya
(8ls), dan waktu pembayarannya dapat diangsur sclama 3 tahun.
Tentu pada waktu itu membayar divat yang berupa 100 (seratus)
ekor unta adalah sangat berat, sehingga ada kebijakan bahwa bagi
pelaku pembunuhan tidak sengaja, hanya membayar diyat
mukhattatah (diyat ringan).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pemikiran tentang
denda (divaf) memang memiliki sebab-sebab yang jelas pada
permulaan lahimya Islam. Akan tetapi, setelah masa sahabat, masa
tabin dan tabi’u al-tabin apalagi zaman sekarang ini, di mana
tingkat keimanan dan ketaqwaan telah menipis dan melemah, maka
upaya untuk melakukan penjagaan dan penghargaan atas jiwa dan
harta menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan dan cela, karena
orang yang memiliki harta bisa melakukan apa saja terhadap
manusia lain, selama ia dapat membayamya Apalagi yang yang
digunakan untuk membayar diyat tersebut berasal dari uang hasil
korupsi, berjudi, atau menjual barang terlarang, misalnya ganja atau

jenis narkoba.

Oleh karena itu, batalnya untuk menet apkan hukuman gisas dan
diyat tidak menghalangi penguasa (hakim) untuk menjatuhkan
hukuman 7a zirkepada pelaku kejahatan, sechingga pelaku kejahatan
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tidak bebas begitu saja dari hukuman, meskipun ia sudah dimaaftkan
oleh pihak korban atau keluarganya.'”

Pandangan yang tepat ini sesuai dengan metode Islam dan
syari’at al-Qur’an yang berpijak pada perkembangan yang berjalan
sesuai dengan spirit zaman dan pembaruan yang berpegang pada
hukum modem. Karena pada zaman modem seperti sekarang ini,
lembaga peradilan menjadi representasi dari masyarakat, di mana
lembaga tersebut menjadi penanggung jawab atas pemberlakuan
hukum (undang-undang) bagi pelaku kejahatan di depan pengadilan,
meskipun pihak korban atau keluarganya seharusnya memiliki hak
juga untuk menentukan hukumannya, di samping menuntut denda
(divaf) atau dikenal dengan ganti rugi sipil (U =) atas keja-
hatan tersebut. Tetapi, jika pihak korban atau keluarganya tidak
menuntut apa-apa kepada pelaku kejahatan tersebut, maka menuntut
dakwaan (hukuman) adalah menjadi hak yang dimiliki masyarakat
dengan dasar bahwa kezaliman dan kejahatan harus ditegakkan
hukumannya.

Dengan demikian, maka menurut penulis bahwa hukuman diyat
dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya atau hukuman

ta’ziryang ditetapkan oleh penguasa (hakim).
3. Penerapan Hukuman Qisis-Diyattidak Mengenal Diskriminasi

Kemudian mengenai istinbat hukum wlama’ salaf, sebagaimana
yang pendapat ‘Audah yang digunakan dalam mengkonstruksi
Jarimah qisas -diyvat adalah berdasarkan nas terutama QS. al-Maidah
(5): 45 dan QS. al-Baqarah (2): 178 adalah sudah tepat. Akan tetapi

12 7 ahrah, al-Imam Muhammad Aba, t.th., a/-‘Ugi bah, op cit, him.82.
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yang menjadi permasalahan dan perhatian pada masa sekarang ini

(modem) adalah mengenaipenerapan hukumannya;

1)

2)
3)
4)

5)

Apakah masih diperlukan pembedaan (diskriminasi) hu-
kuman mengenai status sosial dan gender dalam pem-
bunuhan; antara orang merdeka dengan orang merdeka,
budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan
dalam menet apkan hukuman gisas-diyat.

Apakah masih diperlukan diskriminasi agama dalam pene-
tapan hukuman gisas-diyat.

Apakah masih diperlukan diskriminasi keluarga dalam
penetapan hukuman gisas-diyat.

Apakah masih diperlukan diskriminasi gender tentang
persaksian dalam penetapan tindak pidana (jarimah).
Apakah masih diperlukan diskriminasi tentang hukuman
pembunuhan sekelompok orang atas satu orang.

Perlu diketahui bahwa adanya pembedaan (diskriminasi) me-

ngenai konstruksi gisas-diyvat dan hukumannya oleh * Audah dan para
fugaha ’ perintis adalah berdasarkan QS. al-Maidah (5): 45 dan QS.
al-Bagarah (2): 178 sebagai berikut;
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Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalannya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigi
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dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisas-nya, barangsigpa
yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu
(menjadj) pencbus dosa baginya barangsigpa  tidak
memutuskan perkara menurut gpa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita, maka barangsigpa yang mendapat suatu pe-
maatan dari saudaranya, hendaklah (yvang memaatkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
maat) membayar (diyat) kepada yang memberi maat dengan
cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih.

Keduateks ayat tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara

Jjarimah hudid dan gisas-diyat, di mana pada gisas-diyat memberikan

kebijaksanaan kepada korban atau keluarganya dalam menentukan

tuntutan antarahukuman gisas atau divat, atau bahkan korban atau

keluarganya boleh tidak menuntut sama sekali mengenai hukuman-

nya atau memaafkan kepada pelakunya Sedangkan pada janmah
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hudid tidak ada pemaafan, baik oleh pihak korban maupun hakim
sekalipun, karena jarimah Hhudid menjadi hak Allah (Masyarakat/
publik).

Menurut An-Na’tm, kebijakan yang diberikan dalam kedua teks
tersebut oleh figaha’ perintis termasuk ‘Audah adalah berdasarkan
sudut pandang kebiasaan masyarakat Arab yang pernah berlaku pada
masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi wewe-
nang untuk menentukan kebijaksanaan gisas atau mengenai diyat
adalah sangat dipengaruhi oleh praktek kebiasaan masyarakat Arab
pada abad ke-7 M, baik mengenai status sosial, maupun budaya se-
tempat, maka sunnah dan praktek yang dijalankan Muslim awal ini
yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap
prinsip-prinsp jimayat.”

Permasalahan yang harus dijawab adalah apakah konstruksi
aturan tersebut harus diterima apa adanya ataukah harus
dimodifikasi dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan
kebijaksanaan hukum Islam modem.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka menurut
penulis yang sangat mendesak untuk direkonstruksi adalah sebagai
berikut;

1. Orang merdeka membunuh budak, atau laki-laki membunuh
perempuan harus tetap di- gisas(tidak ada pembedaan/diskrimi-
nasi) mengenai status sosial dan gender dalam penetapan gisas-
diyat.

Mengenai ketentuan penetapan hukuman gisas atau diyatyang
sejajar (tidak membedabedakan) antara orang merdeka dengan

merdeka, budak dengan budak (status sosial), dan antara laki-laki

'3 An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit,hlm. 220.
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dan perempuan (kesetaraan gender) adalah harus dimodifikasi atau
disesuaikan dengan dunia Islam modem yang sejalan dengan tun-
tutan konstitusional dan hak asasi manusia. Jika aturan hukum
pidana Islam masih ingin eksis dan sebagai bahan untuk
dipertimbangkan di dalam pembuatan perundang-undangan suatu
negara, maka masalah tersebut harus dihapuskan atau ditinggalkan
dalam ketentuan hukum pidana Islam modem. Sebagaimana yang
diikuti oleh ‘ Audah bahwa penjatuhan hukuman gisas-diyat itu harus
sesuai (854) antara status pembunuh dengan terbunuh. Misalnya,
jika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka tidak
dibunuh (di-gisas) seorang laki-laki dan divamya adalah separuh
diyat laki-laki.'* Demikian juga jika seorang merdeka membunuh
seorang budak dan non muslim, maka tidak dibunuh seorang

merdeka itu dan divamya adalah separuh dari divat seorang merdeka.
Pendapat tersebut berdasarkan Hadis riwayat AbG Dawud:

phoy ale I Jo (A opoder op 4l md g ee 8
B OANES Caas dalel) 35 1B
Dari ‘Amru bin Syuv’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi

Muhammad saw. bersabda: “Divat mu’ahad (kafir zZimmi)
adalah setengah dari divat orang merdeka’’

Had®S riwayat al-Kahlant.

14 <Audah, ‘Abd al-Qadir,2011, At-TasyrT* al-Jina, Jilid II, op cit.,hlm. 97.

!5 Dawud, al-Imam al-Hafiz al-MuSannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘aS as-Sgjastani a-Azdi, 1988, Sunan AB iwud, Juz 1V, ttp.: a-Dar d-
Misiiyyah a-Libaniyyah, 193.
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Nabi saw. bersabda di dalam hadiS Mu’ad bahwa diyat seorang

perempuan adalah setengah daridiyat laki-laki

Had® riwayat al-Kahlani:

Yo\fﬁ;)ﬁdoh.\koﬁgfwajﬁ;o;

176""’2*'.’j>'J:'2‘-’~

Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Abii
Bakar dan ‘Umar keduanya tidak memberikan hukum mati
(qisas) yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap orang
budak dan had's dari ‘Al ra yang berasal dari al-Sunnah bahwa
tidak dibunuh seorang merdeka yang membunuh budakny a.

Meskipun beberapa hadis tersebut juga berdasarkan teks QS.

al-Bagarah (2): 178 yang menjelaskan bahwa hukuman gisas itu

diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai status sosial yang

sama, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan

budak, dan perempuan dengan perempuan, menurut Syaltiit QS. al-

Baqgarah (2): 178 tersebut adalah ayat Madaniyyah yang menyem-
pumakan ayat Makiyyah (QS. al-Isra’ (17): 33) yang menjelaskan
hukuman pembunuhan secara umum, kemudian baru QS. al-Bagarah

(2): 178 menjelaskan syarat-syarat dan menguraikannya secara rinci

16 AlKahlani, Muhammad bin Isma 1, tth., Subul as-Salam, Juz 111, Mesir:

Dar al-Fikr,hlm. 250.

7 Ibid., him. 232.
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serta menyempurnakan hukum-hukumnya. Atau dapat dikatakan
bahwa ayat Madaniyyah itu turun dengan membawa hukum khusus
sesuai dengan tuntutan kehidupan baru dengan bertambah luasnya
perkembangan negeri Islam bercampurnya orang-orang mukmin

dengan non mukmin dalam keadaan damai atau perang.'®

Syaltit mengatakan bahwa ayat Makkiyyah untuk mengobati
pengaruh kejahatan pembunuhan di dalam jiwa wali korban sendiri,
maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa pembunuhen atas
keluarganya. Oleh karena itu, wali tersebut merupakan orang yang
harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah dan manusia, sehing-
ga ia diberi kekuasaan untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi
dilarang dengan cara-cara yang berlebihan dalam menggunakan
kekuasaan itu, dan harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin
memberikan maaf kepada pelakunya, schingga bentuk kejahatan
terscbut bukan algisas (pembalasan setimpal), tetapi algat/
(pembunuhan). Sedangkan dalam ayat Madiyyah berbunyi: “Wahai
orang-orang yang beriman, diwgjibkan atas kamu gisas...” di mana
hukuman itu disebut gisas, yaitu kata-kata yang mengandung dengan
jelas arti keadilan dan persamaan yang wajib dilaksanakannya. Di-
bukakannya pintu maaf adalah untuk menggerakkan hati manusia,
maka disebutlah kata-kata saudara seagama. Demikian itu untuk
mendorong supaya bertoleransi dan berlapang dada, mencabut rasa
kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata
mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan
yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari’atkan
gisas bukan semata-mata untuk keuntungan korban atau keluar-

18 Syaltiit, Mahmid, 1966, al-Islam ‘Aqidah wa Syart ah, op cit, him. 340.
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ganya, tetapi membentengi masyarakat untuk memelihara suatu

kehidupan yang nyatabenar.'’

Adapun arti gisas yang diwajibkan oleh Allah atas kaum
muslimin dalam hal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap pem-
bunuh yang dilakukan tanpa berlebihan, seperti yang dinyatakan
oleh ayat Makkiyah. Ini sesuai dengan apa yang juga diwajibkan
oleh Allah dalam Kitab Taurat bahwa “jiwa dibalas dengan jiwa’,
sebagaimana dijelaskan QS. al-Maidah (5): 45, yaitu suatu hak yang
diakui dalam pembunuhan setiap jiwa yang dilakukan secara sengaja
dan aniaya tanpa hak>’

Syaltit berpendapat bahwa QS. al-Baqarah (2): 178 telah
menyebutkan secara khusus beberapa hal secara terperinci, yaitu;
“merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan
wanita” adalah hanya sebagai penegasan atas pembatalan apa yang
mereka lakukan pada zaman jahiliyah yang tidak mencukupkan
sekedar membunuh kepada pembunuh saja. Pengkhususan ini
bukanlah penjelasan bagi arti “gisas dalam pembunuhan”, karena hal
itu sudah jelas tidak membutuhkan penjelasan, sebagaimana
menyebut-kan sifat-sifat ini bukanlah menjadi dasar bagi wajibnya
dilakukan gisas tersebut.

Alasan pendapat Syaltiit bahwa o2l 3 #s¢all (pengertian di
dalam nas QS. al-Baqgarah (2): 178 tidak menunjukkan bahwa tidak
boleh dibunuh orang merdeka sebagai pembalasan atas pembunuhan
budak, orang laki-laki sebagai pembalasan atas pembunuhan wanita,
juga tidak menunjukkan kepada kebalikannya. Oleh karena itu,
pengertian yang ada dalam nas(_es-2d) 3 ¢ s¢4l) harus dipegangi, jika

Y Jbid., him. 342-343.
20 Ibid.,hlm. 377.

162 | Hukum Pidana Islam



tidak nampak sesuatu maksud dari pengkhususan, kecuali ke-
khususan mengenai hukum saja.”'

Dengan demikian, menurut penulis pemberian hukuman gisas
yang masih membedakan status sosial sebagaimana QS. al-Bagarah
(2): 178, sangat penting untuk ditiadakan, karena sudah tidak relevan
dengan kondisi sekarang. Hal tersebut juga kontradiksi dengan spirit
QS. an-Nisa’ (4): 92, yang mewajibkan kepada pembunuh tidak
sengaja untuk memerdekakan budak. Ini berarti secara tidak lang-
sung syari’at Islam menghilangkan atau menghapus perbudakan,
sehingga diharapkan pada zaman modem tidak ada lagi perbudakan.

Hal ini berdasarkan QS. an-Nisa’ (4): 92:

w i - :"
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Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan
barangsigpa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber-
iman serta membayar diyat yang diserahkan kepada

2 Ibid.,hlm. 378.
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keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir)
yang adapeyanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka
(hendaklah si pembunuh) membayar divat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba
sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya,
maka hendaklah ia (si pembunuh) beipuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1971:
135)

Maksud dari pernyataan: ‘barangsiapa yang tidak memperoleh-
nya” dalam ayat tersebut adalah tidak mempunyai budak; tidak
memperoleh budak yang beriman atau tidak mampu membelinya
untuk dimerdekakan, maka menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua
bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat
dan memerdekakan budak **

Oleh karena itu, siapapun yang melakukan pembunuhan harus
dijatuhi hukuman yang sama (gisas), meskipun yang ia seorang
pimpinan atau majikan dengan seorang bawahan atau pembantunya,
atau sebaliknya. Demikian pula, dalam menjatuhkan hukuman gisis
tidak boleh membedakan jenis kelamin (diskriminasi gender),
siapapun yang membunuh apakah laki-laki membunuh perempuan
atau perempuan membunuh laki-laki, jika ia telah terbuktibersalah,
maka harus dijatuhi hukuman gisas. Hal ini sebagaimana Allah swt.
telah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan
perempuan, tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya.

Hal ini berdasarkan QS. Ali ‘Imran (3): 195, an-Nisa’ (4): 124
dan al-Hujurat (49): 13;

22 Yayasan Penyelenggara P enterjemahan/P entafiira al-Quran, AI-Qur’an dan
Terjemahannya,Depag RI, 1971, him. 135.
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Maka Tuhan mereka memperkenankan permo-honannya
(dengan berfirman): Sesunggulnya Aku tidak menyianyiakan
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki
atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari
sebagian yang lamn, maka orang-orang yang berhijrah, yang
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku
yvang baperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan
mereka ke dalam suga yang mengalir sungai-sungai di
bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik. (Depag RI, 1971:110)

THEE N oo
&yﬁ)@\j‘?}wwiwwvﬁj

120 15 O pallel N3 T Q,u,u_x_i)u
Barangsigpa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka

mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya
walau sedikitpun. (Depag RI, 1971: 142)
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Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa di antara
kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. (Depag R1,1971: 847)

Dari 3 ayat tersebut di atas, dapat dipakai dengan jelas bahwa
spirit al-Qur’an tidak membeda-bedakan umatnya dari jenis kelamin,
suku bangsa, merdeka, dan budak sebagai status sosialnya.

2. Orang muslin membunuh orang non muslim harus tetap di-
qisas (tidak ada diskriminasi mengenai agama dalam penetapan
qisas-diyat).

Pada umumnya, praktek hukum sebelum Islan datang
berorientasi dan mencerminkan kepentingan elite dari komunitas
masyarakat. Ketimpangan semacam itu sesuai dengan kenyataan
bahwa struktur masyarakat Arab pra Islam itu, sebenarnya sangat
didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Dalam struktur
masyarakat praIslam seperti itulah bentuk-bentuk ketentuan pidana
yang diterapkan cenderung berfungsi sebagai alat bagi setiap para
penguasa, untuk terus menjamin status quo dan untuk menindas
setiagp tindakan menyimpang yang normalnya disesuaikan dengan

kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini terlihat jelas dalam
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penerapan hukuman gisas-diyat antara seorang muslim sebagai pe-
nguasa dengan seorang non muslim kaum minoritas sebagai
musuhnya.

Mengenai diskriminasi agama, mayoritas fiigaha’ perintis
mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh non muslim
tidak dijatuhi hukuman g¢isas, misalnya, asy-Syafi’1 pada saat itu
mensyaratkan adanya kesetaraan dua darah (w4 G1S5) dalam status
kemerdekaan dan status agama bagi penjatuhan hukuman gisas,
sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: “Seorang muslim itu
sederajat darahnya dengan seorang muslim dan seorang zimmj tidak
dibunuh seorang mukmin membunuh seorang kafir” Jika seorang
merdekamembunuh seorang budak, atau seorang muslim membunuh
seorang non muslim, maka menurutnya tidak ada hukuman gisas>’
Pendapat ini masih diikuti oleh mayoritas figaha’.

Ablu Hanifah berbeda pendapat dengan mayoritas fugaha’
bahwa ia tidak mensyaratkan o) BISs dalam masalah penjatuhan
hukuman gisas, maka siapapun yang terbukti membunuh harus dija-
tuhi hukuman gisas. Hal ini didasarkan kepada keumuman hukuman
qisas, sebagaimana dalam QS. al-Bagarah (2): 178. dan QS. al-
Maidah (5): 452 Akan tetapi, pendapat Aba Hanifah tersebut tidak
diterima oleh‘ Audah.

Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat Abu Hantfah
yang telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Negara modem,
yang tidak membedakan status kemerdekaan dan status agama
terhadap si pelaku kejahatan pembunuhan.

3 < Andah, *Abd al-Qadir, 2011, A¢-TasyrT ‘al-Jindr, Jilid I1, op cit., him. 99.
24 7.
Ihid.
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Mengenai kebijakan hak (kewenangan) pemberian hukuman
atau memaafkan hukuman gisas yang dissbut dengan istilah “
AU, menurut Imam Malik bin Anas, ‘a0 s” adalah para ahli waris
dari pihak laki-laki, bukan dari pihak ahli waris perempuan,
demikian juga pendapat imam asy-Syafi’l. Sedangkan Imam Abu
Hanifah berpendapat bahwa “ad! 1,7 adalah ahli waris korban, baik
dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.*’

Dengan demikian, tampaknya hukum pidana Islam masih
bersifat primordialistis, karena semua ketentuan hukuman yang
diberikan masih sangat dipengaruhi oleh sistem dan budaya Arab
yang berlaku pada Abad ke-7 M, yang masih bersifat patriarchat
oriented, yaitu membedakan jenis kelamin, mengakui perbudakan
dan membedakan agama. Semua ketentuan tersebut, tidak sesuai
lagi dengan prinsip persamaan di depan hukum.

Ketentuan hukuman gisas dalam hukum pidana Islam oleh para
fugalhd *perintis sebagaimana yang diikuti oleh ‘Audah juga masih
membeda-bedakan antara pembunuhan seorang muslim atas non
muslim (kafir) tidak kafir Zimm7atau mu’ahad, maka pembunuh jika
membunuh orang non muslim tidak dapat dijatuhi hukuman gisas°
berdasarkan hadi riwayat Abt Dawud, at-Tirmizi dan al-Kahlant,

choyade B o e ooim ol e Cnt g e
VIS e SR Y i

2 Al-Mawardi, AbT al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basi al-
Bagdadi, 1970,4 A fam as-Sul tiniyyah, op cit, hlm. 231.

26 <Audah, ¢ Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyi* al-Jinai, Jilid II, op cit., hlm. 97-
100.

" Dawud, al-Imam al-Hafiz al Musannif al Mutqan Abi Dawud Sulaiméan ibn
al-Asy‘a$ as-Sajastani al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, op cit,hlm. 171, At-TirmiZ,
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Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi
saw. bersabda: “Seorang muslin tidak boleh dibunuh (di-
qisas), karena membunuh seorang katir”.

Menurut hemat penulis, eksistensi Had1s tersebut di atas sangat
perlu untuk dipertimbangkan, karena berpijak atas rasa keadilan dan
persamaan hak di muka hukum, seorang muslim yang membunuh
dengan sengaja tethadap seorang non muslim, baik ia kafir maupun
kafir Zimmi atau mui’ahad (ada perjanjian dengan Islam), harus
dijatuhi hukuman gisas, jika keluarga terbunuh tidak memaafkan.
Penulis sependapat dengan Abii Hanifah yang dikutip al-Mawardi®
dan dikuatkan oleh Mahmud Syaltit bahwa seorang muslim yang
membunuh dengan sengaja terhadap seorang non muslim harus di-
kenakan hukuman gisas. Ini didasarkan kepada keumuman hukuman
gisas, yang terdapat dalam QS. al-Bagarah (2): 178. dan al-Maidah
(5):45%°

Dalam masalah tersebut, istimbat hukum Syaltit dalam ber-
Ijtihad adalah beralasan bahwa QS. al-Baqarah (2): 178 dalam teks:
LA 3 elaid) (&‘Lc <5 memberikan pemahaman adanya persamaan
dalam melakukan pembalasan. Lebih lanjut ia memperkuat argumen-
tasinya bahwa perintah kepada mereka (kaum mukmin) untuk
menjalankan hukuman gisas dalam pembunuhan, tidak ada kaitan-
nya dengan iman seseorang yang terbunuh atau kekafirannya.*”

Abi ‘Isa Muhammad bin “Tsa bin Saurah, tth., al-Jami ‘a $-Saffh, Juz IV, op cit, him.
17.Dan Al1KahlanT, Mubammad bin Isma‘il, tth., Subul as-Salam,op cit,hlm, 233.

2 Al-Mawardi, AbT al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basi al-
Bagdadi, 1970, 4 A feam as-Sul tiniyyah, op cit, him. 231.

2 Syaltit, Mahmiid, 1966, al-Ilam ‘Aqidah wa SyarT ‘ah, op cit, him. 382.

3 Ibid. him. 384.
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Syaltit menegaskan bahwa arti persaudaraan yang terkandung

dalam QS. al-Baqarah (2):178 tersebut:
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...;maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya hendaklah (yang memaatkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (vang diberi maal) membayar
(divat) kepada yang memberi maal” dengan cara yang baik
(pula)...

Artipersaudaraan pada ayat tersebut tidak harus berarti saudara

dalam satu agama (keimanan) saja, tetapi boleh dengan pengertian

yang luas, yaitu saudara sesama manusia, bukankah manusia ini

seluruhnya dari keturunan Adam.’'

Syalttt lebih berpegang pada ayat-ayat yang menyuruh untuk

berbuat adil. QS. al-Maidah (5): 8 menegaskan;

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, men-
jadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak

170

31 1bid.
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adil berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag RI, 1971: 159)

Ayat tersebut di atas menurut Syaltiit, keadilan itu bersifat
universal tidak dibatasi oleh sekat-sekat kemasyarakatn maupun
sosial keagamaan atau atribut-atribut lainnya’* Ini berbeda dengan
An-Na'im yang mengatakan bahwa semua aspek syari’ah historis
yang berhubungan dengan non Islam adalah melanggar prinsip-
prinsip persamaan di depan hukum. Jika seorang muslim membunuh
seorang non muslim, maka seorang muslim tersebut tidak dibunuh,
karena dianggapnya bahwa non muslim tidak sama/sebanding (a/-
musamah) dengan seorang muslim. Demikian juga dalam masalah
pembayaran divart kepada non muslim lebih rendah daripada pem-
berian diyat kepada seorang muslim.*

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa berbagai implikasi
diskriminasi tersebut jelas mengandung konsekuensi psikologis dan
sosial yang mencolok, sehingga ketentuan tersebut harus dipertim-
bangkan atau bahkan wajib dihilangkan.

3. Orang tua membunuh anaknya atau anak membunuh orang
tuanya tetap (harus) di- gisas (tidak ada diskriminasi keluarga
dalam penetapan hukuman gisas.

Menurut jumhiir ‘Ulama’ (Abt Hanifah, asy-Syafi'1 dan

Ahmad) sebagaimana diikuti ‘Audah bahwa ketentuan penetapan

hukuman gisas yang tidak bisa dilaksanakan adalah jika orang tua

32 Ibid.him. 382.
33 An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit,hlm. 173.
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membunuh anaknya, maka ayah yang membunuh anaknya tidak

dikenakan hukuman gisas, tetapi hanya dengan hukuman ta’zir>*

Pendapat jumhir ulami *tersebut berdasarkan hadis riwayat at-

Tirmizi dan al-KahlanT:

B A s Y sk
Dari ‘Umar bin al-Khatta b berkata saya mendengar Rasulullah

saw. bersabda: “Tidak di-qisas orang tua yang membunuh
anaknya’.

Al Jeiy ¥ idB ey ade B o ) e e ) o0
36_{0))\{

Dari Ibnu ‘Abbis dari Nabi saw. bersabda “Tidak dibunuh
orang tua yang membunuh anaknya’’

Dan Hadis riwayat Ibnu Majah:
Qi:ij&\dw;ﬁ\‘jy) J6 :JGJJA&J‘A\K)\M‘;&
376):-3%1 GU

Dari ‘Abdiltih Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda:
“Kamu dan hartamu itu adalah milik bap akmu’’

3* < Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jindt, Jilid IT, op cit., hlm. 93.
3 AtTirmizi, AbT ‘Tsa Muhammad bin “Isa bin Saurah, tth., al-Jami‘ a5

Safth,op cit,hlm. 12.

36 alK ahlani, Muhammad bin Isma‘l, tth., Subul as-Salam, op cit, hlm, 233.
37 Ibnu Majah,t.th.,Sunan Ibnu Majah, Juz 11, Beiriit-Libanon: Dar al-Kutub al-

“Timiyyah him. 769.
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Berdasarkan Hadi tersebut di atas menurut ‘Audah, jumfir
berpendapat bahwa hukuman g¢isas tidak dijatuhkan terhadap
seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya, karena
membunuh anaknya mengandung unsur syubhi ¢ (tidak ada sandaran
hukumyang jelas) di dalamnya, sehinggaharus dihindari*®

Hemat penulis bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus
tetap di gisas (dibunuh). Penulis sependapat dengan pendapat Imam
Malik yang menyatakan bahwa jika ayah atau kakek membunuh
anak atau cucunya dengan sengaja, maka ia tetap harus dikenakan
hukuman gisas (bunuh) berdasarkan keumuman hukuman gisas di
antara kaum muslim, karena sesungguhnya scharusnya ayahnya itu

mendidik anaknya dan selalu untuk mencintainya.*’

Pemyataan tersebut di atas dikuatkan Syaltiit bahwa orang tua
yang membunuh anaknya tetap dikenakan hukuman gisas secara
mutlak . *’

Istinbat hukum yang digunakan Syaltut adalah dalil mengenai
keumuman ayat gisas QS. al-Baqarah (2): 178 dan pelaksanaan ayat
tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat
adil kepada siapapun termasuk kepada kelurganya, di antaranya QS.
al-Maidah (5): 8.

Dengan ditetapkan hukuman gisas terhadap seorang ayah yang
membunuh anaknya akan memberikan rasa keadilan dan sesuai

dengan tujuan hukuman itu sendiri, yaitu;

38 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, As-Tasyri* al-Jindt, Jilid I1, op cit., hlm. 93.

% Ibnu Rusyd, aldmam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad
bin Ahmad bin Rusyd al-Quttabi, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-
Mugta Sid, Juz I1,0p cit,hlm. 401.

40 Sy altit, Mahmiid, 1966, al-Islam ‘Aqidah wa SyarT ‘ah, op cit, him. 380.
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1) Menjaga keutamaan dan melindungi masyarakat dari
kehinaan, dan untuk dapat mencapai kemaslahatan secara
umum.*'

2) Di samping itu juga mempunyai nilai preventif dan
edukatif bagi kelompok masyarakat.**

Syaltlt menyatakan bahwa orang tua tidak digisas karena
membunuh anaknya, majikan (tuan, pejabat, atau atasannya) tidak di
gisas karena membunuh hambanya (budak, batur atau pesuruhnya).
Orang merdeka tidak di gisas karena membunuh budaknya, seorang
laki-laki tidak di gisas karena membunuh seorang perempuan dan
orang Islam tidak di gisas karena membunuh orang non muslim, itu
semua sebenamya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’ ah
yang ada dalam syari’at Islam. Dengan demikian, berdasarkan materi
hukum dan semangat perundang-undangan, hukuman gisas harus
berlaku terhadap semua orang tanpa ada diskriminasi .**

4. Persaksian laki-laki dan perempuan adalah sama (tidak ada
diskriminasi gender tentang persaksian dalam penetapan
perdata dan tindak pidana).

Jika mengacu pada prinsip umum syari’ah yang didasarkan
kepadabeberapa ayat al-Qur’an, nilai kesaksian perempuan setengah
dari kesaksian nilai laki-laki berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 282

menyatakan:

4! Zahreh, al-Imam Muhammad Ab, t.th.,al-Ugiihah, op cit, him. 33.
2 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-TusyrT* al-Jindi, Jilid I, op cit., him. 610-
611.

43 Syalttt, Ma= mud, 1966, al-Islam ‘Aqidah wa Syari ‘ah, op cit, him
322.
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Hai orang-orang yang beriman, gpabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskan-nya dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhu-
tang itu mengimlakkan (gpa yang akan ditulis itu), dan hendak-
lah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikipun darjpada hutangnya, jika yang
berhutang itu orang yang lemah akaliya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-
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laki (di antaramu), jika tak ada dua orang laki-laki maka
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengmgatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil... (Depag RI,
1971:70)

Berdasarkan ayat tersebut, terutama teks yang artinya; ‘jika
tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika se-
orang lupa, maka yang seorang mengingatkannya’, ternyata bebe-
rapa ayat al-Qur’an masih mengikuti budaya Arab yang masih
memandang sebelah mata mengenai kemampuan seorang perem-
puan, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat
abad ke-7 Maschi, perempuan-perempuan pada umumnya belum
berpendidikan sebagaimana laki-laki.

Akan tetapi, menurut penulis bahwa beberapa ketentuan umum
syari’ah yang masih diskriminatif tersebut harus dihilangkean, karena
pada kenyataannya tidak semua kemampuan perempuan selalu lebih
rendah dari laki-laki.

Pendapat penulis menggarisbawahi pemyataan Syaltit bahwa
misi dari ayat tersebut, yaitu QS. al-Bagarah (2): 282 adalah
berkaitan dengan soal kepercayaan mengenai transaksi utang
piutang, bukan berkaitan dengan persoalan di depan pengadilan.
Ayat tersebut juga memberikan cara dan jalan yang sebaik-baiknya
untuk mendapatkan kepercayaan dari para pihak yang melakukan
transaksi. Mengenai disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu seorang
laki-laki dan dua orang perempuan, karena saat itu (secara
sosiologis) perempuan tidak terbiasa terjun dalam perniagaan,
sehingga daya ingatnya dikhawatirkan agak lemah dibandingkan
dengan laki-laki yang saat itu menekuninya. Syaltit menegaskan
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bahwa al-Qur’an diwahyukan pada saat itu kaum perempuan tidak
lazim aktif dalam berbagai transaksi finansial dan kurang akrab
dengan masalah pemiagaan di banding dengan kaum laki-laki. Oleh
karenanya daya ingat kaum perempuan itu dalam urusan keuangan
lemah, sebaliknya dalam urusan rumah tangga perempuan lebih
unggul. Sudah menjadi watak manusia pada umumnya bahwa daya
ingatnya itu kuat dalam persoalan yang sedang ditekuninya,
berkonsentrasi dan terlibat di dalamnya Syaltit menegaskan lagi
bahwa jika kaum perempuan itu berada dalam posisi dan tradisi ikut
terlibat dalam urusan perdagangan, keuangan, transaksi utang
piutang dan lembaga peradilan, maka tentu saja mereka berhak
untuk disejajarkan dan mendapatkan kepercayaan dalam kesaksian
sebagaimana kepercayaan yang diperoleh seorang laki-laki.**

Mengenai saksi dalam penetapan perzinaan (pidana) ‘Audah
mendasarkan kepada QS. al-Baqarah (2): 282 yang mensyaratkan
bahwa saksi dalam perzinaan harus ada 4 (empat) orang laki-laki se-
mua, jika tidak ada, maka nilainya seorang laki-laki sama dengan
dua orang perempuan. Ia beralasan bahwa kesaksian perempuan
adalah sywbhat (samar-samar atau masih dalam keraguan), dan
perkara syubhat dilarang untuk menetapkan hukuman Audid,
karenanya bersikap hati-hati (kAiyvat) itu adalah wajib hukumnya di
dalam masalah Audid. Pendapat ‘Audah berdasarkan kaidah; «ledl
I syl OF artinga: bahwa hukuman (alhudid) harus
ditinggalkan/dihindari karena samar-samar.*’

Meminjam istilah dari Abd. Salam Arief, yang menyimpulkan
bahwa para ulama’ perintis termasuk Audah menjadikan ayat-ayat
yang semestinya bersifat sosiologistelah dipatenkan menjadi ayat-

* Ibid.,hlm. 248250,
4 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 201 1, A¢t-TasyrT* al-Jfindt, Jlid II, op cit.,hlm. 338339.
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ayat fteologis yang bersifat absolut. Menurut penulis, masalah
persaksian ini harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam
ketentuan hukum pidana Islam modem *°

Inilah yang menjadi keperihatinan dan perhatian An-Na'tm
bahwa hukum syari’ah tentang pembuktian masih membeda-
bedakan saksi berdasarkan jenis kelamin dan agama Sementara
tidak ada batasan apapun bagi saksi laki-laki muslim yang dianggap
selaluberlaku adil dalam kesaksiannnya menurut syari’ah.*’

5. Pembunuhan massal tethadap seorang tetap (harus) digisis
(tidak ada diskriminasi pembunuhan sekelompok orang atas
seorang dalam penetapan hukuman gisas.

Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau
secara bersama-sama terhadap seorang diri, menurut pendapat
Jumbiir Ulama’® (Malik, asy-Syafi’t dan Ahmad), pembalasannya
adalah pembunuhan atas mereka itu semua sebagai pembalasan atas
pembunuhan satu orang sajadi antara mereka. Hal ini sebagaimana
yang dikuti oleh ‘Audah bahwa Il acledd - Led) artinya:
hukuman gisas terhadap sekelompok orang adalah hanya satu orang
saja. Alasan jumbiir adalah bahwa kesaksian mereka semua itu hanya

diterima satu saja sebagaikesaksiannya*®

Hemat penulis harus tetap dihukumi gisas bagi semua orang
yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, berdasarkan 7ima’ sa-
habat*® Jika hal tersebut tidak ditetapkan hukuman giszs, bisa

4 Atief Abd. Salam, 2003, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta
dan Realita (Kgjian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmid Syaltit), Yogyakarta: LESFI,
hlm 104.

47 An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit,hlm. 174.

48 < Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri* al-Jinat, Jilid I1, op cit., hlm. 177.

4 Syaltit, Mahmiid, 1966, al-Islam ‘Aqidah wa SyarT ‘ah, op cit, him. 381.

178 | Hukum Pidana Islam



terjadi preseden buruk bahwa pada kenyataanya banyak orang yang
mengadakan pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan secara
bersama-sama, dengan tujuan agar mereka tidak dapat dijatuhi
hukuman gisas (bunuh) secara bersama-sama.

Ini sejalan dengan pemikiran Syaltit yang menjelaskan bahwa
‘Umar ra. telah membunuh 7 (tujuh) orang laki-laki dari penduduk
San’a yang telah membunuh seorang laki-laki dan ‘Umar ra. berkata:
“Sekiranya penduduk San’a membunuhnya secara bersama-sama,

maka akan saya bunuh mereka semua”’”

Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang membantah putusan
tersebut, karena itu menurut Syaltiit dapat dikatakan bahwa putusan
itu merupakan 77 © Hukuman itu bukanlah sekedar berdasarkan
kepada arti ayat saja, tetapi juga karena maksud dari teks (na9 itu
sendiri, yaitu bahwa gisas bukanlah berarti pembalasan satu jiwa
dibalas satu jiwa, tetapi gisas itu adalah membunuh pembunuh. Pem-
bunuh itu mungkin satu orang dan mungkin banyak orang, dan
kewenangan menuntut juga diberikan oleh Allah kepada wali korban
telah mengatur tentang pembunuhan pembunuh. Tidak disebutkan
pembunuh itu seorang atau lebih.’’

Berdasarkan dari semua uraian tersebut di atas, penulis tidak
mempunyai maksud apa-apa kecuali untuk membela dan
mempertahankan eksistensi konstruksi hukum pidana Islam yang
lebih aplikatif, elastis, tidak melangit atau ketentuannya membumi
dan dapat diterima, sehingga memungkinkan sebagai bahan
pertimbangan sumber-sumber hukum pidana modem.

0 1bid.
S 1bid
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Penulis sangat mendukung beberapa tokoh pemikiran modem,
seperti, An-Na’im (1. 1946), Syahrar (1. 1938), al-‘Asymawi (1.
1932), dan Syaltut (1893-1963), bahwa semua 7t ihad (pemikiran) itu
berkaitan erat dengan adanya maslahah yang lebih besar. Menurut
Syaltit (1966: 491) bahwa agama Islam ini diturunkan untuk
kepentingan (kemaslahatan) manusia, baik untuk kehidupan di dunia

maupun di akherat, sebagaimana ia menyatakan;
Il 584 5 sl éw 4 sl s Y YY) O b
P 3sadd Lo
Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya peng-

aturan mengenai kemaslhatan manusia merealisir keadilan
dan untuk menjaga hak-hak (sesecorang).

Kemudian Syaltit menegaskan bahwa:
P iodaal by a1 slgy)

ljtid d itu berubah disesuaikan dengan kemaslahat an yang ada.

Di sini terlihat jelas, bahwa SyaltGt meletakkan nilai-nilai
kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai dan
pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ..t L2l yang
dicetuskan oleh asy-Syatibidengan istilah =,y =)l ¢ szt , salah satu
dari prinsipnya adalah Aifif al-nafs(_-&) ki~)>* Hal ini sesuai kaidah
yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

> Ibid., him. 491.

> Ibid., him. 505.

* Asy-Syatibi, Abi Ishaq, 2004, al-Muwifagat fi Usil asy-Syari‘ah, Beiriit-
Libanon: Dar al-Kutub al- Imiyyah,hlm. 222.
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Berubah dan berbedanya fatwa itu sesuai dengan perubahan
zaman, tempat, kondisi sosial niat (kemauan) dan adat istiadat

yang berlaku.

>3 Ibnu Qayyimal-Jauziyyaht.th., I lam al-Muwagi in, Beirit-Libanon: Dar al-
Kutub al- Imiyyah, him. 1.
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JARIMAH TA ZIR






JARIMAH TA ZIR

1. Pengertian Jarimah Ta’Zr

Jarimah ta’zir menurut ‘Audah adalah jaimah yang diancam
dengan hukuman #a zir: Dan di dalam ketentuan syari’ ah, jika tidak
batasan hukumannya, maka masuk kategori jaimah ta’zr, yaitu
semua jarimah y ang belum/tidak ditentukan kadarhukumannya.'

Sedangkan menurut Abiui Zahrah bahwa jarimah ta’zir adalah
tindak pidana (jammah) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak
dijelaskan oleh pembuat undang-undang (¢ Jkzll) dalam teks, tetapi
kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah
dan lembaga peradilan).2

Menurut al-Mawardl bahwa jarimah ta’zir adalah hukuman
pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum diten-
tukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman Audud’

! Audah, ‘Abd a-Qadir, 2011, Az-Tasy# “ al-Jinar al-Iskint, Jilid 1, op cit,hlm.
64.

2 Zahrah, admam Muhammad Abu, t.th., a/-Jaimah, op cit,him.75.

3 Al-Mawand, Abi d-Hasan ‘AT bin Muhammad bin Hab® a-Bas d-
Bagdadi, 1970, A-Ahkam as-Sultiniyyah, op cit, hlm.236.
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2. Kewenangan Hukuman Jarimah Ta’zr

Menurut penulis penguasa (pemerintah) berwenang untuk
membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan meng-
alami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memper-
baharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap
perubahan dan pembaruan, artinya pada satu saat penguasa bisa
memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan
hukuman. Oleh karena itu, semua jaimah hudiid den qisas-diyat
yang tidak terpenuhi persyaratannya, maka masuk ke dalam kategori
Jarimah ta’zr.

Sebagai contohnya, jaimah as-sirgah (pencurian) yang sudah
ditentukan pengertiannya dan batasan hukumannya secara pasti,
yaitu potong tangan, maka hukuman pencurian tidak bisa diterapkan
begitu saja terhadap koruptor (al-mukhtalis), karena istilahnya dan
modus operandinya sudah berbeda, sebagaimana Hadis riwayat Aba
Dawud.! Oleh karena itu, menjatuhkan atau menvonis kejahatan
korupsi ini menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar
hukumannya, karena bentuk kejahatan korupsi belum ada dalam nas,
sehingga korupsi masuk dalam kategori jarimah ta’zir. Dalam hal ini,
penguasa bisa memperberat hukuman kepada koruptor dengan
pidana mati melebihi dari tindak pidana pencurian yang hanya
hukuman potong tangan, misalnya, penguasa Indonesia telah
menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Koruypsi, dalam pasal 2 ayat (2)
dinyatakan bahwa dapat dipidana mati kepada setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

4 Dawud, a-Imam a-Hafiz al-MuSannif a-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘aS as-Sqjastani a-Azd1, 1988, Sunan Abt I wud, op cit,him. 136.
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sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan
Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dalam ketentuan
tertentu. Yang dimaksud dengan ketentuan tertentu adalah
pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak
pidana tersebut dilakukaan pada waktu Negara dalam keadaan
bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu
terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi

(moneter).

Menurut Zahrah bahwa ketika menetapkan hukuman ¢a’zr,
penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan
hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun
hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan
untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan
minimal’

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarimah ta zirjuga
termasuk semua jarimah hudii d yang tidak terpenuhi persyaratannya,
karenamasih ada syubfi ¢ di dalamnya, misalnya si pelaku pencurian
masih punya hak terhadap harta yang dicuri, atau melakukan
persetubuhan dalam keadaan persetubuhan samar-samar ( <l
Ag.2d), seperti nikah mut’ah yang masih diperbedatkan keharaman
ataupun kehalalannya), sehingga penguasa memutuskan untuk
memberikan hukuman ¢a’zir kepada pelaku kejahatan tersebut, dan
Jarimah qisas-divat (pembunuhan adan penganiayaan) yang tidak
dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena
mereka melepaskan hak gisas-divat-nya sekaligus, maka penguasa

5 Zahrah, ddmam Muhammad Abu, t.th., a/-/aimah, op cit,him.75.
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berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk
menerapkan hukuman ¢a’zirkepada pelaku kejahatan tersebut.

Dengan demikian, menurut al-‘Asymawl menyatakan bahwa
setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian ‘ugiibah) dan
hukuman-hukuman (dalam pengertian atjaza) yang lain, termasuk
dalam kategori penerapan taZzr yang wewenang pelaksanaannya
berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi
wewenang sesuai dengan undang-undang modem, baik lembaga
legislatif maupun yudikatif. Semua itu hendaknya terikat dengan
prinsip dasar awal syari’at, yakni tegaknya masyarakat yang adil,
utama, dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdi
kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang
diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu bersikap adil di antara seluruh

manusiadan memberikan keamanan kepadamereka.’

Kemudian, salah satu mekanisme untuk mengecek penyalah-
gunaan wewenang atau kekuasaan penguasa (pemerintah) dalam
menentukan macam-macam tindak pidana yang masuk kategori
ta’zir; menurut An-Na'im adalah prinsip kekuasaan hukum (¢4e rule
of law) yang hanya memberi kewenangan kepada pejabat untuk
bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum penerapan umum yang
sudah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya. Ini berarti harus
menganut prinsip-prinsip asas legalitas, yaitu tidak ada hukuman
yang dapat dibebankan, kecuali sesuai dengan legislasi pidana yang
sudah ada keberadaannya oleh hukum dan yang dapat dipahami

7
secara mudah.

3. Macam-macam Jaimah Ta’zr

6 Al-‘Asymawi, 2012, Udil asy-Syai ‘ah, op cit,hlm. 150-151.
7 An-Na‘Tm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari ‘ah: op cit,hlm.226.
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Menurut ‘ Audah, fa’zirdibagimenjadi tiga macam:

1)

2)
3)

Ta’zr karena melakukan perbuatan maksiat ( e 5
).

Ta’ziruntuk kepentingan umum (&) i=Ladll ;: 523).
Ta’zirkarena pelanggaran (<Wdl L ,500) 8

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak
boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para u/ama ’
telah sepakat bahwa ta’zir adalah setiap perbuatan maksiat yang
tidak dijatuhi hukuman (fadd) maupun kaffarat, baik maksiat yang
menyinggung hak Allah maupun hak adami.

Adapun fa’Zir yang menyinggung hak Allah adalah semua

perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan

umum. Sedangkan Za’Zryang menyinggung hak adami adalah setiap

perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu,

bukan orangbanyak.’

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori ta’zir,;

1)

2)

Ta’zr dari berasal dari jarimah hudid atau gisas-divat
yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syublit,
seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang
dilakkuan oleh kelurga sendiri.

Ta’zir yang berasal dari kaffarat, tetapi tidak hukuman
hadd, seperti, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dan
bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaramya yaitu
memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut
atau member makan 60 fakir miskin.

8 Audah,‘Abd al-Qadir, 2011, A%-Tasyi ‘ al-Jindi al-Ilami, klid 1,0p cit,hlm.

106.

% Ibid. hlm. 107.
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3) Ta’zr yang yang tidak ada hukuman Ahadd maupun
kaftarat, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak
terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.'’

Sedangkan fa’zir untuk memelihara kepentingan umum adalah
semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan ter-
hadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat.
Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat
ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena
zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka
perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka
perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (ZJ&) dikenakannya
hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau
merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat
unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut
dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan
tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsure
merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut, bukan
tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ¢a’zir untuk kepentingan umum ini di-
dasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang
laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa
temyata ia tidak mencurinya, maka Rasulullah saw melepaskannya.
Atas dasar tindakan Rasulullah saw. tersebut bahwa penahanan
merupakan hukuman ¢a’zir, sedangkan hukuman hanya dapat
dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.
Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka
artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya

10 bid.,hlm. 108-110.

190 | Hukum Pidana Islam



karena tuduhan semata-mata (fuhmah / i¢)). Hal ini mengandung
arti bahwa Rasulullah saw. itu membolehkan penjatuhan hukuman
terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia
tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya;
memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan Salat
dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia
yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.''

Adapun ta’zirkarena melakukan pelanggaran adalah melakukan
perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang di-
wajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan
yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang
mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang
dikenakan hukuman #a’zir?.

Menurut sebagian ahli ustl, mandub adalah sesuatu yang
diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh
adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan.

Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah
bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan,
sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan.

Kemudian, yang membedakan antara makruh dan haram adalah
bahwa orang yang mengerjakan yang makruh tidak mendapat celaan,
sedangkan orang yang mengerjakan yang haram mendapat celaan.
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa orang yang meninggalkan
yang mandub atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap
melakukan maksiat, karena celaan telah gugur dari keduanya, hanya
saja mereka dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran
(=),

Y rbid. hlm. 124-125.
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Jika orang yang meninggalkan mandub dan mengerjakan
makruh itu bukan suatu perbuatan maksiat, apakah keduanya dapat
dikenakan hukuman? Dalam hal ini fugaha ® berbeda pendapat.
Menurut sebagian fiigahi ’, seseorang yang meninggalkan mandub
atau mengerjakan makruh tidak dapat dijatuhi hukuman ta’zr.
Alasannya, hukuman fa’zir hanya dapat dijatuhkan, jika ada takif
(perintah dan larangan), sedangkan dalam nadb dan karahah tidak
ada tak/fif. Sedangkan menurut sebagian figaha ’y ang lain, seseorang
yang meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh dapat
dijatuhi hukuman fa’zir. Mereka beralasan dengan tindakan ‘Umar
ra., yang menghukum dengan faZir seseorang yang membaringkan
kambingnya untuk disembelih, dan dia mengasah pisaunya dengan
membiarkan kambingnya dalam posisi demikian. Perbuatan laki-laki
itu merupakan perbuatan makruh, tetapi tetap dijatuhi hukuman
sebagai pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain, agar tidak
mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan

semacam itu.'?

4. Dasar Hukum Jaimah Ta’zir

Dasar hukum disyari’atkan faZr dalam beberapa Had®s di
bawah ini;
1) Hadis riwayat al-Bukharidan Muslim:
ooy ale 2»\3.4&“5,-5\;;\5: 6 e ;ﬁ\gb) Byl o
13 3 Sede e de 3 Y ol ie B AL Y sk

12 Ibid.,him. 128-129.
3 AlBukhai a-Ja’fy, Imdm Abi ‘Abdillh Muhammad bin kma‘ll Ibn
Ibrahimbin al-Mugirah bin Bardzabah, 1992, Sa /T hal-Bukhari, Juz V1L, op cit, him.
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Dari Abr Burdah ra berkata: bahwasannya Nabi Saw. ber-
sabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, ke-
cualidi dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah’

2) Hadis riwayat Abu Dawud:
ade B o B J gy JB 1B L B o, Aadle e
Mg VI B re oledl o5 kT

Dari Aisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Ringankaniah hukuman bagi orang-orang yang tidak
pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka
kecualidi dalam hukuman yang telah ditentukan (hudiid)”.

5. Macam-macam Hukuman 72°zr

Menurut ‘Audah macam-macam hukuman ta’zr,> adalah se-
bagai berikut:

1) Hukuman Mati (&) 4;5é¢)

Para fugahi’ secara beragama dalam menerapkan
hukuman mati dalam tethadap jagmah ta’zir Menurut
Hanafiyah membolehkan kepada wi/ amwi untuk
menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang
dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-

348.Dan Lihat Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslimbin al-H ajjaj al-Qusyaif an-
Naisabu, 1983, Sa ff hiMuslim, Juz 111, op cit,hlm. 1333.

4 Dawud, al-Imam al-Hafiz al MuSannif al Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘a$ as-Sajastani al-Azdi, 1988, Sunan Abr Dawud, Juz VILop cit.hlm. 131.

15 Audah,“ Abd al-Qadir, 2011, Az-Tasyri ‘al-Jinar al-Islami, Jilid 1, op cit,hlm.
557.
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ulang berdasarkan Hadi$ riwayat Abdi Dawud.'® Menurut
Malik, asy-Syafi'T dan Ahmad, hukuman mati dapat
diterapkan kepada pelaku /Zimat  (homoseksual) baik
pelakunya muhsan dan gairu muhsan.”

Hadis riwayat Abu Dawud:
o e ke B o W Jae, BB B s ) e
Far Jpadlly Jodh 136 b J 2338 Jas s 00 g

Dari Ibnu ‘Abbas berkata, Rasilulbih saw. bersabda: “Ba-
rangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum
Nabi Lit (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan
objeknya’

Dengan alasan

2) Hukuman Cambuk (W1 4 4és)

Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam
jumlahnya. Menurut Abt Hanifah hukuman cambuk
maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut
Abu Yusuf boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali.
Kemudian menurut Mazhab asy-Syafi’'t boleh sampai 75
kali, tetapi tidak boleh melebihi fadd gazaf yaitu 80 kali."’

' Dawud, al-Tmdm al-Hafiz al-Musannif al- Mutqan Abi Dawud Sulaimén ibn
al-Asy‘a$ as-Sajastani al-Azdi, 1988, Sunan Abi Dawud, Juz VII, op cit. him. 140-
141.

17 Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011,A4#Tasy ‘al-Jinat al-Islamt, Jilid 1,/oc cit,hlm.
558.

'® Dawud, al-Imam al-Hafiz al Musannif al Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘a$ as-Sajastani al-Azdi, 1988, Sunan Abr Dawud, Juz VIL,loc cit.hlm. 157.

1 Audah, * Abd al-Qadir, 2011, A¢-TasyiT ‘al-Jint al-Islamt, Jilid I, op cit,hlm
560.
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3)

4)

Penjara (L")

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu
hari dan menurut asy-Syafi’iyyah tidak boleh melebihi batas
satu tahun. Mereka mengiaskan kepada hukuman peng-
asingan dalam fadd zinayang lamanyahanya satu tahundan
hukuman fa’Zrtidak boleh melebihi hukuman Aadd*°

Pengasingan (3! 5 <2 2J)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman Aadd yang
diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan
(hiri bah) berdasarkan QS. al-Maidah (5): 33. Hukuman ini
dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh
kepada orang lain, sechingga pelakunya harus dibuang (di-
asingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh
tersebut.

Menurut Abt Hanifah, masa pengasingan bisa lebih
dari satu tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman
ta’zir; bukan hukuman Aadd. Pendapat ini juga dikemukakan
Malik, tetapi ia tidak mengemukakan batas waktunya dan
diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan
menurut Syafi’Tyyah dan Ahmad, masa pengasingan tidak
boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa
pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan
hukuman Aadd*'

20 Ibid.,him. 563.
2 Ibid., hlm. 567.
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5)

6)

Jika pengasingan dalam fa’Zr melebihi satu tahun. Ini
berarti bertentangan dengan Hadi$ riwayat Imam al-Baihaqi
dari Nu’'man bin BasyT bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ZzuxA\yﬂ;,\}ﬂag\»@w

Barangsigpa yang melaksanakan hukuman bukan hukuman
dalam jaimah hudiid, maka ia tenmasuk orang yang melam-
paui batas.

Salib (a)i)

Hukuman salib adalah hukuman bagi janmah al-
hirabah yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib
termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan
pengumuman kesalahan terbuka secara bersama ( U
o pgidly).  Menurut asy-Syafi'tyyah dan Malikiyyah
hukuman salib termasuk juga hukuman ¢a’zr”’

Naschat (s ¢! & 5i¢)

Hukuman Nasehat ini didasarkan kepada QS. an-Nisa’
(4): 34

15 TN
oy = NEE Pl \'JAM L§,'-J b

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka
nasehatilah mereka...(Depag RI, 1971: 123)

2 As-Sayiiti, t.th:, him. 168.
2 Audah, © Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri “al-Jindi al-Islamt, Jilid 1, op cit,hlm.

568.
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7)

8)

Nusyiimya isteri dan tidak taatnya ia kepada suami
merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan
hukuman Aadd dan tidak pula kiffarat, ia hanya dikenakan

hukuman #a’°Zrberupanasehat dari sauminya’*
Peringatan Keras (w-g=d) 4 5i¢)

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di
luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang keper-
cayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia
telah melakukan kejahatan.

Pengucilan atau Pisahkan (=4 & 5é¢)

Menurut ‘Audah hukuman pengucilan adalah melarang
pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya
melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.
Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang
meninggalkan kewajiban (nusyiz) kepada suaminya’’
Berdasarkan QS. an-Nisa’ (4):34;

P N e s 53 s, - %y
& Ry 0P aisis . ashad ol

de

¢ 3

u,b)_g\;\j cg—lqa.;..”

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznysa maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka,(Depag RL, 1971: 123)

2 Ibid.,hlm. 569.
3 Ibid.,hlm. 569.
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9

198

Hukuman pengucilan ini juga terdapat dalam Sunnah
Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pemah melakukan pengu-
cilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabik,
yaitu Ka’ab bin Malik, Mirarah bin RabTah al-‘ Amiri, dan
Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak
ada yang mengajak bicara kepada mereka, sampai mereka
taubat, maka turunlah QS. at-Taubah (9): 118);

L;;,;%T;Tj’p&ép; 5] G~ il ol (BT Jeg

E]

222

_ £E_ . « 5o~3/./’ ..555’/ T -
oo e Y Ol I5aboy Agais] Sgle cBlos e Ly

P /} Pt _ I P {: 2 @ d
SN 58 AT o) i) agdde OB 35 I Y] A
Sy, A 17

Dan terhadap tjga orang yang ditangguhkan (penerimaan
taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit
bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun
telah sempit (pula terasa) oleh mereka serta mereka telah
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah,
melainkan kepadaNya saja kemudian Allah menerima
taubat mereka agar mereka tetgp dalam taubamya, sesung-
guhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang. (Depag R, 1971:301)

Hukuman-hukuman 72’°ziryang lain, di antaranya;

a) Pemecatan dari kepegawaian (b I o J3l), yaitu
memberhentikan dari pekejaannya.

b) Pencegahan (ol2V), yaitu mencegah pelaku tindak
pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang
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tetap menurut syard’, seperti ia tidak dapat bagian dari
harta rampasan perang (ganimali), dan menggugurkan
nafkah bagi wanita yang nusyi z.

c) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan (sL2l),
yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan
penyitaan atas barang yang diharamkan atas
kepemilikannya.

d) Penghapusan atau penghilangan (d\;Y!), yaitu meng-
hilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan
yang diharamkan, seperti merobahkan bangunan yang
didirikan di jalan raya dan menghilangkan botol mi-
numan dan susu palsu.®

6. Hikmah Tindak Pidana Sanksi Disiplin (Jaimah Ta’zr)

Adapun hikmah dalam tindak pidana sanksi disiplin (jartmah
ta’zin adalah sebagai berikut;

Ta’zr (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan ta’zr terhadap dosa-
dosa atau kesalahan yang tidak terdapat dalam kategori jarimah
hudid dan qisis-diyat.

Menurut al-Maward1 ada tiga hal yang membedakan antara
ta’zir (sanksi disipilin) dengan /fudhi d (hukuman syar’);

a) Menjatuhkan taZr kepada orang yang berwibawa di
antara orang-orang yang baik-baik adalah lebih mudah
daripada menjatuhkan ¢a zirkepada orang-orang kotor dan
bodoh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

“Maafkanlah kesalahan orang-orang yang berakhlak baik,
kecualidalam perkara fudiid”*’

26 Ibid.,hlm. 569-571.
% Dawud, d-Imam al-Hafiz a-Musannif a-Mutgan Abi Dawud Sulaiman ibn
al-Asy‘aS as-Sqjastani a-Azd1, 1988, Sunan Abt [ wud, Juz1V, op cit,hlm. 131.
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b) Pengampunan (amnesti) dan pembelaan tidak diperboleh-
kan dalam /fwdid, dan keduanya (pengampunan dan
pembelaan) diperbolehkan dalam ta’zr. Jika ta’zr terkait
dengan hak Negara dan tidak terkait dengan hak manusia,
maka pihak yang berwenang diperbolehkan mencari
pilihan (opsi) hukuman yang paling bermanfaat, antara
memberi pengampunan atau pembelaan. Negara
diperbolehkan memberi pengampunan atau pembelaan
kepada orang yang meminta pengampunan atas
kesalahannya. Hal ini berdasarkan hadi$ riwayat al-
Tirmiz1:

g 53) toder g e B o B g, JB B Al e
%\MC}JdKOgé,M\uM\O;UAJ—\
P sal 3 ot O e s (3 et O plY) 0

Dari ‘Aisyah berkata, Rasiilullih saw. bersabda: “Tinggal-
kanlah hukuman (hadd) hukuman) dari orang-orang Islam
selagi kamu mampu, jika kanu mendapatkan jalan keluar
bagi orang Islam, maka gunakaniah jalan itu, sebab imam
(penguasa) itu sekiranya salah (sampai) dalam memberikan
maat adalah lebih baik darjpada salah dalan memberikan
hukuman”,

Jika ta’zirterkait dengan hak-hak manusia, misalnya
ta’zr penghinaan dan pemukulan, maka ta’zr tersebut
menjadi hak orang yang dihina dan orang yang dipukul
Hak penguasa hanyalah menasihati dan pengampunannya
tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan

2 Al-Tirmizi, Abi Tsa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, t.th., a/~fimi* as-
SalihJuz 1V, op cit,him.25.
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dipukul. Justru penguasa harus menyempumakan hak-hak
pihak orang yang dihina dan dipukul dengan memberikan
ta’zirkepada orang yang menghina dan memukul.

Jika temyata dari pihak yang dihina dan dipukul itu
memaafkannya, maka setelah pengampunan keduanya,
pihak penguasa mempunyai kebebasan untuk mencari
pilihan (opsi) yang paling bermanfaat, antara memberikan
ta’ziruntuk dapat memperbaiki orang tersebut, atau meng-
ampuninya. Akan tetapi, jika pemberian maaf oleh korban
kepada penghina dan pemukul sebelum perkaranya
diajukan kepada penguasa, maka pemberian fa’zir menjadi
gugur dengan sendirinya.

¢) Meskipun pemberian hudid (hukuman syari) dapat

menimbulkan kerusakan pada pihak yang dihukum, namun
kerusakan itu tidak ada perhitungan di dalamnya. Berbeda
dengan pemberian fa zirjika menimbulkan kerusakan pada
pihak yang terkena hukuman #a’zir; maka itu ada per-
hitungan di dalamnya. Artinya, jika pihak penguasa ter-
nyata dalam memberikan fa’zir dapat menimbulkan
kerusakan pada pelakunya, maka penguasa tersebut wajib
memberikan uang divat (ganti rugi) yang berasal dari
keluarga pihak penguasa sendiri kepada korbannya, dan
memberikan kaffarat (uang tebusan) yang berasal dari kas
negara ( bait akmal.”’

Adapun hikmah fadd dan ta’zir yang pemberian hukumannya
menjadi kewenangan penguasa menurut al-Jarjawi adalah karena
penguasa dalam melaksanakan hukuman tidak memiliki tendensi
apapun, sehinggapelaksanaan hukuman dapat berjalan sesuai dengan

» Al-Mawardi, AbI alHasan ‘Al bin Muhammad bin Habb al-Basi al-
Bagdadi, 1970, Al-Ahkim as-Sultaniyyah, op cit,hlm. 236-238.
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tujuan yang diharapkan. Menurut Imam HanafT sebagaimana dikutip
oleh al-MawardT bahwa wewenang dalam melaksanakan hukuman
(hadd) dan ta’Zr hanya bisa dilaksanakan oleh seorang penguasa
demi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk melin-
dungi jiwa, harta, dan beradaan mereka, karena pengayoman kepada
masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (penguasa).
Seandainya pembalasan pembunuhan itu dilakukan oleh wali orang
yang terbunuh misalnya, maka dapat menimbulkan bencana keru-
sakan yang cukup besar di masyarakat, karena tidak terdapat pelak-
sanaan yang jelas mengenai pembalasan itu. Justru pembalasan itu
menyebabkan peperangan dan kericuhan, terutama jika si pelaku
tindak kriminal tersebut orang yang memiliki kekuatan dan
kekuasaan *°

Oleh karena itu, Allah swt. memberikan kewenangan kepada
penguasa untuk melaksanakan hadd dan ta’zir, karena merekalah
yang paling berhak secara mutlak untuk melakukan pembalasan ter-
hadap pelakunya atas dukungan masyarakat [ ]

30 Al-Jaijawi, Syaikh ‘AlT Ahmad, 1997, Hikmah at-Tasyi * wa Falsafitub, Juz
1, op cit,hlm.174-175.
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TENTANG PENULIS

Rokhmadi, lahir di Kudus Jawa Tengah, pada
tanggal 18 Mei 1966. la dilahirkan dari per-
nikahan (Alm.) Bapak Rabani dan (Alm.) Ibu
‘ y Kasmi. lamerupakan anak keenam dari dari enam
\: Jyj bersaudara. Sebagai isteri tercintanya Wiwit

*
,“,A\
¥

' Ratnawati yang telah mendampinginya selama 21
tahun yang diamanahi empat orang anak, yaitu Ilma Nuriana
Saffana, Ahmad Zaki Afshaha, Latifa Ulya Fatina, dan Muhammad
Akmal Adry.

Pendidikannya dimulai di Sekolah Dasar Negeri Prambatan Lor,
Kaliwungu Kudus lulus tahun 1981, melanjutkan ke Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kudus lulus tahun 1984, lalu melanjutkan ke
Pendidikan Guru Agama Negeri Kudus lulus tahun 1987. Seteleh
selesai sckolah di Kudus, kemudian melanjutkan kuliah S.1 di
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo pada jurusan Peradilan Agama
lulus tahun 1993, lalu melanjutkan kuliah S.2 pada Program Pasca-
sarjana IAIN Walisongo dalam konsentrasi Hukum Islam lulus tahun
2002. Dan mengikuti program methodology research training di
University Quensland Australia padatahun2014.
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Sekarang ini, sebagai dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo, serta mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/
Program Studi Jinayah-Siyasah periode 2015-2019. Di samping itu,
juga aktif pada organisasi sosial-politik dan hukum: Pusat Kajian
Politik dan Hak Asasi Manusia (Puskapolham), dan sosial-keaga-
maan sebagai Seksi Pendidikan pada Yayasan Baitul Hikmah
Semarang.

Beberapa penelitian yang telah ditulisnya di antaranya;
Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia Pasca UU
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1997), Positifisasi
Hukum Islam di Indonesia, Studi tentang Pelembagaan Hukum
Islam, Implement asinya pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Tahun 1999), Hukum Menunaikan [badah Umrah menurut
Pendapat al-Syati’i dan Abu Hanifah, Kajian tentang Istinbath al-
Abhkam (2004), Peradilan Agama Pasca Amandemen UUPA, Kajian
Mengenai Dampak Kompetensi Absolut di Pengadilan Agama
Semarang, (2009), Adam Wali Nikah dalam Perspektit Figh dan
Hukum Perkawian di Indonesia Studi Kasus terhadap Penetapan
“Adam Wali Nikah” di KUA Kota Semarang (2011), Status Anak
Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010 dalam Persgpektit Hukum di Indonesia (2012),
Perkawman Beda Agama di Jawa Tengah (2013), dan Hukuman
Rajam Bagi Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam, Kajian
Sosio-Historis mengenai Penergpan Hukumannya(2014). Dan karya
yang berupa buku di antaranya; Sejarah Perkembangan Peradilan
Agama di Indonesia Dari Masa ke Masa (2009), dan Rekonstruksi
Konsep Qath’-Zanniy Menurut al-Syathibi (2009).

208 | Hukum Pidana Islam



